‘BUPATI MAROS

NOMOR : 26 74N 2021

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Menimbang

I

Mengingat B

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Maros perlu didasarkan pada suatu
Standar Kompetensi Jabatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Maros.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Karja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402};

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun
2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019
Nomor 3};

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1907);

Peraturan Bupati Maros Nomor 129 Tahun 2019
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat
Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah kabupaten
Maros Tahun 2019 Nomor).



Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

E dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019
tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan
Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah.

2. Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/35/M.SM.03.00/2021
tanggal 21 Januari 2021 hal Persetujuan 5 (Lima)
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Maros.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG STANDAR

KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratjuran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

@

Daerah adalah Kabupaten Maros.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Maros.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara
Indonesié. yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara
tetap oléh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Kompeten31 adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi
jabatan.

Kompetelhsi Jabatan adalah Kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampllan dan sikap yang relevan dengan tugas pokok, fungsi dan
perilaku kerja serta berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan suatu
jabatan. |

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah deskripsi
pengetahuan, Keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur
Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

Kompetensi Teknis adalah Pengetahuan, Keterampilan dan sikap/perilaku
yang diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan
bidang teknis jabatan.




10.

11.

Kompetdnsi Manajerial adalah  pengetahuan, keterampilan dan
sikap/ périlaku yang diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin
dan/atau mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan - dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait
dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku. Wawasan kebangsaan, etika, nilai,
moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang
Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan
Jabatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
adalah: |
a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipesyaratkan dalam Jabatan

b.

Pimpinan Tinggi Pratama;

sebagai | dasar pertimbangan dalam pengajuan  usulan/penetapan
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dari Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama; dan

. sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan

karir PNS.
~ Pasal 3
Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi pratama
adalah :
a. mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan,

(1)

(2)

pemmdahan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama,

mengldentlfika31 kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan
Standar Kompetens1 Jabatan yang dipersyaratkan dalam pembinaan; dan
mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karir PNS.

BAB III
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Pasal 4
Standar Kompetensi Jabatan digunakan sebagai dasar untuk menilai
kesesuaian profil kompetensi pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentlan PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari : :

Sekretans Daerah;

Sekretans DPRD;

Inspektur Daerah;

Asisten Pemermtahan dan Kesejahteraan Rakyat;

Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

Asisten Admistrasi Umum;

Staf ahh Bidang Sosial, Politik, dan Hukum;

Staf ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sumber Daya
Manu31a,

Staf ahh Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia;
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Fla Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
K p a Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Kepala Dinas Kesehatan;
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;
Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
Kepala Dinas Pendidikan;
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Kepala Dinas Perhubungan;
Kepala Dinas Perikanan;
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
aa. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
bb. Kepala Dinas Sosial;
cc. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
dd. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
ee. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
ff. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
gg. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
hh. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
ii. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

NSNgLsgtprogOop g RS

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada Tanggal 8 Maret 2021

BUPATI MAROS,

LY
\

A. S, DIR SYAM
Diundangkan di Maros
Pada Tanggal 8 Maret 2021

SERETARIS DAERAH,

. DAVIED SYAMSUDDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 26




| LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

| NOMOR : 26 TaEUN 2021

| TANGGAL: 8 MARET 2021

| TENTANG: STANDAR KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS

STANDAR 1KOMPETENSI JABATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

No : Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

UG

ekretaris Daerah

Sekretaris DPRD

W N

Inspel{&tur Daerah

Asistefp Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisteh Perekonomian dan Pembangunan

Asister‘gl Administrasi Umum

Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Hukum

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sumber Daya Manusia

O 0 N & v »

Staf Afglli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Sumber Daya Alam

10 | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

11 | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

12 Kepala? Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13 Kepala%Dinas Kesehatan

14 KepalagDinas Komunikasi dan Informatika

15 KepalaéDinas Koperasi UKM dan Perdagangan

16 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup

17 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

18 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

19 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




R A

Kepal%. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

20

21 Kepal%. Dinas Pendidikan

22 Kepalé. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23 Kepalé Dinas Perhubungan

24 Kepalél Dinas Perikanan

25 | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

26 | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

27 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
28 | Kepala Dinas Sosial

29 Kepala:r Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

30 Kepale;_t Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

31 Kepaleil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
32 Kepald Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

33 Kepalai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

34 Kepalaiz Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

35 Kepala% Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

36 |

Kepala% Badan Perencanaan Pembangunan Daerah




Nama Jabatan ' : SEKRETARIS DAERAH

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : KESEKRETARIATAN
Kode Jabata . :

Menyusun kebijakan dan menyelenggarakan koordinasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat
daerah dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan Bupati, berdasarkan asas desentralisasi
an tugas pembantuan serta pelayanan administratif. _

2

*

1.Integritas -~ = 4 Mampu menciptakan| 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
‘ situasi  kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong -kepentingan mematuhi nilai,

kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi  dan
kondisi;

4.2 Mendukung darn menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani me'akukan koreksi atau
mengambil  tindakan. atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resike.

2. Kerjasema 4 Membangun 4.1 Membangur sinergi antar unit
“ komitmen tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan
yang Derbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja

organisasi.

3. Komunikasi / 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untux dengan pemangku

mendorong kepentingan  untuk tujuan
kesepakatan dengan meningkatkan kinerja secara
tujuar: meningkatkan keseluruhan; Menuangkan
kinerja secara | 4.2 pemikiran/konsep yang
keseluruhan muitidimensi dalam bentuk

tulisen formal;




4.3

informasi
untuk

Menyampaikan
secara persuasif
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instar si;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isurisu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara

objektif, transparan, dan
professional delarn  lingkup
organisasi;

Menjaga agal  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  tefah  selaras
dengan standar pelayanan

yang objektif, netral, tidak
‘memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus nada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objekif,
netral, tidak -memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh kepentingan

pribedi/kelompok.
I~ 6. Pengembangan diri dan Menyusun program | 4.1 Menyusun program
orang lain pengembangan pengembangan jangka
jangka panjang Bersama-sama

panjang
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. Manajemen SDM

10

mengembangkan
strategi penyusunan
Manajemen ASN

yang tepat sesuai
I kondisi.

4.2

4.3

4.2

4.3

Mengevaluasi

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender,  sosial,  ekonomi,
preferensi  politk  untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang
perbedaan latar
agama/kepercayaan,
jender, sosial

mengakomodasi
belakang

suku,
ekonomi,

_ preferensi politik

5 LY

- strategi
Manajemen ASN yang ada saat
ini, menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode

vang  dijalankan
kelompok  sasaran
berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, danfatau petunjuk
teknis strategi Manajemen ASN

dengan
yang

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
Manajemen ASN yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah.

11

. Perencanaan
Pembangunan Daerah

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
perencanaan
pembangunen
daerah

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
pelakasaan perencanaan
pembangunan daerah,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja yang lebih
efektif/efisien;

Mampu melakukan perbaikan,
menyusun petunjuk operasional
pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah;

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakenolder pelaksanaan
perencanaan  pembangunan
daerah dan  memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pelaksanaan
perencanaan  pembangunan
daerah

12. Pengelolaan Keuangan

Daerah

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaarn

4.1

Mampu melakukan eva.uasi
terdadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemu kenali

pangelolaan

kelebihan -




keuangar: dan
menyusun  petunjuk
operasional
pengelolaan
keuangan daerah

4.2

4.3

dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengelolaan
keuar.gan daerah yang lebih
efektif/efisien;

Mampu melakukan perbaikan,
menyusun petunjuk
operasional pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah;
Mampu  rieyakinkan  dar.
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Daerah
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
fain atau stakeholder terkait
Pengelolaan Keuangan
Daerah. '

13. Penyusu.nan  Produk

Hukum Daerah

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
penyusunar. produk
hukum daerah dan
melakukan
pembahasan dengan
stakeholder terkait.

4.1

4.2

4.3

Mampu rnelakukan evaluasi
teknis/ metode/ sistem
penyusunan produk hukum
daerah, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara Kerja
Penyusunen Produk Hukum
Daerah yang lebih
efektif/efisien dibidang
ekonoini, ' SDA, dan
Pembangunan;

Mampu melakukan
pembahasan dengan DPRD
dan/atau stakeholder terkait
Penyusunan Produk Hukum
Daerah dibidang ekonomi,
SDA, dan Pembangunan;
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Penyusunan Produk Hukum
Daerah ~dan  memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengadaan barang dan
jasa dibidang ekonomi, SDA,
dan Pembangunan.

!

14. Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Mampu
Mengevaluasi
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

4.1

Mampu melakukan evaluasi

terdadap teknis/metode/
sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pengelolaan  Barang  Milik
Daerah yang lebih
efektif/ efisien;

4,2 Mampu melakukan perbaikan,
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menduduki jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjeng ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun:

D. Pangkat

Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas Pengelolaan SDM; '
2. Kualitas Pengelolaan Keuangan;
3. Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.




Nama Jabataun
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

Memimpin,

v re as =um

mengkoordinasikan,

menyelenggarakan,

SEKRETARIS DPRD
JABATAN PIMPINAN TINGGI
KESEKRETARIATAN

[

mengevaluasi . dan * pelaporan

g

kegiatan

kesekretariaten DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
: R R YR R - R 5 3

1 Integritas |

situasi kerja yang
mendorcng ‘
kepatuhan  pada
nilai, nrorma, dan
etika organisasi

4.2

4.3

Mampu menciptakan| 4.1

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi

dalam segala
kondisi;
Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yvang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan  atas
penyimpangan kode
etik/nifainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

situasi dan

2. Kerjasama

Membangun 4.1
komitmen  tim,
sinergi

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka = pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komun'kasi

Mampu 4.1
mengemukakan
pemikiran
multicimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatar dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara | 4.2
keseluruhan

Mengintegrasikan informasi
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
denganpemangku kepentingan
untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;

Menuangkan pemikiran/konsep
yang multidimensi  dalam

bentuk tulisan formal;
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Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah  bersama
dengan tujuan meningkatkan
kineria secara keseluruhan.

4, Drientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja riercapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasi kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaiuasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi; '
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target,

_75. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami  dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif,  transparan, dan
professional dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan - publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.
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10. Penyusunan prodk

Hukum Daerah

meningkatkan
efektifitas Organisasi

Mampu
mengevaiuasi
pelaksanaan
penyusunan produk
hukum daerah dan
melakukan
pembahasan dengan
stakeholder terkait.

4.1 Mampu melakukan evaluasi

dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

teknis/ metode/ sistem
penyusunan produk hukum
daerah, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
Penyusunan Produk Hukum

Daerah yang tebih
efektif/efisien dibidang
ekonomi, SDA, dan
Pembangunan;

4.2 Mampu melakukan

pembahasan dengan DPRD
dan/atau stakeholder terkait
Penyusunan Produk Hukum
Daerah dibidang ekonomi,
SDA, dan Pembangunan;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan dan
stakeholder pelaksanaan
Penyusunan Produk Hukum
Daerah. dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakehnlder
terkait pengadaan barang dan
jasa dibidang ekonomi, SDA,
dan Pembangunan,

11. Manaiemen SDM

Mampu
mengembangkan
strategi penyusunan
Manajamean ASN
vang tepat sesuai
kondisi.

4.1 Mengevaluasi strategi
Manajemen ASN yang ada saat
ini, menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan  dengan
kelompok  sasaran  yang
berbeda;

4.2 Mengembangkan norma



4.3

standar, . prosedur, kriteris,
pedoman, dan/atau petunjuk

teknis strategi Manajemen
ASN;
Meningkatkan kapasitas

pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
Manajemen ASN yang dapat
dijalankan oileh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
penyusunan perencanaan
pembangunan daerah.

12. Penyusunan  risalah
dan kegiatan
persidangan serta
pendokumentasian
produk-produk nukum

Mampu
mergevaluasi  dan
menyusur
perangkat
standar
mnstrument
penyusunan risalah
dan kegiatan
persidangan  serta
pendokumentasian
produk-produk
hukum.

norma
prosedur

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknis/ metode/
sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara  kerja penyusunan
risalah dan kegiatan
persidangan serta
pendokumentasian produk
produk hukum vyang lebih
efektif/efisien; '
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara ketja
yang dijadikan horma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan - penyusunan
risalah dan kegiatan
persidangan serta
pendokumentasian produk
produk hukum; dan

Mampu  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
penyusunan risalah dan
kegiatan persidangan serta
pendokumentasian produk-
produk hukum dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait
penyusunan risalah  dan
kegiatan persidangan serta
pendokumentasian produk
produk hukum,

" 13.Penge'olaan Keuangan
Daerah

Mampu
rmengevaluasi  dan
menyusun

perangkat  norma
standar  prosedur
instrument
Pengelolaan

Keuan3jan Daerah

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemu kenali
kelebihan dan  kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
pengelolaan keuangan duaerah
yang lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, . instrumen
pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah;




4.3

Mampu meyakinkan  dan ]
memperoleh  dukungan dari
stakeholder pelaksanaan

Pengelolaan Keuangan Daerah
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakelholder terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah.

14, PengelBIaan
Milik Daerah

Barang

Mampu
Mengevaluasi
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

4.1

4.2

4.3

Mampu . melakukan evaluasi
terdadap teknis/metode/sistem
cara kerja menermu kenali
kelebihan dan  kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara - kerja
pengelolaan  Barang  Milik
Daerah yang lebih
efektif/efisier;; :
Mampu melakukan perbaikan,
menyusun petunjuk operasional
pelaksanaan pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan  Barang  Milik
Daerah  dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada.
instarsi lain atau stakeholder

terkait  Pengeiolaan Barang
Milik Daeran. '

15. Advolasi
Otonomi Daerah

Kebijakan

' 1; Jenjahg ‘

Mampu
mengembangkan
strateg: advokasi
kebijakan  otonomi
daerah vyang tepat
sesuai kondisi.

. S 4

" Sarjans / Diploma IV

4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
merigembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah,

A. Pendidikan o
‘ ' 2, Bidang Iimu Ilmu  Pemerintuhan/- Hukum/  Administrasi Negara/
' Administrasi Publik/ Kebijakan Publik/ Sosial dan Politik/
Manajemen
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelathan
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis Diklat legal drafting v
Diklat feknic terkait v
ikesekretariatan




C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki v o
pengalaman
jabatan dalam
bidang
kesekretariatan/h
ukum/Kepegawai
an/Organisasi
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau
pernah menduduki v
jabatan ,
acmnistrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahii madya
paling singkat 2
{dua) tahun:

Pernbina (1V/a)

| D. Pangkat
E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas tata kelola persidangan;
2. Kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.




Naina Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

erencanaan

1. Integritas

[T T R Y

INSPEKTUR DAERAH
JABATAN PIMPINAN TINGGI

PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

‘Melaksanaken cebagian tugas Bupati di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas di bidang
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah agar tercapai sesuai dengan

Mampu menciptakan| 4.1
sitvasi kerja vyang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, rorma, dan
etika ovganisasi

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode
etik/nilainilal  yang dilakukan

oleh orang lain, pada tatarian

lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko,

- 2. Keujasama

Memt;angun 4.1
komitmen  tim,

sinergi
4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan
yang berbeca darl unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam. ‘rangka pencapaian
target kerja organisasi;

Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu 4.1
mengemukakan

pemikirar. ‘

multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara

keseluruhan 4.2

Mengintegrasikan informasi
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan ~ untuk tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan pemikiran/
konsep vyang multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;
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inforrnasi
untuk

Menyampaikan
secara persuasif
mendorong cemangku
kepentingan sepakat pada
langkahi-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
ketja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yarg melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran - strategis
instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipas
dampak dari isu - isu
jangka pan;ang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transpearan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami cdan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara

objektif, transparan, dan
professional dalam flingkup
organisasi; .
Menjaga - agar  kebijakan |
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan

yang objektif, netral, tidak.
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan

pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standa-  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh kepentingan
'j v pribadi/keiompok,
€. Pengembangan diri dan Menyusun program| 4.1 Menyusun program
orang lain pengembangan

penge nbangan

jangka
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dalam kehidupan
bermasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agam:/kepercayaan, suku,
jender,  sosial,  ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapal kelancaran
nencapaian tujuan organisasi;

43 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.

N

" 10. Advokasi pengawasan |- 4 | Mampu .

" Mengevaluasi tekak, metode

kebijakan internal mengembangkan strategi advokasi yang ada saat
Pemerintah strategi  advokasi ini -menganailisis kelemahan
kebijakan dan kekurangan  serta
pengawasan mengembangkan berbagai
internal pemerintah teknik, metode strategi

advokasi yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi
stakeholder; :

4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis strategi
komunikas! dan pelaksanaan
advokasi yang efeltif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik;

4,3 Mendorong stakeholder untuk

mengembangkan strategi
advokasi yang tepat untuk diri
mereka sendiri;

mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
caya yang dibutuhkan untuk
| menerapkan kebijakan.

11. Pengawasan 4 Mampu mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi
penyelenggaraan dan menyusun terhadap teknis/metode/sistem
urusan pemerintah perangkat norma cara kerja menemu kenali
daerah standar prosedur kelebihan dan  kekurangan

instrument melakukan pengembangan

i pengawasan atau perbaikan cara kerja

penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan

urusan  pemerintah urusan pemerintah daerah yang

daerah lebih efektif/efisien termasuk
pengawasan internal  dan
khusus;

4,2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah
termasuk pengawasan internal
dan khusus;




4.3

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pelayanan komunikasi publik
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah
termasuk pengawasan internal
dan khusus.

12, Pengawasen keuangan
dan kinerja perangkat
daerah

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrument
pengawasan
keuangan dan
kinerja  perangkat
daerah

norma
prosedur

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/
sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengawasan
keuangan dan kinerja
perangkat daerah yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengawasan
keuangan dan kinerja
perangkat daerah;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan teknologi,
informatika dan manajemen
data dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengawasan keuangan
dan kinerja perangkat daerah.

13. Penyusunan laporan hasil
pengawasan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
instrument
penyusunan laporan
hasil pengawasan

norina
prosedur

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/ metode/
sistem cara kerja menemu
kenali Lelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau parbaikan
cara kerja penyusunan laporan

‘hasil pengawasan yang lebih

efektif/efisien;

Mampu menyusun - pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
penyusunan laporan hasil
pengawasa;n

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengembangan e-goverment,
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
penyusunan laporan  hasil
pengawasan.




14. Pemantauan tindaklanjut
hasil pengawasan

Mampu
mengevaluasi
danmenyusun
perangkat
normastandar
prosedurinstrument
pemantauan
tindaklanjut

hasil pengawasan

4.1

1.2

4'3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/
sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pemantauan
tindaklanjut hasil pengawasan
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk  teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pemantauan
tindaklanjut hasil pengawasan;
Mampu  mevakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan informasi publik
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pemantauan tindakianjut hasil
pengawasan,

15. Aovokasi  Kebijakan
Otonomi Daerah

" A. Pendidikan

1. Jenjang’

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

Sarjana /. Dlploma IV

4.1

4.2

4.3

_otonomi daerah.

Mengevaluasi strategl advokasx
vang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan = kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan keiompok
sasaran yang berbeda;

Mengembangkan - norma
standar, prosedur, Kkriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi  advokasl
kebijakan otonomi daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan un:uk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat

dijalankan nleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan

2. Bidang Ilmg"

Ekonom.i / Admmustrasx Negara / Hukum /Ilmu Pemerintahan

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

.\/

2. Teknis

Diklat teknis terkait
pengawasan

C. Pengalaman Kerja

2. Sedang  atau

1. Memiliki
pengalaman
jabatan  dalam
Bidang
pengawasan
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

pernah




mencuduki jabatan
administrator atau
jabatan fungsional v
jenjang ahli madya
paling singkat 2

(dua) tenun:
| D.Pangkat _ Pembina (IV/a) o
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas penyelenggaraan urusan pemearintah daerah dan

tata kelcla administrasi keyangan;
2. Penurunan prosentase penyimpangan pengelolaan
keuangan.




Nama Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : BIDANG KESEKRFETARIATAN

Kode Jabatan :

Mernimpin, membina, mengoordinasikan, . meinfasiitasi, menyelenggarekan, mengawasi dan

merigendalikan kegiatan di bidang kesekretariatan (pemerintahan dan . kesejahteraan rakyat)
berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perunaang-Lindangan yang berlaku.

»

’ ‘

1. Integritas 4 Mampu menciptakan| 4.1  Menciptakan situasi kerja yang
: situasi kerja yang mendorong seluruh’ pemangku
mendorong

N , kepentingan mematuhi nilai,
ke.:p.aguhan _pada norma, dan etika organisasi
nilai, norma, dan o g
etika organisasi dalam segala - situasi dan

kondisi;

4.2 Mendukung dan. menerankan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsek Jensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai  yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang

dipimpin;
4.2 Memfasilitasi . kepentingan

yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja

organisasi.

3. Komunikasi 4 Maimpu 4.2 Mengintegrasikan informasi
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan den tertulis yang sama;
untuk 42 Berbagi informasi dengan

mendorong pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja
tujuan meningkatkan secara keseluruhan;
kinerja secara Menuangkan pemikiran/
keseluruhan konsep yang multidimensi

| dalam bentuk tulisan formal,;




4.3

informast
persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada |
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

Menyampaikan
secara

4. Orientasi pada hasil

Méndorong unit
kerja men.apai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi; '
Mendcrong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja ‘dalam rangke
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

——5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hkai pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, = transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi,

Menjaga aqar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah = selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi  jangka
panjang vang berfokus pada)
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh  kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengem—b—angan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang

4.1

program
jangka
bersama-sama

Menyusun -
pengembangan
panjang




dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.2

4.3

dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, nenugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelathan ~ /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Meiaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastiken perubahan sudah
diterepkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandurg  risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat  tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

‘Mendayagunakan

perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

41

4.2

4.3

- Menginisiasi

Menyusun dan/etau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah vyang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan  solusi dari

berbagai masalah yang
kompieks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

Membuat keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi

risiko).

¥

dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa meniaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk  perbedaan
dalarn kehidupan
bermasyarakat;
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12. Penataan Wilayah
Pemerintahan

Mampu mengevaluasi
dan

mzngoordinasikan
penatazan wilayah
peinerintahan

4.1

42

4.3

_pemerintahan.

Mampu. melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja penataan wilayah
pemerintahan, menemukenali
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atay perbaikan cara ketja
penataan wilayah
pemerintahan - yang lebih
efektif/efisien;

Mampu mengoordinasikan
penataan wilayah
pemerintahan - dan
memecahkan masalah
penataan wilayah
pemerintahan;

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder penataan wilayah
pemerintahan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kejada
instansi lain atau stakeholder
terkait  penataan = wilayah

13. Perencanaan Penyediaan
Sarana Ekonomi

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan
penyediaan  sarana
ekonomi

4.1

4,2

4.3

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan identifikasi
potensi ekonomi dan
penyediaan sarana ekonomi
yang ada saat ini serta
menemu kenali kelebihan dan
kelemahan teknik perencanaan
penyediaan sarana ekonomi;

Mampu menyusun teknik dan
metode dalam mengidentifikasi
potensi ekonami yang potensial
untuk  dikembangkan dan
perencanzan penyediaan
sarana ekonomi;

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait  hasil
perencanaan penyediaan
sarana ekonomi

" 14. Pemberdayaan
masyarakat desa

Mampu
mengevaiuasi
pelaksanaan
Pemberdayaan
masyarakat desa

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat
desa, serta menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan kebijakan
dan  rekomendasi  terkait
Pemberdayaankemasyarakatan
yang tergerak  dibidang
pemberdayaan tiyuh / desa
yang lebih efektif/efisien;
Mampu memberikan petunjuk
teknis, cara kerja
pemberdayaan masyarakat
desa;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder, terkait dengan
petunjuk teknis dan cara




keria pemberdayaan
masyarakat desa.

15. Advokasi kebijakan ' 4 ' _Marhpu' o 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
lit'ra't'e% advokasi kekuatan dan kekurangan
ebijakan  otonomi berbagai metode yang
daerah yang tepat -~
sesuai kendisi. dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
4.2 Mengembangkan norma

[ standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

1.Jenjang ' Sarjana/ Diploma IV
A. Pendidikan " | Administrasi Kebijakan / Iimu Manajemen / Iimu Hukum /
T 2. Bidang Ilmu Ilmu Politik / IImu Administrasi Negara / Ilmu Pemerintahan
/ Kesejshteraan Sosial / Sosiatri / Iimu Sosial
Pelatihan !
1. Manajerial Kepemimpinan s
| Pratama ,
Diklat Teknis terkait] v
dengan
Pemerintahan dan
kesejahteraan sosjal

B. Pelatihar:
: 2. Teknis

3. Fungsicnal

1. Memiliki pengalaman v
jabatan dalam
bidang
pemerintahan/
sosial/  organisasi/
pemberdayaan
masyarakat  desa/
kesejahteraan
sosial/ perdagangan
/industri/
perekonomian
secara kumulatif]
paling kurang 5
(lima) tanun v

2. Sedang atau
pernah menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun

C. Pengalainan Kerja

L. Pangkat _ Pembina (Iv/e)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang ekonomi;
2. Sirkronisasi pelaksanaan program bidang

kesejahteraan rakyat.




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

[ we

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI

KESEKRETARIATAN

Mem antu Sekretans Daerah dalam penyusunan keauai’an dan pengoordmastan admlnustratlf
peleksanaan tugas penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan tugas-tugas perekonomian, program

1. Integritas

kerjasama dan pengadaan baran

4 | Mampu menciptakan

situasi  keric
mendorong
kepatuhan  pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

yang

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
meéendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yvang tinggi, serta berani |
menanggung konsekuensinya;

Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan = atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai  yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

4 Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1

4.2

43

Membangu1 sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
fain sehingga <ercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

Mengembangkan sistem yang
menghargal kerja sama antar
unit, membarikan dukuncan /
semangat unwuk memastikan
tercapainya  sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

4 Mampu
mengemukakan -
pemigiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatar: dengan
tujuan -
meningkatkan kinerja
secara
keseluruhan

4,1

4.2

Mengintegrasikan  informasi .
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman .
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan  untuk tujuan
meningkatka kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan pemikiran/konsep
yang multidimensi  dalam

bentuk tulisan formal;




4.3

~ mendorong

Menyampaikan
secara persuasif

informasi
untuk
pemangku
kepenrtingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil

Mendorong  unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebeiumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja. yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan  sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Fublik

Mampu memonifer,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari ists - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatar. politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian - kepada isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara

objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi-
Menjaga agar kebijakan
_pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  seiaras
dengan standar pelayanan

yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif.
serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuharn kebutuhan

pemangku kepentingan dalam
menyusun kebiiakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tida<

terpengaruh  Kepentingan
- o pribadi/kelompok.
6. Pengembengan diri dan Menyusun program | 4.1 Menyusun program
orang lain pengembangan pengembangan jangka
jangka panjang panjang bersama-sama

dalam rangka




mendorong
nianajemen
pembelzjaran

dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tu;uan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman = lainnya, serta
mengalokesikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dar umpan balkk pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orarg-orang
disekitarannya - secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program

perubahan selaras antar unit |
kerja.

8. Pengambilan keputusan

i (R

) Pereat Bangsa

Menyelesaikon

masalah vyang
mengandung risiko
tinggi,

mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanal;
mitigasi risiko

Sk _
Mendavagurakan
peroedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

efektifitas O:-ganisasi

Menginisiasi

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasitkan  solusi  dari
berbagai  masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

Membuat keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan

penanganannya {mitigasi

dan’
merepresentasikan
pemerintahan di  lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;




10, Perencanaa
Pembangunan Daerah

5. S
Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan
daerah

4.2

4.3

4.1 Mampu melakukan evaluasi

4.2

4.3

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial, ekonomi;
preferensi politik untuk
mencanai kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;

Mampu membuat program
yang mengakomocdlasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, . suku,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.

pelakasaan . perencanaan
pembangunan daerah,
menemy kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan

pengembangan atau perbaikan
cara kerja yang lebih
efektif/efisien;

Mampu melakukan perbaikan,
menyusunpetunjuk Operasional
pelaksanaan perencanaan
pembangunan dazrah;

Mampu = meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
perencanaan  pembangunan
daerah dan  memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pelaksanaan
perencanasn  pembangunan
"daerah. :

11, Analisis Potensi Ekonomi
Daerah

Mampu

mengevaluasi

potensi ekonomi
daerah dan
pengenitangan
ekonomi daerah

4.1

4.2

4.3

‘daerah dan  pelaksanaan

Mampu melakikan evaluasi
analisis  pctensi  ekonomi

pengembangan ekonomi
daerah, menemukenali
kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara  kerja
analisis  potensi ekonomi
‘daerah dan pengembangan
ekonomi daerah yang lebih
efektif/efisien;

Mampu - memberikan
rekomendasi perbaikan
pembangunan ekonomi daerah
dan memecahkan masalah
pembangunan ekonomi
daerah; ,

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait analisis
potensi ekonomi daerah dan
pengembangan ekonomi
daerah, serta. memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait potensi ekonomi daerah




12. Perencanaan
Penyedizaan
Ekonomi

Sarana

Mampu

mengevaluasi

pelaksanaan penyediaan
sarana ekonomi

4.1

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan identifikasi
potensi ekonomi dan

penyediaan sarana ekonomi
yang ada saat ini serta
menemu kenali kelebihan dan
kelemahan teknik
perencanaan penyediaan
sarana ekonomi;

Mampu menyusun teknik dan

metode dlam mengidentifikasi

potensi ekonomi yang
potensial untuk dikembangkan
dan perencanaan penyediaan
sarana ekonomi;

Mampu  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait  hasil
perencanaan penyediaan
sarana ekonomi.

| 13. Advokasi Kebijakan
Manajemen Studi
Pembanguna

Mai-ipu mangembangkan
strategi advokasi
kebijakan  manajemen
studi pembangunan yang
tepat sesuai kondisi

4.1

4.2

4.3

Mengevaiuasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembang<an
berbagai  teknik, metode
strategi advokasi kebijakan
manajemen studi
pembangunan yang lebih
afektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakehoider;
Mengembangkan . norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis  strategi
xomunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta

. monitoring evaluasi advokasi

kebijakan manajemen studi
pembangunan;dan

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi kebijakan
manajernen studi
pembangunan yang tepat
untuk diri mereka sendiri

" 14. Advokasi Kebijakan
Administrasi
Pemerintahan Daerah

Mampu

mengembangkan

strategi advokasikebijakan
administrasi '
pemerintahean

daerah yang tepatsesuai
kondisi

4.1

4.2

dalam menerapkan kebijakan.
Mengevaluasi teknik,
metodestrategi advokasi yang
adasaat ini  menganailisis
kelernahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai  teknik,  metode|
strategi advokasi kebijakan
administrasi Pemerintahan
daerah yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi
stakeholder;

Mengembangkan norma
standar, kriteria, - pecdoman,
petunjuk teknis strategi

komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan administrasi

pemerintahan daerah; dan




4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advolkasi kebijakan
administrasi pemerintahan
daerah yzng tepat untuk diri

mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan.
15. Advokasi Kebijakan 4 Mampu mengembangkan | 4.1 Mengevaluasi strategi
Otonomi Daerah strategi advokasi kebijakan advokasi yang ada saat inj,
otonomi daerah yang tepat menganalisis kekuatan dan
sesuai kondisl. kekurangan berbagal metode

yang dijalankan  dengan
kelompok  sasaran  yang
berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi  advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan

_otonomi daerah.

x>

- A. Pendidikan - 1, Jenjang Sariana / Diploma IV _ -
' 2.Bidang Ilmu Ekonomi / Manajemen / Teknik Sipil / Perencanaan
» Wileyah dan Tata Kota / Administrasi Niaga.
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan '
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis Manajeman
Pemerintat.an daerah
Pengelolaan keuangan y
daerah Manajemen
Kepegawaian Pengadaan
barang, jasa pemerintah

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki
pengalaman
jabatan dalam
hidang  pemerintahan/
huku.m/organisasi/ v
perekonomian dan
pembangunan
secara kumuiatif paling
kurang 5 (lima) tahun;
Sedang atau pernah
menduduki Jabatan
2. administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya v
paling singkat 2 (dua)
L tahun,

D. Pangkat Pembina | (IV/a)
E. Indikater Kinerja Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang perekonomian;

. 2, Sinkronisasi pelaksanaan program bidang pembangunan.




Nama Jabatan H ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : KESEKRETARIATAN

Membantu Sekretaris Daerah dalam

Kode Jabatan _ _ : ‘

’.

n

merumuskan kebijakan, “koordinasi- administratif terhadap

pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif terkait bidang administrasi umum
sesual peraturan dan perundang-undangan yang periaku demi kelancaran jalannya Pemerintahan

Dacrah

1, Integritas

menciptakan situasi
kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisas!

Mampun |

4.2

4.3

.1 'Menciptakan ‘situasi kerja yang

§

mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai  yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmern tim, sinergi

4.1

4,2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimnin;

Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

Mengambangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikirar
multidimensi cecara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1

4.2

Mengintegresikan
informasiinformasi penting
hasil diskusi dengan pihak lain
untuk mendapatkan
pemahaman vyang sama;
Berbagi - informast  dengan
pemangku kepentingan untuk
tujuan - meningkatkan kinerja
secara keseluruhan;
Menuangkan pemikiran/
konsep yang multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;




4.3

informasi
untuk

Menyampaikan

secara persuasif
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan

4. Orientasi pada hasil

Mendorong . unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapxan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis

instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka

meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapalan target.

| 5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,|

mengevaluasi,
mempernitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka nanjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhar, pemangku
kepenringan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dar mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara

objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga  agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya - telah selaras
dengan standar pelayanan

yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh  kepentingan

, pribadi/keiompok.
6. Pengembangan diri dan Menyusun program | 4.1 Menyudsun ‘ program
orang lain pengembangan pengembangan jangka
|_jangka panjang panjang bersama-sama




dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.2

4.3

dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

Melak sanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Menmimpin
perubahan pada unit
karja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi r'siko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungant  unit  kerjanye
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

"0, Perekat Bangsa-

8. —l;engamlez;n keputusan

~ konstruktif dan

Menyelesaikan
masa'ah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan. . -
perbedaan  secara
kreatif untut.

meningkatkan
efektifitas Organisasi

4.1

4.2

4.3

41"

__risiko),

MenyLsun ‘ dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masa'ah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

Membuat  keputusan  dan

mengantisipasi dampak -
keputusannya serta |
rnenyiapkan tindakan
penanganannya {mitigasi

Menginisiasi =~ . dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan dalam

kehidupan bermasyarakat;



IO.Mna]men D

Mampu
mengemhangkan
strategi penyusunan
Manajemen ASN
yang tepat sesuai
kondisi,

4.2

4.3

4.2

4.3

nendayagunakan
belakang,
suku,
ekonomi,
untuk

Mampu
perbedaan latar

agama/kepercayaan,
jender, sosial,

preferensi politik
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.

Mengevaluasi strategi
Manajamen ASN yang ada saat
ini, menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode

yang dijalankan dengan
kelompok sasaran yang
berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedaman, dan/atau petunjuk
teknis strategi Manajemen
ASN;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan straegi

Manajemen ASN yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
penyusunan perencanaan
pembangunan dasrah.

11. Fengelolaan
Daerah

Keuangan

" Mampu

mengevaluasi
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan dan
menyusun petunjuk
Qperasional
pengeiolaan
keuangan daerah

4.2

4.3

Mampl - melakukan = evaluasi
terdadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemu kenali
kelebihan = dan  kekurangan
melakukan |>engembangan
atau perbaikan cara kerja
pengelolaan keuangan daerah
yang lebih efektif/efisien;
Mampu melakukan perbaikan,
menyusun petunjuk
operasional pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah;
Mampu  meyakinkan - dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Daerah
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah.




12. Pangelolaar;
Hubungan Masyarakat
dan Keprotokolan

- Mampu

mengevaliasi
pelaksanaan
pengelolaan
hubungan
masyarakat dan
keprotokclan

4.1

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan pengeloiaan
hubungan masyarakat dan
keprotokolan, menganalisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan strategi
hubungan masyarakat dan

keprotokolan;

Mampu melakukan perbaikan,
menyusun petunjuk
operasional pelaksanaan
pengelolaan hubungan

masyarakat dan keprotokolan;
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan hubungan
masyarakat dan keprotokolan
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
fain atau stakeholder terkait
Pengelolaan hubungan
masyarakat dan keprotokolan.

13. penyusunan Produk
Hukidm Dasrah

Mampu
mengevaluasi dan
Mengoordinasiken
penyusunan
produk
daerah

hukum

4.1

Mampu melakukan evaluasi
terhadap
teknis/metode/sistem cara
kerja penyusunan  produk
hukum daerah, menemukenali
kelebihan dan kekurangan,
melakitkan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
penyusunan produk hukum
daerah yang lebih
efektif/ efisien;

4.2 Mampu mengoordinasikan dan

4.3

memecahkan masalah
penyusunan produk hukum
daerah;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder penyusunan
produk hukum daerah dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
penyusunan produk hukum
daerah.

14. Penyusunan
Kelembagaan Daerah

Mampu
mengevaluasi dan
mengoordinasikan
Penyusunan
Kelembagaan
Daerah

4.1

4.2

Mampu rrelakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja  pembentukan
organisasi perangkat daerah,
menemukenzli kalebihan dan
kekurangan organisasi
perangkat daerah, melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja Penyusunan
Organisasi Perangkat Daerah
yang tebih efektif/efisien;

Mampu mengoordinasikan
pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah  wilayah

pemerintaban dar.




—-

4.3

memecahkan

masalah = di
bidang organisasi;

Mampu  mevakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder penyusunan
organisasi perargkat daerah
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pembentukan organisasi
perangkat daerah.

15. Advokasi

"Kebijakan 4.
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
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Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengun kelompok

sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standa-, prosedur, kriteria,.
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
_otonomi daerah.

sesuai kondisi. -
4,2

4.3

R

fe SR
Sarjana/Diplomalv
Administrasi Kebijakan / Ilmu Manajemen / Iimu Hukum /
Ilmu Politik / imu Administrasi Negara / Iimu Pemerintahan
Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama

Diklat Teknis terkait | y
dengan Pemerintahan

A, Pendidikan 1.'Jenjng .
2. Bidang Ilmu .

B. Peiatihan 1. Manajerial '

2. Teknis

| 3. Fungsional
C, Pengalaman Kerja

1. Memiliki \4
pengalaman
jabatan dalam
bidang
pemerintahan/hu
kumy/crganisasi
{kepegawaian/ke
humasan secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang atau
penah  menduduki
jabatan
administrator  atau v
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling sihgkat 2
(dua) tahun.

Pembina / (IV/a) __

1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang hukum;
2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang organisasi._

D. Pangkat
E. Ind'kator Kinerja Jabatan




‘Nama Jabatan : STAF AHLI BIDANG SOSIAL, POLITIK DAN HUKUM
Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah : KESEKRETARIATAN

Kode Jabata :

1

membantu Bupati dalam menyampaijkan vemikiran, saran, p'e'b,a‘garir dan
telaahan yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kebijakan Bupati dalam
| ey elenggarakan pemerintahan daerah di bid Sosial, Politik dsn Hukum.

1. Integritas 4 | Mampu menciptakan

*

4.1 Menciptakan  sit

uasi kerjayag
situasi kerja  yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi  nilai,

kepatuhan  pada
nilai, nerma, dan
etika organisasi

norma, dan etika -organisasi
dalam segala situasi dan kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan ode
etik/nilainilai  yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasema 4 | Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

4,2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapajan
target kerja organisasi;

4.3 Mengembarigkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat = untuk memastikan
tercapainya  sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja

] organisasi.




3. Komunikasi

Mampti
mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendororig
kesepakatan dengan
tujuan meningkakan
kinerja secara
keselurut.an

4.1 Mengintegrasikan informasi
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak  lain untuk
mendapatkan pemahaman yang
sama; Berbagi informasi dengan
pemangku kepentingan untuk
tujuan meningkatkan kinerja
secara keseluruhan;

4.2 Menuangkan pemikiran/ konsep
yang multidimensi dalam bentuk
+ulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengar tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target "~ yang
diteapkanr atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1 Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja
vang melebihi target vyang
ditetapkan;

Memantau can mengevaluas

4.2 hasil kerja unitnya agar seleras
dengan sasaran strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja daam rangka
meningkatken efektifitas dan
efisiensi pencepaian target.

5. Peleyanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan  mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transoparan, objektif,
dan profesional

4.1 Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu jangka
panjang. kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi danpak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan putlik secara
objektif, transparan, dan
professional  dalam  lingkup
organisasi;

4,2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik =~ yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompok/ partai politik;




4.3 Menerapkan  strategi  jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun  kebijakan  dengan
mengikuti standar objektif, netral,
ticdak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tdak]
ternengaryh  kepentingan

6. Pengembangan diri
dan orang lain

Menyusun program
pengernbangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

pribadi/kelompok.

4.1 Menyusun program
pengembangan jangka panjang
bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan  dan
pengalaman  lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan / pendidikan
/ pengembangan kompetensi
dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tatanan
organisasi;

4.3 Mengembangkan - orang-orang
disekitarannya secara konsisten,
melakukan  kaderisasi  untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
lebih - siap dalam menghadapi
perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit kerjanya secara
berkala;

43Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit

8. Pengambilan keputusan

Menvelesaikan
masalah yang
mengandung  risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat  tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

kerja.

| 4.1 Menyusun danjatau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah  yang
melibatkan  beberapa/seluruh

fungsi dalam organisasi;

4,2 Menghasilkan solusi dari
berbagai masaiah yang
kompleks, terkait dengan bidang
kerjanya yang berdampak pada
pihak lan;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya
(mitigasi risiko).




9. Perekat langsa |

S o

10. Pengkajia Biag oal N ” Mamu

Mendayagunakart
perbedaan secara
konstruktf dan
kreatif untuk

meningkatkan
efektifites Organisasi

R

mengevaluasi,

menyusun  norma
standar prosedur
dan penelitian sosial

Uy

4.1 Mampu “melakukan |

4.1 Menginisiasi dan
merepresentasikan pemerintahan
di  lingkungan kerja  dan
masyarakat untuk senantiasa
menjaga persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segaia bentuk

perbedaan dalam  kehidupan
bermasyarakat;

4,2 Mampu mendayagunakan
perhedaan latar  belakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial, ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agama/kepercayaan,

suku, jender, sosial ekonomi,

preferersi politik.

evaluasi
terhadap isu-isu untuk proses
pengkajian dan penelitian bidang
sosial,  menganalisis kelebihan
dan kekurangan, serta

memberikan rekomendasi
perbaikan dalam bidarg Sosial;
4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk  teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,

prosedur, instrumen dalam
4.3 bidang Sosial;dan

Mampu meyakinkan dan

memperoleh  dukungan  dari

stakeholder dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengkajian dan penelitian
bidang Sosial. '

11. pengkajian bidang
politik

Mampt!
Mengevaluasi dan
meyusun  norma,
standar, dan
prosedur pengkajian
dan penelitian
bidang politik

4,1 Mampu melakukan evaluasi
ternadap isudsu untuk proses
pengkajian dan penelitian bidang
pemerintahan,;menganalisis
kelebihan dan  kekurangan,
serta memberikan

4.2 rekomendasi perbaikan dalam
bidang Politik;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang

dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen da.am
bidang Politik; dan

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan  dari
stakeholder dan  memberikan

bimbingan dan fasilitasi kenada
instansi lain atau  stakeholder
terkait pengkajian dan penelitian
bidang Politik.




12 Pengkajian
hukum

Bidang

Mainpu riengevaluasi| 4.1 Mampu

dan menyusun
peregkat norma,
standar dan
prosedur pengkaijian
dan penelitian bidang
hukum

melakukan evaluasi
terhadap isu-isu untuk proses
pengkajian dan penelitian bidang

pemerintahan, menganalisis
kelebihan den kekurangan,
Serta memberikan

rekomendasi perbaikan dalam
bidang hukum;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang

dijadikan  norma  standar,
prosedur, instrumen dalam
bidang hukum; dan

43 Mampu ~ meyakinkan  dan

memperoleh  dukungan dari
stakeholder dan  memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengkajian dan penelitian
bidang hukum.

13. Penyusunen kebijakan
Daerah Bidang
3o¢dial, Politik dan Hukum

Mampu nielakukan
harmorisasi
kebijakan,
meningkatkan
efektivitas
implementasi,
monitering dan
evaluasi dalam
penyusunan
kebijakan

4.1 Mampu melakukan
penyelarasan (hermonisasi)
dengan peraturan perundang-
yndangan yang lain, mampu
merumusken intisari dari suatu
kebijakan vang akan
memberikan  dampak positif
dari maksud dan ftujuan

4.2 kebijakan bagi instansi dan
masyarakat;

Menguasal kunci-kunci sukses
dalam implemeritasi suatu
kebijakan, dan  menerapkan
praktek terbaik pendekatan
implementasi kebijakan,
mampu merumuskan  solusi
terhadap hambatan delam
4.3 implementasi suatu kebijakan

dan mengembangkan
pendekatan baru dalam
Implementasi untuk

meningkatkan efektivitas suatu
kebijakan; dan Mampu
menetapkan upaya perbaikan

dan menetapkan fangkah-
langkah tindak lanjut dari
hasil monitoring dan

evaluasi,




14, Advokasi Kebijakan 4
Administrasi
Pemerintahan Daerah

Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metode
mengembangkan strategi advokasi yang ada saat
strategi advokasi ini  menganailisis kelemahan
kebijakan dan kekurangan serta
administrasi mengembangkan berbagai
pemerintahan daerah teknik, metode strategi
yang tepat sesuai 4.2 advokasi kebijakan
kondisi administrasi pemerintahan

daerah yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi
stakeholder; Mengembangkan
norma standar, Kriteria,
4.3 pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan
m elaksanaan advokasi  yang
efektif serta monitoring
evaluasi  advoxasi kebijakan
administrasi pemerintahan
daerah;dan
Meningkatkan kapas tas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi kebijakan
administrasi pemerintahan
daerah yang tepat untuk- diri
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan.

15. Advokasi kebijakan 4
Otonomi Daerah

‘Mampu 4,1 Mengevaluasi strategi advokasi

B Sar]ana/ Dlploma v

mengembangkan ~ yang ada suat ini, menganalisis
strategi advokasi kekuatan dan  kekurangan
kebijakan otonomi berbagai metode yang
daerah yang tepat dijlankan  pada  kelompok
sesuai kondisi sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar. prosedur, kriteria,
4.2 pedoman, dan/atau petu: juk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi deerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan uniuk
mengembangkan strategi

advokasj yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan | 1, Jenjang

2. Bidang Iimu Keuangan/Manajemen/Kebijakan Publik/ Himu Hukum/Ilmu

Administrasi
B. Pelatihan 1. Mar.ajerial Pelatihan

Kepemimpinan v
Pratama

2. Teknis Diklat Teknis
terkait dengan
bidang Sosial, v
Politik dan Hukum

3. Fungsional -




C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki Y,

2. Sedang atau

pengalaman
jabatan  dalam
Bidang  Sosial,
Politik dan
Hukum

Secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

pernah
menduduki
jabatan v
administrator
atau jabatan
fungsional
jenjang ahii
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Persentase rekomendasi atas isu strategis bidang Sosial,
Politik dan Hukum yang disampaikan pada Bupati;

2. Persentase pengaduan masyarckat bidang Sosial,
Politk dan Hukum vyang berbasil dikoordinasikan dan
dianalisa.




Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

¥
B ss =n us

STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN SUMBER

DAYA MANUSIA

JABATAN PIMPINAN TINGGI

KESEKRETARIATAN

Membaniu Bupati ‘aengan memberikan lelaahan, analisa, dan rekomendasi -terhadap isy-isu yang
berhubungan dengan permasalahan bidang pemerintahan, pembangunan dan sumber daya manusia sesuai
peratran an perundang—unangan yang berfaku demi kelancaran jalannya Pemerintahan Daerah.

1. Integritas .

[y
- . ¥

Mampu menciptakan situasi
kerja yang  mendorong
kepatuhan pada nilai, norma,
dan etika crganisasi

13

4.1 Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh’ pemangku
kepentingan mematuhi - nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen tim,
sinergi

4.1 Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalem rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian targe:
kerja organisasi.

%. Komunikasi

Marapu mengemukakan
pe mikiran muitidimensi.
seca-a lisan dar tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan

4.1 Mengintegrasikan  informasi
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak - lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

4.2 Menuangkan pemikiran/
konsep yang multidimensi
dalam bentuk tulisan formal; J




4.2

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendororg pemangku
kepentingan - sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja seczra keseluruhan,

4, Orientasi pada hasil

Mendorong -unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau melebihi
hasil kerja sebelumnya

4.1

4.2 ditetapkan;

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapali  kinerja  vang
melebihi target yang

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar

selaras dengan  sasaran
strategis instansi;
Mendorong perianfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu

mengevaluasi,
memperhitungkan  dan
mengantisipasi  dampak
dari isu-isu jangka
panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik

dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan - yang

transparan, objektif, dan
profesional

rnemonitor,

4,1 Memahami  dJdan

4.2 Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh

4.3 Menerapkan strategi jangka

memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atair kekuatan politik yang
mempangaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak|
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik
secara objektif, transparan,
dan professional  dalam
lingkup organisasi;

instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
meraihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;

panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompok.




6. Pengembar:gan ciri dan
orang lain

Menyusun

program
pengembar.gan jangka
panjang dalam rangka
mendorong  manajemen
pembelajaran

4.1' Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama

dengan bawahan, termasuk
didalamnya peretapan
tujuan, bimbigan, penugasan
dan pengalaman lainnya,
serta mengalokasikan waktu
untuk mengikuti pelatihan/
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan  manajemen
pembelajaran termasuk -
evaluasi dan umpan balik
pada tatanan organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-
orang disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya. :

7.‘Mengelo'la perubahan

Memimpin perubshan pada
unit kerja

4.1 Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi risiko
vang mungkin terjadi;

4,2 Memastikan perubahan
sudah diteiapkan secara aktif
di lingkungan unit kerjanya
secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
pens-apan program-program
perubahan selaras antar unit

kerija.

@. Pengambilan keputusan Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau
masalah yang memutuskan konsep
mengandung risiko tinggi, penyelesaian masalah yang
mengantisipasi dampak melibatkan beberapa/seluruh |
keputusan, membuat fungsi dalam organisasi;

tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.2 Menghasilken  solusi  dari
berbagai masalah  yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat . keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi

risiko).




9. Perekat Bangsa

" 10. Pengkajian Bidang
Pemerintahan

» Mendayaguak

perbedaan secara
konstruktif dan  kreatif
untuk meningkatkan

efektifitas Organisasi

§ ‘1.4' 4

' Mamipu mengevaluasi dan

menyusurn perangkat
norma, standa! dan
prosedur pengkajian dan
penelitian bidang
pemerintahan

4.1 Menginisiasi " dan

merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga
persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam kehidupan
berrnasyarakat;

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi  politik = untuk
mer capai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu mernbuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, sukuy,
jender, sosial ekonomi,

preferensi politik.

4,1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap isu-isu untuk proses
pengkajien dan penelitian
bidang pemerintahan,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, serta
memberikan - rekomendasi
perbaikan dalam bidang
pernerintahan;
4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma
“standar, prosedur, instrumen
dalam bidang pemerintahan;
dan
4,3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder dan
memberikan bimbingan dan.
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pengkajian dan penelitian
bidang pemerintahan,

| 11. Pengkajian  Bidang
Sumber Daya Manusia

Mampu mengevaluasi
dan menyusun perangkat
norma, standar

dan prosedur pengkajian
SDM

4.1 Mampu melakukan
evaluasi terhadap isu-isu
untuk proses pengkajian
dan penelitian  bidang
sumber dava manusia,
menganalisis. kelebihan
dan kekurangan, serta
memberikan rekomendasi
perbaikan dalam bidang
sumber Daya Manusia;,




4.2 Mampu

4.3

menyuisun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan
norma standar, prosedur,
instrumen  dalam bidang
pemerintahan; dan

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
daii stakeholder dan
memberikan bimbingan dan

fasilitasi kepada instansi
lain  atau  stakeholder
terkait pengkajian dan

penelitian bidang sumber
daya manusia.

12, Pengkaiian
Politik

Bidang

Mampu mengevaluasi dan
menyusun perangkat
norma, standar - dan
prosedur pengkajian dan
penelitian bidangy

politik

4.1 Mampu

4.2 Mampu

4,3 Mampu

melakukan
evaluasi terhadap isu-isu
untuk proses pengkajian
dan  penelitian  bidang
sumber daya manusia,
menganalisis kelebihan
dan kekurangan, serta
memberikan rekomendasi
perbaikan dalam bidang
pembangunan;

menyusun
pedoman, petunjuk teknis,
cara kerja yang dijadikan
norma standar, prosedur,
instrumen dalam bidang
pemerintahan; dan
rneyakinkan
dan memperoleh
dukungan dari stakeholder
teriait pengkajian dan
penelitian bidang sumber
daya Manusia.

13. Pemetaan
Pemerintahan

wilayah |

“Mampu mengevaluasi
- dan mengoordinasikan
penatain  wilayah

4.2 Mengembangkan

4.1 Mampu melakukan evaluasi
terhadap

teknis/metode/
cara kerja
wilayah

sistem
penataan
pemerintahan,
menemukenali kelebihan
dan kekurangan,
melakukan pengambangan
atau perbaikan cara
kerja penataan wilayah
pemerintahan yang lebih
efektif/efisien;

norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan/atau

petunjuk teknis strategi

advokasi kebijakan
- Pembentukan  perundang-

undangan; .

Meningkatkan kapasitas

pemangku kepentingan

untuk mengembangkan

strategi advokasi yang dapat
dijalunkan oleh me-eka
sendiri dal3m menerapkan
kebijakan Pembentukan
perundang-undangan.




14. Manajemen SDM

Menyusun perangkat norma
standar prosedur
instrument penerapan
manajemen SDM

4.1 Mampu  mengidentifikasi
kelemahan dan
kekurangan pedoman,

petunjuk teknis pelaksanaan
manajemen SDM Yang ada;

4.2 Mampu menyusun
pedoman petunjuk teknis
dalam penerapan
manajemen SDM

(perencanaan SDM, analisis
jabatan, ar:alisis beban ke:rja,
standar kompetensi,
perencanaan engembangan
kompetensi, evaluasi jabatan

manajemen kinerja,
administrasi  kepegawazian,
sistem informasi
kepegawaian);

4.3 Memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
pengelola kepegawaian

dalam penerapan pedoman
dan petunjuk teknis terkait
perencanaan SDM, analisis
jabatan, analisis beban kerja,
standar kompetensi,
perencanaan pengembangan
kompetensi, evaluasi jabatan

manajemen kinerja,
administrasi - kepegawaian,
sistem informasi
_ _kepegawaian. _
15, Advokasi Kebijakan Mampu mengembangkan | 4.1 Mengevaluasi strategi

Otonomi Liaerah

strategi advokasi
kebijakan otonomi

daerah yang tepat sesuai
kondisi.

advokasi yang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan
kelompok sasaraly  yang
berbeda

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
tekris strategi  advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk Mengembangkan

norma standar, prosedur,
kriteria, pedoman, dan/atau
petunjuk  teknis  strategi
advokasi kebijakan otonomi

daerah; Meningkatkan
kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat
dijalankan  oleh  mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan o_to_rlomi daerah.




A:Pendidikan | 1.Jenjang | Sarjana/ Diplora IV_ . ‘
- : 2. Bidang Ilmu | Ekonomi/ Manajemen / Perencanaan Wllayah dan Tata Kota /
Administrasi Niaga / Studi Pembangunan
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelathan ' '
Kepemimpinan v
Pratama o
2.Teknis | Diklat Teknis terkait dengan
bidarg Pemerintahan v
"3_.—Fungsi0nal 7 - |
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki  pengalaman| V

jabatan  dalam
bidang pemerintahan/
Pembangunan/dan
manajeinsn SDM secara
kumulatif paling kurang
5 (lima) tahun

2, Sedang atau pernah

menduduki jabatan
administrator atau y
jabatan fungsional

jenjang  ahli madya
paling singkat 2 (dua)

tahun:
D. Pangkat Parabina / (IV/a) V : v ‘
E. Indikator KlnPrja Jabatan 1. Persentace rekomendasi atas isu strategis bidang
pemerintahan, hukum dan politik yang dlsampankan pada
Bupati;

2. Persentase pengaduan masyarakat bidang pemerintahan,
’ hukum dan politik yang berhasil dikoordinasikan dan
dianalisa.




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah

STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
JABATAN PIMPINAN TINGGI
KESEKRETARIATAN

Kode Jabatan

an rekornendasi te
Daya Aiam.

1. Integritas

ciptakan situasi keria yang

Manmpit - menciptekan| 4.1
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan  pada norma, dan etika organisasi
nilai, rorma, dan “dalam segala situasi dan kondisi;
etika organisasi )
- 4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinyz:;

4,3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai  yang  dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama Membangun 4,1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang

dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi; ’

4,3 Mengembanckan sistem vang
menghargai kerja sama antar
unit, memperikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya  sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja

L organisasi.

3. Komunikasi Mampu 4,1 Mengintegrasikan informasi
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan = untuk tujuan
tujuan meningkatkan meningkatkan kinerja secara
kinerja secara keseluruhan;
keseluruhan 4.2 M

Menuangkan pemikiran/konsep
yang  multidimensi  dalam

bentuk tulisan formal;




4.3

Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkat<an
kinerja secara «eseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

42

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja
yang melebihi target vyang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis
instanci;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam  rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu  memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau -
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-isu jangka
panjang, kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia luar;
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan
professional  dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan olenh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objektif,
netral, tiduk memihak, tidak
diskriminatif, serta  tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun  kebijekan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh kepentingen
pribadi/kelompnk.

6. Pengembangan diri dan

orang lain

‘Menyusun program
pengembangan
Jjangka panjang

4.1

Menyusun program
pengembangan jangka panjang
bersama-sama




dalam rangka dengan bawahan, termasuk

mendorong didalamnya penetapan tujuan,
manajemen : bimbigan,  penugasan  dan
pembelajaran pengalaman lainnya, serta

mengalokasikan waktu uatuk
mengikuti pelatihan / pendidikan
[ pengembangan -kompetensi
dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tatanan
organisasi;

4.3 Mengembangkan  orang-orang
disekitarannya secara konsisten,
melakukan  kaderisasi  untuk
nosisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahah 4 Memimpin 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
perubahan pada unit lebih siap delam menghadapi
kerja parubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi;

4,2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara akiif di
lingkungan unit kerjanya secara
berkala;

4,3 Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit

kerja.

8. Pengambilan keputusan 4 Menyelesalkan © | 4.1 Menyusun dan/atau
masalah yang memutuskan konsep
mengandung  risiko penyelesazian masalah yang
tinggi, melibatkan  beberapa/selurth
mengantsipasi fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan,| 4.2 Menghasilkan  solusi  dari
membuat  tindakan berbagai masalah yang

kompleks, terkait dengan bidang
kerjanya yang berdampak pada
pihak lain;

4,3 Membuat  keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya

(mitigasi risiko).

¥

pengamanan;
mitigasi risiko

o
SN

*

)

o gvperekat Ba.ngsa. . Mendaa

gunakan | 4.1 Menginisiasi® -~ - dan
perbedaan secara | merepresentasikan
konstruktif dan pemerintahan di lingkungan
kreatif unuk. kerja dan masyarakat untuk
meningkatkan senantlasa menjaga pei'sat_uan
efektifitas Organisasi dan kesatuan dalam

keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;




..

L

i A PR

TG Pengla)
Ekonomi

Mampu _
mengevaluasi  dan
menyusun perangkat
norma, standar

dan prosedur
pengkajian

4.2

43

4,2

4.3

preferensi politik.

Mampu melakukan evaluasi

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar Dbelakang,
agama/kepercayaan, . SUKu,

jender, sosial, ekonomi,
preferensi poilitik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan crganisasi;

Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan suku,
jender, sosicl ekonomi,

terhadap isu-isu untuk proses

pengkajian dan penelitian
bidang pemerintahan,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, serta memberikan
rekomendasi perbaikan dalam
bidang ekonomi;

Mampu menyusun pedornan,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen dalam
bidang ekonomi; dan

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengkajian dan
penelitian bidang ekonomi.

11. Pengkajian  Bidang

Keuangan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun perangkat
norma, standar

dan prosedur
pengkajian

41

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap isu-isu untuk proses
pengkajian dan  penelitian
bidang Keuangan, menganalisis
kelebihan dan kekurangan,
serta memberikan rekomendasi
perbaikan dalam bidang
sumber Daya Manusia,

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumer; dalam
bidang Keuangan; dan :
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengkaijian dan
penelitian bidang Keuangan.

12. Pengkajian  Bidang
Sumber Daya Alam

‘Mampu

mengevaluasi  dan
menyusun

perangkat norma,
standar dan
prosedur pengkajian

4.1

Mampu melakukan evaluasi
terhadap isu-isu untuk proses
pengkajian dan penelitian
bidang sumber daya manusia,
menganalisis kelebihan dan
kekurangan, serta




4.2

4.3

membierikan rekomendasi
perbaikan  dalam  bidang
pembangunan;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
vang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen dalam
bidang pemerintahain; dan
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder terkait
pengkajian dan penelitian
bidang sumber daya Manusia.
Mampu melakukan evaluasi
terhadap isu-isu untuk proses
pengkajian dan penelitian
bidang sumber daya manuzsia,
menganalisis kelebihan dan

isu-isu strategis yang
berkaitan dengan
kebijakan Pemerintah
Daerahi bidang
administrasi dan
keuangan daerah

4.2

kekurangan, serta
memberikan rekomendasi
perbaikan dalam  bidang
pembangunan;

13. Analisis Kebijakan Mampu 4.1 Mampu menghimpun dan
Pemerintah  Daerah mengidentifikasi Menghimpun data
Bidang  Administrasi dan menganalisis permasalahan dan isu-isu
dan Keuangan permasalahan dan strategis yang  berkaitan

dengan kebijakan Pemerintah
daerah bidang administrasi
dan keuangan dasrah;

Mampu menganalisis
permasalahan dan  isu-isu
strategis yang  berkaitan
dengan kebijakan Pemerintah
daerah bidang administrasi
dan keuargan daerah;

4.2

4.3

4.3 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
Terkait analisis  kebijekan
Bidang Administrasi  dan
‘ _ _ ‘ v Keuangan

14. Advokasi  kebijakan Mamgpu ) 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganaiisis
strategi advokasi kekuatan dan kekurangan
kebijakan  otonomi berbagai metode yang
daerah vyang tepat dijalankan dengan kelompok

sesuai kondisi. sasaran yang berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.




BT

A. Pendidikan

1. Jenjang

L

Sarjana / Diploma IV.

2. Bidang Iimu

Ekonomi / Manajemen-/ Teknik Sipil / Perencanaan Wilayah
dan Tata Kota / Administrasi Niaga / Studi Pembangunan

B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama

2. Teknis

Manajemen
pemerintahan
daerah Pengelolaan
keuangan daerah
Manajemen v
kepegawaian
Pengadaan barang/

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memilixi v
pengalaman
jabatan dalam
l bidang
pemerintahan/hu
kum/organisasi/p
erekonomian dan
pembangunar
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang alau
pernah menduduki
jabatan
administrator atau v
jabztan fungsional
jenjang ahli
madcya paling
singkat 2 {dua)
tabun:

_D. Pangkat

Pem_bina / (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1, Sinkronisasi pelaksanaan program bidang perekonomian;
2. Sinkronisasi pelaksanaan prograri bideng pembangunan;
3. - Sinkronisasi pelaksanaan program bidang keuangan;




Nama Jabatan

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Kode Jabatan

4
T T N S e EE R T TR . B
Membantu Bupati. dengan cara memimpir, merumuskan kebijakan daerah, menetapkan kebijakan
teknis, mengkoordinasikan, menyelenggarakan kebijakan, program dan kegratan, serta mengendalikan
tugas pada bidang Kebudayzan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
mbant ng diberikan kepada daerah.

" 1. Integritas - 4 | Mampu menciptakan 4.1 Menciptakan situasi kerja yang

‘ ‘ situasi  kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendoreng . kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi

norma, dan  etika o
crganisasi dalan'1 . segala situasi dan
' kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Bereni melakukan koreksi atay
mengambil  tindakan  atas
penyiripangan kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi

- _ meskipun ada resiko.

2. Kerjasama - 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit

: komitmen tim, sinergi kerja i lingkup instansi yang
dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja nrganisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yeng
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaia target kerja
organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi-
‘ mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain ‘untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertylis yang sama; Berbagi informasi
untuk - mendorong dengan . pemangku
kesepakatan dengan kepentingan untuk - tujuan
tujuan meningkatkan meningkatkan kinerja secara
kinerja secara keseluruhan;
keseluruhan 4.2 Menuangken pemikiran/
konsep vyang multdimensi
dalam bentuk tulisan formal;




4.3

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebih, hasil kerja
sebelumrya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian farget.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuban
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif,  transparan, dan
professional dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi. jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
‘menyusun  kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.




orang lain

6. Pengembangan diri dan

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
mangjenien
pembelajaran

4.1 Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama

dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan - dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk

evaluasi dan umgan balik pada
tatanan organisasi;

Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di

_unit kerjanya.

7 Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko - yang
mungkin teriadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
keria.

8. Pengambilan keputusan

9. Perekat Bangsa

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung  risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat  tindakan

pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
fektifitas Organisasi

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah - yang
melibatkar  Deberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
Membuat  keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi

dan |

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam




”.

Kebijakan

10. Advokasi
Kebudayaan dan
Pariyvisata

0 T e et il e e A £ o e b A

Mampu
mer, yembangkan
strategi advokasi
yang tepat s=suai
kondisi

keberagaman dan menerima

segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

4,2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferznsi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
43 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

4.1. Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai imetode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2. Mengembangkan norma,
standar, rosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi  advokasi
kebijakan kebudayaan dan
pariwisata;

4.3. Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan

11. Pengeloleian pelestarian
tradisi lokal

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusur
perangkat  norma
stander prosedur
instrumen
pengelolaan
pelestarian  tradisi

I lokal

kebudayaan dan paiiwisata.

4.1 Mampti melakukan evaluasi
terhadap teknis/
metode/sistem  cara  kerja
menemu kenali kelehihan dan

kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara  kerja pengelolaan

pelestarian tradisi lokal yang
lebih efektif/efisien;

4,2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma, standar,
orosedur, kriteria, instrumen
pelaksanaan pengelotaan
pelestarian tradisi lokal;

43 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan pelestarian tradisi
lokal dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengelolaan pelestarian

tradisi lokal.
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4.3

12 Pengelolaan cagar Mampu 4.1 Mampu melakukan -evaluasi
budaya dan museum mengevaluasi dan terhadap teknis/ metode/
menyusun sistem cara kerja menemu

perangkat norma kenali kelebihan dan

standar prosedur kekurangan melakukan

instrument pengembangan atau perbaikan

pengelolaan cagar cara kerja pengelolaan cagar

budaya budaya yang lebih

efektif/efisien;

4,2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma, standar,
prosedur, kriteria, instrumen
pelaksanaan pengelolaan
cagar budaya;

43 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan cagar budaya dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pengelolaan cagar budaya.

13. Teknik Promosi Mampu 4,1 Mampu melakukan evaluasi
Pariwisata mengevaluasi  dan terhadap teknis/metode/
menyusun perangkat sistem cara kerja menemu
norma standar kenali . kelebihan dan
prosedur instrumen kekurangan melakukan
pelaksanaan promosi pengembangan atau
pariwicata, perbatkan cara kerja promosi
pariwisata yang lebih
efektif/efisien;
4.2 Mampu menyusun pedoman,

petunjuk teknis, cara kerja

yang dijadikan norma,
standar, prosedur, kriteria,
instrument pelaksanaan

promosi pariwisata;

Mampy  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
promasi pariwisata dan
memberikan  bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder terkait

14. Pengembangan Destinasi
dan Sumber
Dezya Pariwisata

menyusun
norma
prosedur

Mampu
perangkat
standar
instrumen
pengernbangan
sumber daya
pariwisata

4.1

4.2

4.3

" terhadap

promosi pariwisata.

Mampu melakukan evaluasi
pembibitan  dan
peningkatan tenaga olahraga
dan organisasi keolahragaan,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan, dan melakukan
pengembangan atau perbaikan
pembibitan dan peningkatan
tenaga olahraga dan organisasi
keolahragaan yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis dan cara kerja
pembibitan dan peningkatan
tenaga olahraga dan organisasi
keolahragaan;

Mampu  meyakinkan  dan




memperoleh - dukungan dari
stakeholder pembibitan dan
peningkatan tenaga olahraga
dan organisasi keolahragaan,
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pembibitan dan peningkitan
tenaga olahraga dan organisasi
keolahragaan, _,

15. Acivokasi
Otonomi Daerah

Kebijakan

Mampui
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

a.1

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan = kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, ~prosedur, kriteria,
nedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
_otonomi daerah.

43

Sarjana / Diploma IV
Pariwisata/ Sosial/ Sejarah/ Ekonomi/ Hukum/ Manajemen/
Arkeolog/ Kesenian/ Bahasa
Pelatihan
kepemimpinan v
Pratama .
1. Diklat Manajemen v
Pemasaran
Pariwisata

2. Diklat Pelestarian
»Cagar Budaya

3. Fungsional ' -

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v

I pengeleman jabatan

! dalam bidang
ke'- udayaar/
pariwisata
kumulatif
kurang 5
tahun

2. Sedang ateu pernah
menduduki jabatan
administrator  atau
jabatan fungsional v
jenjang ah'i madya
paling singkat 2
(dua) tahun:

Pembina (IV/ a)

1. Persentzse Nilai Budaya yang diaktualisasikan;
|2._Persentase (%) kenaikan jumiah kunjungan wisatawan.

1. Jenjang
2. Bidang Ilmu

A. Pendidikan

R. Peiatihan 1, Manajerial

2. Teknis

secara
paling
(lima)

D. Pangkat ‘
E. Indikator Kinerja Jabatan




Nama Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Kode Jubatan :

IMemimpin pelaksanaan tugas pada Dinas Pemuda dan Olahraga dalarh rangka membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang menjadi
kewenangar daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, dengan care menyiapkan
bahan perumusan kebijakan daerah, pembinaan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi,
mengievaluasi dan mengendalikan kegiatan di Sekretariat, Bidang Kepemudaan, Bidang Pembudayaan
Olahraga dan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan peraturan yang berlaku agar tugas

pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

E j R ki

1. Integritas - 4 | Mampu menciptakan| 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
K ' ' situasi  kerja yang mendorong seluruh pemangku .
mendorong o kepentingan mematuhi rilai,
kepatuhar: pada nilai, norma, dan etka organisasi

norma, dan etika dal | ituasi d
organisasi al arp . segala situasi dan
kondisi;

4,2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan .- atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang la’'n, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi

_ _ meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun | 41 Membangun sinergi antar unit

' komitmen tim, sinergi ‘kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar.
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi ~ dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi ‘ 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi
' mengemukakan informasi penting hasil. diskusi
pemikiran dengan  pihak lain  untuk
muitidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendoong denganpemangku kepentingan
kesepakatan dengan untuk tujuan meningkatkan
tujuan kinerja secara keseluruhan;




meninigkatkan 4.2 Menuangkan npemikiran/
kinerja secara konsep yang multidimensi
keseluruhan dalam bentuk tulisan formal;
4.3 Menyempaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangkuy
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.
4, Crientasi pada hasil Mendorong unit | 4.1 Mendorong unit kerja di tingkat
kerja mencapai instansi  untuk  mencapai
target yang

ditetapkan atau
mel-bihi hasil kerja
sebelumnyea

42

4.3

kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran - strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya hersama antar
unit kerja da'am rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu  memonitor,

mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dempak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

43

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas peluyanan publik secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;.

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
vang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objexktif,
netral, tidak memihak, tidak




d‘iskr-iminatif', transparan, tidak
terpengarun kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
- orang lain

Menyusun program
pengembangan

jangka
dalam rangka

mendorong
manajemen
pembelajaran

panjang

a1

4.2

4.3

Menyusun program
pengembangan jangka
panjany bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi~posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin

perubahan pada unit

kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan suclah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin -dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja. »

8. Pengambilan keputusan

©. Perekat 1

Menyelesaikan

masalah
mengandung

tinggi,

yang
risiko

mengantisipasi

dampal<

membuzt
pengzmanan;
mitigasi risiko

A

V Menaauna

.’:’."""

keputusan,
tindakan

perbedaan secara

konstruktif

dan

4.1

4.2

4.3

1 a1

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasitkan  solusi - dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
Membuat
mengantisipasi
keputusannya
menyiapkan
penanganannya
risiko),

keputusan  dan
dampak

serta
tindakan
(mitigasi

Menginisiasi
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan

dan
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. Advokasi Ki‘

 kreatif
meningkatkan

efektifitas Organisasi

Mampu

mengemopangkan
stretegi  advokasi
yang tepat sesuai

kondisi

untuk

4.2

4.3

4.2,

4.3

kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan- dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar Dbelakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/ kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik,

Mengevaluasi veknik, metode
strategi advokasi yang ada

saat ini, menganalisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan

berbagai  teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stekeholder;
Mampu mengembangkan
norma standar, kriteria,
pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan
pelaksanaan advokasi yang
efektif serta monitoring
evaluasi advokasi kebijakan
Bidang Pemuda dan Olahraga;
Memampukan stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan;
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan.

11,

“Pembinaan
karakter kepemudaan

Mampu
mengvaluasi
pelaksanaan

pembinaan karakter

kepemudaan

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
kegiatan pemberdayaan dan
pengembangan pemuda dan
organisasi kepemucaan;

Mampu menyusun perbaikan
pelaksanaan pembinaan
kepemudaaan, menyusun
petunjuk teknis pembinaan
dan pemberdayaan pemuda
dan organisasi kepemudaan;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait




metode/teknik  pelaksanaan
dan pengelolaan kegiatan
pemuda serta rencana
pengembarigan pemuda dan
organisasi kegiatan pemuda.

12. Pembinaan
keolahragaan

Mamnu
mengevaliasi
pelaksanaan
pembinaan
keolah-agaan

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
perencanaan, pelaksanaan,
pengelolaan, dan pembinaan
keolahragaaan serta menemu
kenali kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan dan
pembinaan keolahragaan;
Mampu memperbaiki sistem
pembinaan keolahragaan dan
menyusun  petunjuk  teknis
pengelolaan, dan pembinaan
serta rencana pengeribangan
olahraga dan  organisasi
kegiatan olahraga;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait
metode/teknik pembinaan
keolahragaan serta rencana
pengembangan olahraga dan
organisasi kegiatan olahraga.

13. Pembinaan
Kepramukaan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun perangkat
norma swandar
prosedur instrumen
pembinaan dan
pengembangan
organisasi
kepramukaan

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan
organisasi kepramukaan,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan
pembinaan dan pengembangan
organisasi kepramukaan yang
lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis dan cara kerja
pembinaan dan pengembangan
organisasi kepramukaan;
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh * dukungan dari
stakeholder pembinaan dan
pengembangan organisasi
kepramukaan, = memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi ain atau
stakeholder terkait pembinaan
dan pengembangan organisasi
kepramuknan.

14, Promosi
Pembudayaan
Olahraga

dan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
standar
inst-umen
pengelolaan
olahraga pendidikan,
pembibitan dan
peningkatan tenaga
olahraga Jden

norma
prosedur

4.1

4,2

Mampu melakukan evaluasi
terhadap  pembibitan  dan
peningkatan tenaga olahraga
dan organisasi keolahragaan,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan, dan melakukan
pengembangan atau perbaikan
pembibitan dan “peningkatan
tenaga olahraga dan organisasi
keolahragaan yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis dan cara kerja




organisasi pembibitan dan peningkatan

keolahragaan tenaga olahraga dan organisasi
keolahragaan;

4.3 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pembibitan dan
peningkatan tenaga olahraga
dan organisasi keolahragaan,
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pembibitan dan peningkatan
tenaga olahraga dan organisasi

- _ _ v keolahragaan.

15. Advokasi  Kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
’ strategi advokasi kekuatan dan kekurangan
kebijakan  otonomi berbagai metods yvang
daerah yang tepat dijalankan dengan kelompok

sesuai kondisi. sasaran yang berbeda;
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh rereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
__otonomi daerah.

A, Pendidikan  '{ 1. Jenjang | Sarjana / Diploma IV , e y
3 - | 2.Bidang Iimu Iimu Keolahragaan / Sosiologi / Sosial dan Politik/ Manajemen
B. Pelatthan 1. Manajerial Pelatihan '
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis 1. Pelatihan
Manajemen
Olahraga modern v

2. Pelatihan
pengelolaan
kelembagaan
olahraga

3. Pelatihan
Manajemen
Organisasi
Kepemudaan

3. Fungsional -

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki
pengalaman
jabatan dalam
bidang Pendidikan
olahraga/f v
kebudayaan secara
kumulatif  paling
kurangy 5 (lima)
tahun




2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabaran
administrator atau v
jabatan
fungsional
jenjang ahii
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina (Iv/a)

_E. Irdikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas pengembangan bidang kepemudaaan dan
olahraga;

2. Kualitas pembinaan kepramukaan;

3. Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga.




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah

1. Inteqgritas-

Kode Jabatan

IKEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATARM SIPIL

JABATAN PIMPINAN TINGGI
KEPENDUDUKAN

-

4 | Mampu menciptakan| 4.1

situasi kerja vyang
mendorong
kepatuban  pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.2

4.3

Mericiptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi

dalam situasi dan

kondisi;

segala

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kcde
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Karjasama

4 Mambangun 141

komitmen tim,
sinergi

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian

‘target kerja organisasi;

Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi .dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

4 | Mampu |81

mengemukakan
pemikiran
multidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja
keseluruhan

secara | 42

Mengintegrasikan informasi
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
vang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan pemikiran/
konsep vyang multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;




4.3

Menyampaikan inforinasi
secara persuasif untuk
mendorong - pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Orientesi pada hasil

Mendorong  unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan; -
Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengar. sasaran strategis
instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian terget.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempztan, atau
kekuatan  politik
dalam hai pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objekitif,
dan profasionat

4.1

4.2

43

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhacap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, ~transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, fidak diskriminatif,
serta tidak = terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenyhan kebutuhan
pemangku kepentngan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh  kepentingan
pribadi/keiompok.




6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun  program
pengenibangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorang
manajemen
pembelajaran

4.1

4.2

4.3

Menyusun

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama

dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetens: dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluesi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap da'am menghadapi
parubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi; o
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

© 9. Perekat Barigsa

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung  risiko
tinggi,mengantisipasi
dampak kerutusan,
membuat - tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagtinekan -
Jerbedaan  secara |
konstruktir dan

kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

4.1

4,2

4.3

.1 Mengirisiasi

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah vyang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi

dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam




TR

" 10. Advokasi

Kebijakan | 4 |

4.2

4.3

41

keberagaman dan menerima
segala bentuk  perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan Iatar belakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang

agama/kepercayaan,  suku,
jender, sosial ekonomi,
preferens_i politik.

3

Mengvluasi'srategl advokasi

Administrasi ‘mengernbangkan yang ada saat ini, menganalisis
Kependudukan strategi 2dvokasi kekuatan dan kekurangan
Pencatatan Sipil dan Kebijakan berbagai metode yang
Administrasi dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Kependudukan dan | 45 Mengembangkan norma
Pencatatan Sipil | standar, prosedur, kriteria,
yang tepat sesuai pedoman, dan/atau petunjuk
kondisi teknis  strategi  advokasi
kebijakan administrasi
kependudukan dan pencatatan
sipil;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
administrasi  kependudukan

_ ‘ dan pencatatan sipil.

11. Teknik Tata Kelola Mampu 4.1 Mengevaluasi efektifitas
Pela‘yanan Pendaftaran mengevaluasi penerapan prosedur Tata
Penduduk pelaksanaan Kelola Pelayanan Pendaftaran

pelayanan Penduduk;

kependudukan dan | 4.2 Menguji Tata Kelola Pelayanan

menyusun  petunjuk Pendaftaran Penduduk dalam

tekris dan prosadur pelaksanaan kegiatan di unit

Tata Keloia kerjanya;

Pelayanan | 43 Mampu  mengkoordinasikan

Pendaftaran pelaksanaan Pelayanan

Penduduk Pendaftaran Penduduk serta
memberikan biimbingan dan
fasilitasi kepada stakeholder
agar dapat terselenggara
sesuai dengan standar yang
telah ditetepkan

12. Teknik Tata Kelola Mampu 4.1 Mengevaluasi efektifitas
Pelayanar: Pencatatan mengevaluasi penerapan prosedur tata kelola
Sipil pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

pelayanan 4,2 Menguji tata kelola pelayanan




pencatatan sipil dan
menyusun petunjuk
teknis dan prosedur
tatakelola pelayanan
pencatatan sipil

4.3

pencatatan  sipil  dalam
pelaksanaan kegiatan di unit
kerjanya;
Mamipu  mengkoordinasikan
pelaksanaan Pelayanan
Pencatatan Sipil serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada stakeholder
agar dapat terselenggara
sesuai dengan standar yang
telah ditetepkan.

- 13. Sistem
Administrasi
Kependudukan

Infomasi

Mampu _
mengevaluasi dan
menyusun petunjuk
teknis sistem
informasi administrasi
kepe-dudukan

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
sistem informasi administrasi
kependudukan, menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan sistem informasi
administrasi  kependudukan
yang lebih efektif/ efisien;
Mampu- menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan ncrma standar,
prosedur, instrumen sisiem
manajemen administrasi
kependudukan;

Mampu  meyakinkan dan
memperoleh diikungan dari
stakeholder terhadap sistem
informasi administrasi
kependudukan serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait sis:em
informasi administrasi
kependudukan.

14. Pengelolaan -
kependudukan

" data

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun  petuniuk
teknis dan prosedur
2engelolaan data
kependudukan

4.1

4.2

4.3

_ atau stakeholder

Mampu melakukan evaluasi
pengelnlaan lata
kependudukan, menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan pengelolaan data
kependudukan kependudukan
vang lebih efektif/ efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengelolaan data
kependudukan;

Mampu  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap
pengelolaan data
kependudukan serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
terkait




pengelolaan data

‘ v » kependudukan.

15, Advokasi Kebijakan 4 | Mampu ’ 4,1 Mengavaluasi strategi advokasi
Otohomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi advokasi kekuatan dan kekurangan
kebijakan  otonomi berbagai metode yang
daerah vang tepat dijalankan dengan kelompok

sesuai kondisi. sasaran yang berbeda;
1 4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.
T 3

1. Jenjang - Sarjana / Diploma IV -
2. Bidang Ilmu | Ekonomi / Administrasi Negara / Hukum /Iimu Pemerintahan
/ Manajemen / Kebijakan Publik/ Teknik Informatika/ Statistik/
| Matematika/ Geografi
B. Pelatihan 1. Mansajerial Pelathan

‘ Kepemimpinan

Pratama }
2. Teknis . 1, Diklat tekn's dalam
bidang
kependudukan
dan  pencatatan
sipil

" A. Pendidikan

B 3. Fungsional -
C. Pengalaman Kerja 1. Vemilik; - v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
kependudukan/sis
tem  informasi
secara kumulatif
paling kurang 5
{lima) tahun

2. Sedang atau v
pernah
menduduki -
jabatan
administrator atau
jabatan
fungsional jenjang
ahli madya paling
singkat 2 (dua)

D. Pangkat ~ Pembina (V/a) " ~
E. Indikator Kinerja Jabatan ' 1. Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;

2. Akurasi dan keaktualan data kependudukan.




Nema Jabatan : KEPALA DINAS; KESEHATAN
Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : KESEHATAN

Kode Jabn

Melaksanalan sebagian = tugas Bupati dnb:dang kesehatan dengan cara merencanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasn dan melaporkan
kegiatan' kesehatan masyarakat, penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya
kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-uncangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi
diras kesehatan agar dapat terlaksana scecara efisien dan efektif sesuai dengan perencanaan.

1. Integritas . ‘ | Mampu menciptakan ‘Menciptakan situasi kerja yang
situasi  kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan  pada norma, dan etika organisasi

nilai, norma, dan dal ' tuasi d
etika organisasi a arp. segala situasi dan
“kondis};

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada iesiko.

2. Kerjasame 4 Mémbangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, sineryi kerja di lingkup instansi yang

dipimpin;
4.2  Memfasilitasi kepentingan

yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargal kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi - daiam
rangka pencapaian target kerja

organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu ' 4.1 Mengintegrasikan  informasi
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
muilticimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk - mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan untuk  tujuan
tujuan meningkatkan kinerja secara
meningkatkan keseluruhan;

4.2 Menuangkan pemikiran/

konsep yang




kinerja secara
keseluruhan

4.3

muitidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Qrientasi pada hasil .

Mendorong - unit
kerja mencapai
target vang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis
instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersara antar

unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dar  mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
aan profesional

4.1

4.2

4.3

efisiensi pencapaian target,
Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, riemperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
meinihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti .standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh  kepentingan

pribadi/kelompok.




6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendcrong
manajemen
pembelajaran

4.1

4.2

4.3

Menyisun
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan - dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaren termasulk.
evaluasi-dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara _
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

program

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risikn yang
mungkin terjadi;

Memastikan peruvahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan seleras antar unit
kerja.

_8. Pengémbilén keputusan

9 Perekat Bangsa = | Mendayagunakan

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung  risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat  tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

perbedaar  secara
konstriktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

4.1

4.2

4.3

1.1 Menginisiasi . dan

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh |
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan

bidang kerjanya yang
berdampak pada pthak lain;

Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan

penanganannya (mitigasi

merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan |
dan kesatuan dalam




[ -

10.  Advokasi

Kebyijaa‘ 4

4.2

4.3

4.1

keberagaman dan menerima

segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;

Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

Mampu Mengevaluasi strategi advokasi
Bidang Kesehatan mengembangkan bidang kesehatan yang ada
strategi penyusunan saat ini, menganalisis kekuatan
kebijakan bidang dan  kekurangan berbagai
kesehatan  yang metode yang dijalankan
tep~t sesuai kondisi. dengan kelompok sasaran yang
berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi bidang
kesehatan;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi yang
dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan

} _kebijakan kesehatan. ,
11. Pengelolaan sarana dan Mambu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
prasarana mengevaiuasi  dan terhadap tenis/metode/
pelayanan kesehatan menyusun slfs;:eg]h cara gerja rpeQemukan
. elebihan an  kekurangan
perangkat standar dalam melakukan
prosedu: sarana dan pengernbangan atau perbalkan
prasarane pelayanan pengelolaan  sarana  dan
kesehatan serta prasarana yang lebih
mengkoordinasikan efektif/efisien;
peny=leriggaraan 4,2 Mampu menyusun pedomarj,
pelayanan petunjulg teknis, cara «efja
kesehatzn yang yang diJadik_an norma standar,
. prosedur, instrumen dalam
komprehenst: standar pengeiolaan sarana
dan prasarana kesehatan;
4.3 Mampu  meyakinkan  dan

memperoleh dukungan dari
stakenolder pada pengelolaan
sarana dan prasaran kesehatan
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
setiap unit lainnya atau
stakeholder terkait pengelolaan
sarana dan prasarana
kesehatan.




12. Analisis Kelayakan Izin
Pendi-ian Rumah Sakit
\dan Fasilitas
Kesehatan

Mampu

mengevaluasi  dan

menyusun
perangkat
standar

kelayakan

norma
prosedur
rumah

sakit dan fasilitas

kesehatan

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemukan
kelebihan dan  kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja Studi Kelayakan
Pelatihan dan produktivitas
Tenaga = Kerja vyang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan  norma  standar,
prosedur, instrumen prosedur
kelayakan rumah sakit dan
fasilitas kesehatan;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait prosedur
kelayakan rumah sakit dan
fasilitas =~ kesehatan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi setiap
unit lainnya atau stakehoider
terkait kelayakan rumah sakit
dan fasilitas kesehatan.

13. Analisis Kelayakan Izin
Farmasi, Alat Kesehatan
den Makanan Minuman

Mampu

mengevaluasi  dan

menyusun
perangkat
standar
instrument

norma
prosedur

41

4,2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode /
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
Kelayakan Izin Farmasi, Alat

Kesehatan dan Makanan
Minuman yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar.
prosedur, instrurmrent
Kelayakan Izin Farmasi, Alat
Kesehatan dan  Makanan
Minuman;

Mampu  meyakinkan-  dan
memperolen ‘dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
pengembangan egoverment,
serta memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi |
lain atau stakaholder terkait
kelayakan Izin Farmasi, Alat
Kesehatan dan  Makanan
Minuman.




o

daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.2

4.3

14, Perancanaan SDM tenaga 4 Mampu 4,1 Mampu melakukan evaluasi
kesehatan mengevaluasi kebutuhan SDM  tenaga
ketersediaan SDM kesehatan dan ketersediaan
tenage  kesehatan SDM tenaga keszhatan yang
dan menyusun ada dengan pertumbuhan
penduduk dan sebarannya;
perencanaan 4.2 Mam
kebutuhan  SDM | Py menydun
perencanaan kebutuhan SDM
tenaga kesehatan tenaga  kesehatan  dan
ketersediaan SDM tenaga
kesehatan saat ini dan yang
akan datang;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait dengan
perencanaan SDM tenaga
kesehatan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada stakeholder terkait

- — — — lainnya. — :
15. Advokasi  Kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi advokasi kekuatan dan kekurangan

kebijakan  otonomi berbagai metode yang

dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, Kkriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan

otonomi daerah.

1.Jenjang | Sarjana/Diplomalv - " . o
2. Bidang Iimu Ilmu Kesehatan/ Kedokteran/ Keperawatan/ Farmasi/
- Kesehatan Masyarakat/ Ilmu Gizi dan Kesehatan/
‘ ‘ | Manajemen Rumah S\akit
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis Dikiat Kesehatan v
3. Fungsional ' -




C. Pengalaman Kerja

Memiliki
pengalaman
jabatan dalam
bidang kesehatan
secara  kumulatif
paling kurang 5
("ma) thun '
Sedang atau
pernah
menduduki
jahatan
administrator atau
jabatan
fungsional jenjang
ahli madya paling
singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat‘

' Pembina (iV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.

Peningkatan

" derajat kesehatan

masyarakat

(meninckatnya usia harapan hidup/menurunnya angka

<ematian bayi);

Ketersediaan jumlah dan kualitas SDM tenaga kesehatan;

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan.




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

s

S

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI
KOMUNIKASI

Melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang Komunikasi dan - Informatika dengan cara
merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tucas di bidang komunikasi

| dan informatika, stafistik

1. Integritas

persandian ag

~ Mampu

situasi  kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

menciptakan|

4.1

4.2

4.3

* Menciptakan situasi kerja yang

ar tercaisuai dengan perencanaan.

mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta be-ani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambii  tindakan  atas
penyimpanagan kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerjo setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kenasama

Membangun
komitmen
sinergi

tim,

4.1

4.2

4.3

Membangun sinerg: antar uni*
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dar! unit kerja
lain sehingga tercipta sinerg:
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapeian target kerja
organisasi.

3. Komunikaui ' 4

‘multidimensi

Mampu
mengemukakan
pemikiran

secara
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuen meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1

4.2

Mengintegrasikan informasi
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan Kinerja secara
keseluruhan; '
Menuangkan pemikiran/
konsep yang multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;




4.3

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepeatingan sepakat pada
langkah-langkat: bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong  unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampy memonitor,
mengevaluasi,
mempe~hitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan pnlitik
dalam hal pelayanan
kebutut.an
pemangku
kepantingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4,1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalary hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan
professiona.  dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga  agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan Jalam
menyusun kzbijakan dengan
mengikuti  standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terperigaruh kepentingan
pribadi/kelompok.




6. Pengembahgan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembeiajaran

4.1

4.2

4.3

‘Melaksanakan

Menyusun program
pengembangan jangka panjang
bersama-sama dengan
bawahan, termasuk didalamnya
penetapan tujuan, bimbigan,
penugesan dan  pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti
pelathan / penaidikan /
pengembangan kompetensi dan
karir;

manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan  orang-orang
disekitarannya secara onsisten,
melakukan  kaderisasi  untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Méngelola perubahan

Memimpih perubahan
pada unit kerja

4.1

4,2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit kerjanya

secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

o e l"’ B oL
A

- Perekat Bangsa |

o PN

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung  risiko
tinggi,

mengan Jsipasi
dampak keputusan,
membuat  tindakan
pengamanan;
mitigast risiko

R 20
- Mendayagunakan
perbedaan secara |

konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

4.1

4.2

4.3

Menyusun dan/atau
memt tuskan - konsep
penyelesaian masalah  yang
melibatkan heberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasitkan solusi dari
berbagal masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi

risiko). _

1 Menginisiasi
merepresentasikan
pemerintahan  di
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam

lingkungan

efektiﬁms Organisasi | _




10. ‘Advokasi Kebijakan dan
Komunikasi Informatika

e
Mampu
mengeva:uasi,
mengembangkan
dan menyusun
strategi . advokasi
kebijakar di Bidang
komunikasi dan
informatika

4.2

4.3

4.2

4.3

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi

keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat;

Mampu mendayagunzkan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;

Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan letar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

yang ada saat ini. menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalarkan dengan kelo npok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, danfatau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan  komunikasi ~ dan
informatika;

Meningkatka. kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
komunikasi dan informatika.

11. Pengelotaan
Komunikasi
Informasi Publik

dan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun perangkat
norma standar
prosedur instrument
pengelolaan
komunikasi  dan
informasi publik

4.1

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan;
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
pengelolaan komunikasi dan
informasi publik yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang

dijadikan  norma  standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengelolaan
komunikasi dan  informasi
publik;

Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan dari




stakeholder pelaksanaan
pelayanan komunikasi dan
informasi publik dan

memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau - stakeholder  terkait
pengelolaan komunikasi dan
informasi publik.

12. Pengelolaan Teknologi
dan Informatika

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument

pen je'olaan
teknologi

dan informatika

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja

pengeiolaan teknologi,
informatika dan manajemen
data yang iebih efektif/efisien
serta pengelolaan domain dan
sub domain untuk pemerintah
daerah;

Mampu renyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norina standar,

prosedur, instrumen
pelaksanaan pengelolaan
teknologi, informatika dan

manajemen data serta
pengelolaan domain dan sub
domain untuk pemerintah
daerah;

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan teknologi,
informatika ¢lan manajemen
data dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengelolaan teknologi,
informatika dan manajemen
data serta pengelolaan domain
dan sub domain  untuk
pemerintah daerah.

13. Manajer en layanan
teknologi informasi

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
danpengelolaan
pelayanan

teknologiinformasi.

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi y
perencanaan, pelaksanaan,
dan pengelolaan layanan
teknologi  informasi  serta
menemu xenali kelebihan dan
kelemahan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengelolaan;

Mampu menyusun atau
mengembangkan
teknik/metode  pelaksanaan

dan pengelolaan layanan serta
kapasitas SDM pelayanan




4.3

teknologi informasi;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap rencana
pengembangan teknik/metode
serta pengembangan SDM
pelayanan teknologi informasi.

14, Statistika 4

Mampu
mengkoordinasikan
data statistik

4.1

4.2

4.3

Mampu menghubungkan data
statistik dengan cara yang

- pasti setelah data dianalisis

data profil daerah baik dari
aspek ekonomi, sosial,
pendudukan;

Mampu menyajikan data profil
daerah untuk berbagai
keperluan;

Mamiu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait dengan
penyediaan data profil
daerah/instansi.

15. Advokasi  Kebijakan 4
QOtoriomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

1 4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri clalam
menerapkan kebijakan
otonomi dacrah.

A. Pendidikan® = | 1.Jenjang .~ - | Sarjana/ Dlploma v
’ 2. Bidang Iimu Sosial/Teknik Informatika/Teknik Elektro/ Iimu KomunlkaSl/
‘ Teknologi Informasi/ Manajemen Informatika/
Telekomumkasn
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis 1. Diklat Teknologi
Informasi dan v
Komunikasi
L 3. Fungsional - ’




C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki |

2. Sedang ~ atau

pengalaman
jabatan  dalam
bidang

komunikasi dan
informasi  publik/
humas/ statistik
secara  kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

pernah menduduki
jabetan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas informasi dan komunikasi publik;
2. Kualitas pengelolaan teknologi dan informatika;
3. Kualitas data statistik.




Nama Jabatan

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN

Kelompok Jab_atan H JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN

Kode Jubatan

1

Melaksanakar Urusan Pemerintahan Diaerah di bidang koperasi, usaha kecil dan ega dan bidang

perdagangan sesuai dengan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

dacrah yang meliputi koperasi, usaha mikro, kecil den menengah serta perdagangan dan pengelolaan
pasar. '

1, Integritas S 4 »W_lampu menciptakan -4.1 Menciptakan situasi keja yang
situasi  kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,

kepatuhan  pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4,3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
knmitmen tim. sinergi kerja di lingkup instansi yang

dipimpin;
4.2 Memfasilitasi kepentingan

yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya  sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja

organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengntegrasikan  informasi
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
muitidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
unt-k  mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan untuk tujuan
tujuan meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;




kinerja - secara { 4.2 Menuangkan pemikiran/konsep
keseluruhan © yang multidimensi  dalam
bentuk tulisan formal;

4.3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-tangkah bersama
dengan tujuan meningkatkan

SENE— : kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit | 4,1 Mendorong unit kerja di tingkat
:jgaet mencapai instansi  untuk  mencapai
ditetapkan il k;n:nzitytanagk m.eleblhl target
malebihi hasil <erja -yang diteta Jxan; .
sebelumnya 42 Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.3 Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka .
meningkatkan efektifitas dan

‘ i efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik Mampr memonitor,| 41 Memahami dan  memberi
mengevaluasi, perhatian  kepada  isu-isu
memperhitungkan jangka panjang, kesempatan
dan mengantisipasi atau kekiatan politik yang
dampak dari isu - isu . .
i : mempengaruhi organisasi
jangka panjang,
kesempatan, atau dalam hubungannya dengan
kekuatan politik dunia iuar, memperhitungkan
dalam hal pelayanan dan mengantisipasi dampak
kebutuhan terhadap pelaksanaan tugas-
pemangku tugas pelayanan publik secara.
kepentingan yang objektif, transparan, dan
transparan, objektif, rofessional  dalam  lingkup
dan profesional profession

orgarisasi;

4.2 Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan ‘ oleh
instansinya  tefah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;

43 Menerapkan strategi jangka

panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar  objektif,
netral, tidak riemihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak




terpengaruh  kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun piogram
pengembangan

jangka
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

panjang

Menyusun
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,  termasuk
didalarnnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikar. waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanye.

program

7. Mengelola perubahan

Memimpin

perupatar pada unit

kerja

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

?Pengambilan keputusan

9. Perekat Bangsa . -

Menyelesaikan

masalan
mengandung
tinggi,

yang

risiko

mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat  tindekan

pengamanan;
mitigasi risiko

perbedaan
konstruktif
kreatif untuk

Mendayagunakan

secara
dan

.,Menginisia5| - . dan

Menyusun dan/atau
memutuskan korisep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasikan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;

Membuat keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan

(mitigasi

penanganannya

merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk




meningkatkan senantiasa menjaga persatuan
efektifitas Organisasi dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
hermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan .atar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
4.3 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

10. - Advokasi , Mampu , . ! gl
Koperasi, Usaha Kecil mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
Menengah dan strategi advokasi kekuatan dan kekurangan
Perdagangan kebijakan di bidang berbagai metode yang

Koperasi, Usaha dijalankan dengan kelompok
Kecil Merengah dan sasaran yang berbeda;

Perdagangan yang | 4.2 Mengembangkan norma
tepat sesuai kondisi. standar, prosedur, kriteria,

pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan di bidang Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan;

Meninagkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan  kebijakan  di
bidang Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan;
4.3 Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
advokasi - ksbijekan bidang
Koperasi, = Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait.

11 Analisis Kelayakan Izin 4 Mampu mengevaluasi- | 4.1 Mampu melakukan evaluasi
“Usaha Simpan Pinjam dan menyusun terhadap teknis/metode/ sistem
perangkat norma cara kerja menemu  kenali|
standar prosectur kelebihan dan kekurangan;
instrument kelayakan melakukan pengembangan atau
izin  usaba simpan perbaikan cara kerja kelayakan
pinjam izin usaha simpan pinjam;

4.2 Mampu menyusun pedoiman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,

L prosedur, instrumen
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pelaksanaan kelayakan izin
usaha simpan pinjam;

Mampu  meyekinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder nelaksanaan
kelayakan izin usaha simpan
pinjam.

12. Penilaian dan
Pengawasan Koperasi

Mampu

mengevalJasi,
menyusun perangkat
norma standar
prosedur
sistem/proses
penilaian dan
Pengawasan ‘
kesehatan koperasi
tingkat instansi

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
sistem/proses penilaian dan
Pengawasan kesehatan
koperasi (permodalan, kualitas,
aktiva produktif; meanajemen;
efisiensi; likuiditas; kemandirian
dan pzrtumbuhan; dan jatidiri
koperasi), menemu kenali
kelebihan dan  kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
proses penilaian dan
Pengawasan kesehatan
koperasi menjadi lebih effektif/
effisien;

Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis, standar dan
prosedur sistem/proses
penilaian dan Pengawasan
kesehatan koperasi tingkat
instansi;

Mampu  meyakinkan  dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait
sistem/proses panilaian dan
Pengawasan kesehatan
koperasi dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait sistem/proses penilaian
dan Pengawasan kesehatan
koperusi. :

13. Analisis kelayakan izin

usaha perdagangan

4,1

4.2

4.3

Mampu melakukar - evaluasi
terhadap sistem cara kerja,
menemukan kelebihan dan
kekurangan serta melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja kelayakan izin usaha
perdagangan;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan kelayakan izin
usaha perdagangan;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan izin
usaha perdagangan.

14. Pengembangan UKM

Mampu
mengevaluasi - dan
menyusLin
perangkat norma
standar prosedur
instrument
kelayakan izin usaha
perdagangan
Mampu
mengevaluasi,
menyusun norma,
standar, proseaur,
pedoman dan
petunjuk teknis
Strateg:

pengemrbangan

4.1

Mampu mengevaluasi strategi
pengembangan UKM yang ada

saat ini, ‘menemu kenali
kelebihan . dan kekurangan
melakukan pengembangan

atau perbaikan strategi
pengembangan UKM ditingkat
instansi;




KM ditingkat | 4.2 Mampu menyusun

instansi mengembangkan norma,
N standar, prosedur, pedoman
dan petunjuk teknis strategi
pengembangan UKM ditingkat
instansi;

4.3 Mampu  mengkoordinasikan
meyakinkan ~ dan  mampu
memperolet dukungan dari
stakeholder terkait strategi
pengembangan UKM dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada. instansi lain
atau stakeholder  terkait
strategi Pengembangan UKM.

15. Aavokasi Lebijakan 4 Mampuy ' 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengernbangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi acvokasi kekuatan dan  kekurangan
kebijakan  otonomi berbagai metode yang
daerah vyang tepat dijalankan dengan kelompok

sesuai kondisi. sasaran yang berbeda;
l 4.2 Mengembangkan - no:ma

standar, rosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4,3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

1. Jenjang Sarjana / Diploma IV
2. Bidang Iimu Iimu Ekonomi/ Manajemen/ Koperasi/ Administiasi Niaga/
. _ Kewirausahaan/ Ilmu Bisnis/ Tata Niaga '
B, Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan v
Kepemimpinan
Pratama
2. Teknis 1. Pelatihan v
Manajemen
Perkoperasian;

2. Peiatihan v
Pemberdayaan
UKM;

3. Pelatihan  Teknis v
Perdagangan;

4. Diklat Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah.

i . e
A. Pendidikan

3. Fungsional -




C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki v
pencalaman
jabatan dalam
bidang Ekonomi/
Keuangan/
Perdagangan/
Perindustrian
secara kumuiatif |
paling kuranjy 5
(lima) tahun.

2. Sedang atau
pernah menduduki v
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun.

D. Pangkat

Pembina (Iv/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas kelembagaan, usaha dan kesehatan koperasi;
2. Kualitas kelembagaan, usaha dan pertumbuhan Usaha
Kecil dan Menengah; :

3. Kualitas kestabilan harga bahan pokok,




Nama Jabatan :
Kelompok Jabatan :
Urusan Pemerintah :

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JABATAN PIMPINAN TINGGI
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kod Jabn

Memoantu Bupati dengan cara rr.em|mpm merumuskan kebuakan daerah menetapkan kebuakan
teknis, mengtoordinasikan, menyelenggarakan kebiiakan, program dan kegiatzn, serta mengendahkan

tu as pada bldang llngkunganhldup yang menjad1 kewenangan daerah

1. Integritas

Mampu menciptakan

situas’ keria vyang
mendoraong
kepatuhan  paca
nifai, norma, dan
etika orgenisasi

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menéerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode
etik/nilainitai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim, sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapiian
target kerja organisasi;

Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3, Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran
multidimensi  secara
lisan dan tertulis
untuk.  mendorong
kesepakatan dengan
tujuar meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1

4.2

Mengintegrasikan  informasi
informasi penting hasil dis <usi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemarigku
kepentingan untuk tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan pemikiran/konsep
yang  multidimensi  dalam

bentuk tulisan formal;




4.3

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat rada
langkah-fargkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

1. Orientasi pada hasil

i

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelu:nnya

4.1

2

S

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan  sasaran - strategis
instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka

meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,

mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengar tisipasi
dampak dari isu-isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangk
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami. dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan poiitik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan rengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, trar.sparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga  agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka .
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objextif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengemibangan diri dan

orang lain

‘Men'yus;u_n program
pengembAangan

4.1

Menyusun program
pengembangan jangka




jangka
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

panjang -

4.2

4.3

“panjang

bersama-saina
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan ; pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

unit kerjanya.

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
ingkungan  unit  kerjanya
secara barkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit

9. Perekat Bangsa

dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

- L e

o ¥ R
Mendayagunakan
perbedaan  se:ara
konstruktif dan
kreatif untuk
mer-ngkatkan
efektifitas
Organisasi

keria.

8. Pengambilan keputusan ~ Menyelssaikan 4.1 Menyusun dan/atau
masalah yang memutuskan konsep
mengandung risiko penyelesaian masalah vyang
tinggi, melibatkan beberapa/seluruh
mengantisipasi fungsi dalam organisasi;

4.2

4.3

4 ..1 :

risiko).

Menghasitkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

Membuat keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan findakan
penanganannya (mitigasi

Menginisiasi o dan
Merepresentasikan
pemerintahan di  lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan




10. Ad_vok‘asi
Delestarian Lingkungan
Hidup

Kebijakan |

Mampu

mengembangkan
strategi

advokasi
kebijakan

bidang

pelestarian
lingkungan hidup

4.2

4.3

4.2,

4.3.

1. Mengevaluasi strategi advokasi

dalam kehidupan
bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepzarcayaan, suku,
jender, sosial,  ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonormi,

preferensi politik,

yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang be-beda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan bidang pelestarian
lingkungan hidup;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan bidang
pelestarian lingkungan hidup.

11.Pengeiolaan Persampahan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun perangkat
norma standar
prosedur instrumen

4.1.

4.2,

4.3.

_dan fasilitasi kepada instansi

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja  menemu kenali
kelebihain dan  kekurargan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
Pengelolaan Persampahan yang
lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Pengelolaan
Persampahan;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan Persampahan
dan memberikan bimbingan




lain atau stakeholder terkait
Pengelolaan Persampahan.

- 12. Analisis " Dampak

Lingkungar

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument analisis
dampalk lingkungan

4.1

4.2

4.3

Mengidentifikasi, menganalisis,
teori, konsep, kebijakan
analisis dampak lingkungan
serta pelaksanaannya
menemukenali kelebihan dan
kekurangan dan rekomendasi
perbaikanya;
Mengembangkan teori,
konsep dan analisis dampak
lingkungan, meyakinkan
stakeholder dan shareholder
terkait untuk  menerima
konsep, teori dan kebijakan
yang dikembangkan;

Menjadi sumber  rujukan
dalam implementasi kebijakan
dan pemecahan masalah
dalam  analisis  dampak
lingkungan.

13. Analis KeIaYak_an 1zin
Lingkungan dan PPLH

Mamzu nmengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrumen

4.1,

4.2.

4.3.

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/
sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja Analis
Kelayakan 1Izin Lingkungan
dan PPLH vang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Analis Kelayakan
Izin Lingkungan dan PPLH;
Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan clari
stakeholder pelaksanaan
Analis Kelayakan 1zin
Lingkungan. dan PPLH dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi iain
atau stakeholder terkait Analis
Kelayakan Izin Lingkungan
dan PPLH.

14, Manajémen Pehgelolaan
Daya Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan

Kemampuan
melaksanakan
pemantauan dan
kebijakan pengelolaan
Lingkungan hidup
pada pelestarian
kemampuan

4.1.

Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknis/metode/
sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
Manajemen Pengelolaan Daya




lingkungan yang Dukung dan Daya Tamnung
serasi dan seimbang Lingkungan yang lebih
: efektif/efisien;

4.2. Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Manajemen
Pengelolaan Daya Dukung
dan Daya Tampung
Lingkungan;

4,3, Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Manajemen Pengelolaan Daya
Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait
Manajemen Pengelolaan Daya
Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan.
15. Advokasi kebijakan 4 Mampu ' 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi  advokasi kekuatan dan kekurangan
kebijakan otonomi berbagai metode  yang

daerah yang tepat

sesuai kondisi. dijalankan dengan kelompok

sasaren yang berbeda;

4.2 Mengembangkan =~ norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi  advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningka‘tkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

A. Pendiélikan : 1 Jehja’ng S Sarjana/ Dlp!oma IV ' :
’ ' 2. Bidang Ilmu Teknik Lingkungan / Kesehatan Masyarakat / Kehutanan /

: Biologi / Teknik Industri
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
_ Pratama

2. Teknis " | Diklat Kebijakan
Pembinaan dan
Pengawasan v
terhadap izin
lingkungan dan
pengelolaan




iinékungan Hidup
(PPLH)

Diklat AMDAL ' v

Diklat téknis terkait
lingkungan hidup

3. Fungsional

C. Pengalamar Kerja 1. Memiliki

‘ pengalaman
jabatan dalam
bidang lingkungan
hidup secara \'%
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang atau
pernah menduduki
jabatan
administrator atau y
jabatan fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat | Pembina (IV/a) _

E. Indikator Kinerja Jabatén BEY Peningkaten kualitas lingkungan hidup (berkurangnya
pencemaran udara, air, tanah);
2. Peningkatan kualitas pengelolaan kebersihan.




Nama Jabatan i KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kelompok Jabatan H JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah : BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ode Jabatan '

o . M L N ®os o v‘l-'\" . N i
Melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang Pekerjacn Umum’ dan Penataan Ruang dengan
merur-n'usk‘an kebijakan dalam penyusunen program, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan
rehabilitasi dan pemeliharaan, pembinaan, pembimbingan dan pengendalian, terhadap
penyelepggaraan infrastruktur jalan, jemba‘an, bangunan pelengkap jalan dan pengembangan sumber
daya air berupa jaringa irigasi dan bangunan pelengkap lainnya serta melakukan pendataan,
pengendalian dan pengawasan dan rekomendasi terhadap pemanfaatan aset infrastruktur
_kebinamargaan dan sumberdaya air atau diluar fungsinya dan tugas lain yang diberikan Bupati.

i ». 'll “,..'r.._. s . ¥ N - : B . P e

#

1) Integritas Bt Mampu menciptakén 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situas: kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong

kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondist;

4.2 Mendukun¢ dan menerapkan
prinsip moral dan star dar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensirya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
ineskioun ada resiko.

kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

2. Keyrjasam'a 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitraen tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang

dipimpin;
4.2 Memfasilitasi kepentingan

yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4,3 Mengembangkan sistem yang
menghiargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja

, , organisasi.

2. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi
mengemukakan informiasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong denganpemangku kepentingan
kesepaka'an dengan untuk tujuan meningkatkan

tujuan kinerja secara keseluruhan;




meningkatkan <inerja
secara keseluruhan

4.2

4.3

Menuangkan pemikiran/
konsep yang multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-fangkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

“Mendorong  unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumrniya

4.1

4,2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang

ditetapkan; ‘
Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis
instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

‘Mampu memonitor,

mengevalyasi,

memp arhitungkan
den mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan  politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami  dan

- dengan standar pelayanan

memiberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan |
atau kekuatan polittk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif,  transparan, dan
professional  dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan . publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras

yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemar.gku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak

o




 diskriminatf, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

3, Pengembangan diri 4 Menyusun program-|{ 4.1 Menyusun progiam
dan orang fain pengembangan pengembangan jangka panjang

jangka panjang bersama-sama dengan

dalam rangka bawahan, termasuk didalamnya

mendorong penetapan tujuan, bimbigan,

manajemen penugasan dan pengalaman

pembelajaran lainnya, serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti
pelatihan / pendidikan /
pengembangan kompetensi dan
karir;

4,2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di

. unit kerjanya ;

7. Mengelola perubahan 4 Memimpin 4,1 Mengarahkan unit kerja untuk

perubanan pada unit lebih siap dalam menghadapi

kerja perubahan termasuk
memitigasi risiko yang mungkin
terjadi;

4,2 Memastikan perubahan sudah

K diterapkan secara aktif di
lingkungan unit kerjanya secara
berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit

» kerja.

8. Pengambilan keputusan %3 Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau

masa;ah yang memutuskan konsep

mengadung  risiko penyelesaian masalah  yang
tinggi, melibatkan  beberapa/seluruh
mengantisipasi fungsi dalam organisasi;

dampak keputusan, 4.2 Menghasilkan - solusi dari
membuat  tindakan berbagai masalah yang
pengamanari; kompleks, terkait dengan
mitigasi risiko bidang kerjanye yang

berdampak pada pihak lain;
4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi
risiko).

Y. Perekat Bangsa " 4 | Mendayagunakan 4.1 Menginisiasi o dan
perbedaan ~ secara merepresentasikan . gkungan
konstruktif dan pemerintahan di fin




kreatif ‘  untuk " ‘kerja dan masyarakat untuk
menlpg!<a ‘kan senantiasa menjaga persatuan
efektifitas Organisasi dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk  perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
4,3 Mampu membuat program
yang . mengakomodasi
perbedaan ‘'atar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

10. Advokasi Kebijakan 4 "Mampu 41 evalu 'trti advokasi

Pembangunan mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis.

Infrastruktur strategi  advokasi kekuatan dan kekurangan
kztr)nugksn a berbagai metode yang |
iF:\frastaru%tJSrn yang dijalankan dengan kelompok
tepat sesuai kondisi sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, Kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan pembangunan
infrastruktur;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
pembangunan infrastruktur.

11. Teknik Perencanaan dan| 4 | Mamou 4,1 Mampu melakukan evaluasi
Pengendalian Tata mengevaluasi  dan terhadap teknis/metode/sistem
Ruang menyusun perencanaan dan pengendaliar

perangkat norma tata ruang, menemu kenali
standar p-osedur kelebihan dan kekurangan,
nstrumen melakukan pengembangan

atau perbaikan teknik
‘perencanaan dan pengendalian
tata ruang yang lebih
efektif/ =fisien;

4.2 Mampu meryusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
perencanaan dan
pengendalian tata ruang;

perencanaan  dan
pengendalian  tata
ruang




4.3

Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan  dari
stakehoider terhacap
sistemperencanaan dan
pengendalian tata ruang serta
memberikan  bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholaer  terkait
perencanaan dan pengendalian

tata ruang; '

12, Rancang Bangun Mampu 4.1  Mampu rmelakukan evaluasi
Infrastruktur Sumber mengevaluasi ketersediaan infrastruktur
DDr?;:aﬁg dan Saluran ketersediaan (bendungan, embung, saluran
infrastruktar Sumber primer dan tersier irigasi) serta
Daya Air dan saluran menemu kenali kelebihan dan
Drainase dan kekurangan ketersediaan
menyusun  rancang infrastruktur Sumber Daya Air
bangun  konstruksi dan Saliuran Drainase;
Sumber Daya Air dan 4,2  Mampu inenyusun  rancang
Saluran Drainase bangun infrastruktur
(bendungan, embung, saluran
primer dan tersier irigasi) den
Saluran Drainase;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder terhadap rencana
pembangunan infrastruktur
(bendungan, embung, saluran
prime: dan tersier irigasi) dan
Saluran Drainase.

13. Rancang bangun Mampu mengevaluasi 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Infrastruktur Jalan, ketersediaan ketersediaan infrastruktur
Jembatan, dan Infrastrukiur Jalan, Jalan, Jembatan, dan Bangunan
Bangunan Pelengkap Jembatan, dan Pelengkap serta menemu kenali

Bangunan Pelengkap kelebihan dan  kekurangan

dan menyusun ketersediaan infrastruktur

rancang bangun Jalan, Jembatan, dan Bangunan

Infrastruktur Salan, Pelengkap;

Jembatan, dar 4. Mampu menyusun  rancang

Bangunan Pelengkap | "~ bangun Infrastruktur Jalan,
Jembatean, dan  Bangunan
Pelengkap;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan  dari
staker older terhadap rencana
pembangunan Infrastruktur
Jalan, Jembatan, dan Bangunan
Pelengkap.

14. Analisis Kelayakan Ijin Mampu 4,1 Mampu mengevaluasi
Usaha Pembangunan mengevaluasi pelaksanaa" analisis perizinan

Infrastruktur

pelaksanaan analisis
kelayakan izin usaha
pembangunan
infrastruktur

usaha pembangunan infrastruktur
serta menemu kenali kelebihan
dan kelemahan analisis kelayakan
pemberian ijin usaha
pembangunan infrastruktur;




4.2 Mampu menyusun teknik,
metods, dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam
menganalisis  kelayakan  ijin
usaha pembangunan
infrastruktur;

4,3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan  dari
stakeholder terkait
pengembangan teknik, metode,
dan kapasitas SDM analisis

pemberian jjin usaha
: —_ _ ‘ pembangunan infrastruktur.
15. Advokag;i Kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi advokasi kekuatan dan  kekurancan
kebijakan otonomi berbagai metode yang
daerah’ yang tepat dijalankan dengan kelompok
sesuai kondisi. sasaran yang berteda;
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petu njuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan ‘kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri - dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

A. Pendidikan - REY Jenjang ' Sar]ana/anlomaIV CE

‘ ' 2. Bidang Ilmu Teknik Sipil / Tekmk Industn / Arsitektur / Tekmk Pengalra'u ’

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan

Kepemimpinan ' v

Pratama

2. Teknis Diklat  Manajemen
' Konstruksi dan v

penataan ruang

3. Fungs1ona|

C Pengalaman r<erJa ’ 1. Memiliki
pengalaman
jabatan dalam
bidang Bina Marga v
dan Cipta Karya
secara  kumulatif
paling kurang 5
(limz) tahun;

2. Sedang atau
pernah menduduki
jabatan
administrator atau v
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling sirgkat 2
(dua) tahun;

D. Pangkat Pembina (IV,a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas konstruksi ]a\an, jembatan, saluran jrigasi, drainase,
' dan penataan ruang




Nama Jabatan KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Keiompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGG?T
Urusan Pemerintah : BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kode Jabatan :

Memimpin, merbina, - mengoordinasikan, memfasilitasi, - menyelenggarakan, “mengawasi . dan
mengendalikan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan kebijakan Bupati
dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SRR R ’ T
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1. Integritas - 4 | Mampu menciptakan| 4.1 Menciptakan' situasi kerja yang
: situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku

ll;nendo;]ong kepentingan mematuhi nilai,

nﬁg;‘jm :Qrmaf)adgan norma, dan etika organisasi

etika arganisasi dalarT\ segala situasi dan
kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai  yang dilakukan
oleh orang lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Meimbangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, sinergi ~kerja di lingkup instansi yang

dipimpin;
4,2 Memfasilitas kepentingan

yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan cistem yang
menghargai kerja sama antar

unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya  sinergi  delam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu " 141 Mengintegraskan  informasi
mengenukakan informesi penting hasil dickusi
pemikiran ‘ dengan pihak lain untuk
muitidimensi  secara mendapatkan pemahaman
fisan dan tertulis yang sama; Berpagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan  untuk tujuan
tujuan meningkatkan meningkatkan kinerja secara
kinerja secara keseluruhan;
keseluruhan 4.2 Menuangkan pemikiran/

konsep yang multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;




43

Menyampai'@an
secara persuasif
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

informasi
untuk

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

“Mendorong unit kerja di tingkat

instansi  unfuk  mencapai
kinerja .yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

Mendorong pernanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka

meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

L

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu-isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hai
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan,
objektif, dan
profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan
professional  dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga  agar
pelayanan publik
diselenggarakan
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objekiif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminadf,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan stretegi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transnaran, tidak

terpengaruh  kepentingan
pribadi/kelompok.

kebijakan

yang
oleh

5. Pengembancan diri dan

orang lain

Menyusyn  program

pengembangan

41

program
jangka

Menyusun
pengembangan




jargka  panjang
dalam rangka
mencorong

manajemen
pembeiajaran

4.2

4.3

panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk

didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan/
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluas! dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orarg-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakiikan
kaderisasi untuk posisi-posisi di|
unit kerjanya.

B 7. Mengelola perubahan

Memirpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko - yang
raungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
fingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

9. Perekat Bangsa® -

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputucan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

"y

LIRS
Mendayagunakan:
perbedaan  secara’
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
Organisasi

4.1

4.2

4.3

|41

" merepresentasikan

Menyusun dan/ atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah vyang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
komplzks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusanriya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi
risiko). '

Menginisiasi - . dan

pemerintahat di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman duan menerima
segala bentuk perbedaan




Advokasi -
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Tiyuh /
Desa

10.

Kebijakan

Mampu .
mengembangkan
strategi advokasi

perberdavaan
masyarakat dan
tiyuh/desa yang
tepat sesuai kondisi

"4.1 Mengevaluasi teknik, metode

dalam ~ kehidupan
bermasyarakat;

4.2 ‘Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program
yang ~mengakomodasi
perbedaan [atar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

strategi advokasi yang ada saat
ini menganailisis kelemahan
dan kekurangan serta
mengembangkan berbagai
teknik, metode strategi
advokasi yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi
stakeholder.

4,2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, fedoman,
petunjuk . teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan pemberdayaan
masyarakat dan desa/tiyuh.

4.3 Memampukan stakeholder
untuk mengembangkan
strateqi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifike si hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan;
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan
pemberdayaan masyarakat
dan desa/tiyuh.

11, Pemetaan potensi Tiyuh
/ desa

Menyusun petunjuk
teknis dan prosedur
pemetaan potensi
Tiyun/desa

4,1 Mampu mengevaluasi hasil
pemetaan potensi desa
(potensi alam, ekonomi, sosial,
budaya), = teknik  metode
pemetaan dan menemukenali
kelemahan dan kelebihan
proses pemetaan  potensi
desa;

4.2 Mampu membuat perbaikan
teknik metode pemetaan




4.3

potensi desa dan menyusun
petunjuk teknis/prosedur
pemetaan potensi desa;

Mampu  meyakinkar  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait  hasil
pemetaan potensi desa dan-
program pembangunan desa,
serta memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
terkait dengan pelaksanaan
pembangunan desa.

12. Fasilitasi kerja sama
antar Tiyuh / desa

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan  dan
menyusuri  petunjuk
teknis kerjasama
antar dese:

41
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4.3

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan kerjasama antar
desa dan menemukenali
kelemahan dan  kelebihan
efektifitas kerjasama antar
desa;

Mampu membuat perbaikan
teknik metode kerjasama antar
desa dan menyusun petunjuk
teknis/prosedur kerjasama
antar desa;

meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder
terkait dengan program
kerjasama antar desa, serta
memberkan bimbingan dan
fasilitasi kepaca instansi terkait
dengan kerjasama antar desa.

13, Pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
adniinistrasi
pemerintahan tiyuh/desa

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
administrasi
pemerintahan
serta  menyusun
petunjuk teknis
administrasi desa

desa

4.1

4.2

4.3

Mampu merngevaluasi
pelaksaraan administrasi
pemerintahan desa dan
menemukenali efektifitas
penyelenggaraan administrasi
desa;

Mampu membuat perbaikan
penyelenggearaan administrasi
desa dan menyusun petunjuk

teknis/prosedur  administrasi
desa;
Mampu  meyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait
penyelenggaraan administrasi
desa, serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
perangkat desa terkait dengan
penyelenggaraan administrasi
desa.

14. Pemterdayaan lembaga
masyarakat esa

Mampu

mengevaiuasi
pelaksanaan dan
menyusun  petunjuk

teknis pembercayaan

4.1

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan  pemberdayaan
lembaga masyarakat desa dan
menemtukenali kelemahan dan
kelebihan efektifitas lembaga
desa;




lembaga masyarakat| 4.2
desa

Mampu membuat perbaikan
teknik metode pemberdayaan
masyarakat desa dan
menyusun  petunjuk teknis/
prosedur  pengorganisasian
dan penatalak;anaan lembaga
masyarakat desa;

4.3 meyakinkan dan memperoleh

dukungan dari stakeholder
terkait  dengan program
pemberdayaan lembaga
masyarakat  desa, serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada perangkat
desa dan pengurus lembaga
terkait dengan pemberdayaan
lembaga masyarakat desa.

Otonomi Daerah

. ¥

1. Jenjang

15. Advokasi .kebiiakan )

| Saijana / Diploma IV

Mampu 4.1
mengembangkan
strategi  advokasi
kebijakan  ctonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan

__otonomidaerah.

o ¥

" A. Pandidikan

2. Bidang Iimu

Timu Marajemen / Pemerintahan / Administrasi Negara /
Hukum; Sosiologi/ Sosiatri/ Kesejahteraan Sosial

B. Pelatihan BER Mahajetial

Felatihan
Kepemimpinan
Pratame

2. Teknis

Diklat Masyarakat
Tiyuh / Desa

Diklat Keuangan
Tiyuh / Dasa

Diklat tekis terkait
pemberdayaan
masyarakat dan desa

v
y
7
v

3, Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki v

pengalaman
jabatan dalam
bidang




pemerintahan/
kesejahteraan
sosial/pemberday
agn  masyarakat
secara  kumulatif
paling kurang 5
i (lima) cahun

l2. Sedang atau
pernah menduduki
jabatan v
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli-
macya paling
singkat 2 (dua)
tahun

D, Pangkat

Pembina (I1V/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;

2. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa;

3, Tingkat  efektifitas pemberdayaan lembaga
masyarakat desa.




Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jaatan

]

KEPALA DIMAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN 1INAK

JABATAN PIMPINAN TINGGI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Membantu Eupati dal:ém memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan berdasarkan program kerja yang telah
dteta Dkan dalam rangka mendukung pencapaian s rogram serta visi dan misi Pemerintah

i

1, Integritas

-4 | Mampu ‘menciptakan| 4.1 Menciptakan situact kerja yang
situasi  kerja yang mendorong seluruh pemangku
lr(nendorr']ong ) kepentingan mematuhi nilai,
epatuhan  pada norma, dan etika organisasi

nilai, norma, dan dal al tuasi  d
} etika crganisasi aarT\. segala situasi. dan
kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang - tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tatanan lingkup
kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit

komitmen tim, sinergi kerja- di lingkup instansi yang
dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan

' yvang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4,3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja

_ _ _ < organ:sasi,

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
muitidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengen pemangku
kesepakatan dengan kepentingan untuk  tujuan
tujuan meningkatkan kinerja secara

meningkatkan keseluruhan;




kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

Menuangkan pemikiran/
konsep yang multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;

Menyampaikan informasi
secara . persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetagkan atau
imelcbing hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5, Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
den inengantisipasi
dampak clari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan polittkk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan put lik secara
objektif,  transparan, dan
professional dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar peiayanan
yang cbjektif, netral, tidak
memihak; ticak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan

mengikuti standar objektif,
netral, tidak memihak, tidak

diskriminatif, transparan, tidak




. terpengaruyh

kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangke panjang
dalam rangka

mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1

4.2

4.3

Menyusuti
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;

Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di

program

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

unit kerjanya.

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

9. Perekat Bangsa

Med'ayag’unak'a’"ri:

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung  risiko
tinrggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat  tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk

4.1

4.2

4.3

Menginisiasi

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian rnasalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi  dari
berbagai  masalah  yang
kompleks, terkait dengan
bidang keijanya yang
berdampak pada pihak lain;
Membuat keputusan  dan
mengantisipasi daripak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi

dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan imasyarakat untuk




Sy
&

30, Advokasi

Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan

Perlindungan Anak

meningkatkan
efektifitas Organisasi

N SV
R

mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan Bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

4,2

4.3

4.2

4.3

refere

senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala  bentuk  perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
Mampu mendayagunakan

perbecaan latar belakang,
agama, kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang ' mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar,” prosedur, Kriteria,
pedoman, dan/atat petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan bidang
pemberdayaan peremnuan dan
perlindungan anak.

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan bidang
pemberdayaan perempuan,
dan perlindungan anak.

" 11. Pemenuhan Hak dan
Periindungain Anak

Mampu
mengevaluasi
Pelaksanaan
pengelolaan
Keuangan daerah

| 41

4.2

Mampu melakukan evaluasi
perencanaan, pengeiolaan,
administrasi  dan  realisasi
keuangan daerah serta
menemu kenali. kelebihan dan
kelemahan pengelolaan dan
administrasi keuangan daerah;

Mampu menyusun petunjuk

teknis dan prosedur
peiaksanaan program
perlindungan anak

berkebutuhan Kkhusus (ABK)
dan anak yang bermasalah
dengan hukum (ABH) serta
pemenuharn hak anak dalam
rangka menurunkan angka
tindak kekerasan kepada anak
dan meningkatkan partisipasi
anak dalam pembangunan;




4.3 Mampu  mengkoordinasikan
pelaksanaan program
perlindungan anak  dan
pemenuhan hak anak dan
memberikan bimbingan dan
fasillitasi kepada stakeholder
Terkait.

Mampu 4.1 Mampu
mengevaluasi  dan mekanisme
menyusun petunjuk program perlindungan
;e;l;glrsampelal.sanaan perempuan, menemu kenali
perlindungan kekurangan dan - kelebihan
perempuan yang ada serta
pemanfaatannya;

4.2 Mampu menyusun petunjuk
teknis pelaksanaan program
perlindungan perempuan
berupa pelayanan,
penanganan dan pencegahan
korban terhadap kekerasan
perempuan;

4.3 Mampu  mengkoordinasikan
pelaksanaan program
perlindungan nerempuan dan
memberiken bimbingan dan
fasilitasi kepada stakeholder
terkait sebagai bentuk
pencegahan dan
penanggulangan akan tindak
kekerasan terhadap
perempuan dalam situasi dan

___ kondisi darurat khusus.

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi

12. Perlindungén Perempuan 4 mengevaluasi

pelaksanaan

| 14, Advokasi Kebijakan 4 | Mampu

QOtwonomi Daerah

mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

yang ada saat ini, menganalisis
xekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dangan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri
menerapkan

_otonomi daerah.

dalam
kebijakan

[

A, Pendidikan

[ 1. Jenjang
2. Bidang Iimu

Sarjana / Diploma 1V
"Psikclogi/ mu Kesehatan Masyarakat/ llmu Pendidikan/ limu
Manajemen/ limu Pemerintahan/ Hukum/ limu Sosial / bidang
iimu yang relevan dengan jabatan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perfindungan Anak
H

|
e




B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
P-atama

2. Teknis

1

Pelatihan
pengendalian
penduduk

Pelatihan
penyuluh
keluarga
berencana

Diklat - teknis
terkait,
pemberdayaan
perempuan  dan
perlindungan anak

3. Fungsional

|

C. Pengale man Kerja

Memiliki
pengalaman
jebatan dalam
bidang
pemberdayaan
perempuan,
perlindungan
anak, dzn KB
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun
Sedang atau
pernan
menduduki
jabatan
administrator
atav jabatan
fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun.

|

D. Pangket

Pembina (TV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.
2.

3.

Terkendalinya jumlah pertumbuhan penduduk;

Kualitas  pengelolaan

berencana;

keluarga

dan pembinaan

Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan

Perempuan,




Nama Jabatan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Keionipok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah  : PENANAMAN MODAL

Kode Jabatan :

4
»

.',p..’.’f‘-eb‘b:f LW Y ;3 .‘

Menyusun rencana program, membagi tLIgéS} mengarahkah dan mengkoordinasikan melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

. Integritas 4 | Mampu menciptakan| 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh’ pemangku
mendcrong kepentingan mematuhi nilai,
kepatuhan  pada norma, dan etika organisasi

nilai, norma, dan dal | ituasi  d
etika organisasi alam  segala  situasi - dan
. kondisi;

4,2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
vang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup keija setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit

komitmen tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;
4.2 Memfasilitasi kepentingan

yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapzian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkar: sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memkterikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaicn target kerja

organisasi.

3. Komunikesi _ 4 Mampu 4.1 Mengintegrasiken informasi
menge mukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan untuk tujuan
tujuan meningkatkan kinerja secara
meningkatkan keseluruhan;




kinerja
secara
keseluruhan

4.2

4.3

Menuéngkan pemikiran/konsep
vang multidimensi  dalam
bentuk tulisan formal;

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
tangkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhar..

4, Orientasi pada hasit

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorony unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran strategis
instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rargka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalain hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan proresional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif,  transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi; ‘
Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkar strategi jangke
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutunan
pemargku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,

netral, tidek memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak




terpengaruh  kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain

4 Menyustin  program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka

mendorong
inanajemen
pembelajaran

4.1

4.2

4.3

Menyusun
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasyk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatinan /
pendidikan / pengembangan

kompetensi dan karir;

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk.
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

program

7. Mengelala perubahan -

4 | Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan sclaras antar unit
kerija.

8. Pengainbilan keputusan

9. Perekat Bangsa -

"4 | Mendavagunakan

4 Menyelesaikan
masalah yang
mengandung  risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat  tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

perbedaan
konstruktif
kreatif
meningkatikan
[ efektifitas organisasi

secara
dan
untuk

4.1

4.2

4.3

4.1

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan  solusi
berbagai masalah
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
keputusan  dan
dampak
serta
tindakan
(mitigasi

dari |
yang

Membuat
mengantisipasi
keputusannya
meny apkan
penanganannya
_risiko).

" dan

Menginisiasi
merepresentasikan

peme-intahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam




keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
4.3 Mampu membuat program
yang .mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

R

10. Advokasi Kebijakan M_au ; teknik,

~ Pengembangan  Iklim mengembangkan " metode strategi advokasi yang

Penanaman Modal strategi Kebijakan ‘ada saat ini menganalisis

Pengernbangan kelemahan dan kekurangan

; Tkim Penaraman serta mengembangkan

' Modal yang tepat berbagai  teknik,  metode
sesuai kondisi strategi advokasi Kebijakan

' : Pengembangan Ikiim

Penanaman Modal yang lebih
efektif dan efisien dari berbagai
kondisi stakeholder;

42 Mampu mengembangkan
norma, standar, kriteria,
pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan
pelaksunaan advokasi yang
efektif serta monitoring dan
evaluasi advokasi kebijakan
Pengembangan Iklim
Penanzman Modal;

4.3 Memampukan stakeholder

untuk mengembangkan
strategi advokasi Kebijakan
Pengembangan Iklim

penanaman Modal yang tepat
untuk  diri mereka sendiri,
mengidentifikasi hambztan
dilingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya vang dibutuhkan untuk

menerapkan Kebijakan
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal;
11, Taknik promosi| 4 ‘Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Penanaman Modal mengembangkan proses perijinan koperasi yang

perangkat norma ada saat ini pada tinghkat



standar prosedur
dan  mengevaluasi
Teknik promosi
Penanaman Modal

4.2

4.3

instansi, menemu  kenal
keleb.han dan kekurangan,
melakukanpengembangan
atau perbaikan Teknik promosi
Penanaman Modal menjadi
lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis, Teknik
promosi Penanaman Modal di
tingkat instansi;

Mampu  meyakinkan  dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait Teknik
promosi Penanaman Modal dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait Teknik
promcsi Penanaman Modal.

12. Tata kelo'a pelayanan
perizinan dan
nonperizinan secara
terpadu

Mampu
mengevaluasi,
menyusun
perangkat  norma
standar  prosedur,
system/proses Tata
kelola peiayanan
perizinan dan
nonperizinan secara
ferpadu

4.1

42

4.3

mampu mengevaluasi
teknis/metode/sistem cara
kerja pelayanaan terpadu
menemuy kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
tata kelola pelayanan perizinan
dan  nonperizinan  secara
terpadu yang iebih
efektif/efisien

mampu; menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan tata kelola
pelayanan perizinan dan non
perizinan secara terpadu;
mampu  ineyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pelayanan  perizinan  dan
nonperizinan serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait tata
kelola pelayanan perizinan dan
nonperizinan secara terpadu.

13. Analisis kelayakan

- ‘perizinan dan
nonperizinan
penanaman mogal

Mampu
mengeveluasi teknis
dan metode analisis
kelayaxan perijinan
nonperizinan
penanaman modal

4.1

4.2

Mampu mengevaluasi teknik
metode aralisis  kelayzkan
perizinan dan nonperizinan,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik metode analisis
kelayakan;

Mampu mengembangkan teknik
pengumpulan pengolahan dan

__penyajian data



4.3

perizinan dan nonperizinan di
bidang penanaman modal dan
pemanfaatanya yeng lebih
effisier;

mamplu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terhadap hasil
analisis kelayakan perizinan
dan non perizinan serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait
perizinan dan non perizinan
penanaman modal.

14, Teknik
pelaksanaan
Pananaman Modal

‘Pengendalian

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat  norma
standar  prosedur
instrument
pengendalian
pelaksanaan
penanaman modal.

4.1

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi
teknis / metode / sistem
pengendalian pelaksanaan
penanaman modal menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengendalian
pelaksanaan penanaman
modal yang lebih efektif/efisien
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengendalian pelaksanaan
penanaman modal;

Mampu meyakinkan dan
meraperoleh  dukungan dari
stakeholder terhadap sistem|
pengendalian penanaman
modal  serta  rnemberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pelaksanaan penanaman
modal.

15. Advokasi
Otonomi Daerah

Kebijakan

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai xondisi.

4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengemban jkan norma
standar, prosedur, kriteia,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepertingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.




*

| .1. Jenjang

A, Pendidikan

Carja

n

a/Dipomalv

2. Bidang Timu

| Ekonomi Pemnbangunan/ Manajemen/ llmu Pemerintahan/
timu Administrasi/ Hukum

| B. Pelatihan 1. Manajerial

| pelatihain

Kepemimpinan
Pratama

v

2, Teknis

1. Diklat Manajemen
Penanaman
Modal

| . 3. Fung’sic_)nal
-1 C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki

pengalaman
jabatan dalam
bidang
Penanaman Modal

secera  kumulatif
paling kurang 5

(lima) tahun

2. Sedang  atau
pernah menduduki

jabatan

administrator atau
jabatan: fungsional

jenjang ahli
madya pating

singkat 2 (dua)

tahun.

| D. Pangkat

Pembina (1v/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Prosentase peningkatan nilai penanaman modal dan

Investasi Daerah;

2. Kualitas atau tingket kepuasan stakehoider terhadap
Layanan perijinan dan non perizinan terpadu.




Nama Jabatan KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Kelompok Jabatan ‘JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah BIDANG PENDIDIKAN
Kode Jaatan P

Memimpin, membina, ‘mengoordinasikan, merhfanl:tasz, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendaliken kegiatan di bidang pendidikan berdasarkan ebijakan Bupati dan Peraturan Perunda ng-

Uindangan vang berlak

4.1 Menciptakan situasi kerja ying

1, Integritas S 4 | Mampu menciptakan| -

situesi  kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai,

kepatuhan  pada
nilei, norma, dan
etika organisasi

norma, den etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi; '

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung kensekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai  yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama ' 4 Memba;xaun ‘4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang

dipimp'n;
4.2 Memfasilitasi kepentingan

yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerje organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem vang
" menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja

} organisasi. _

3. Komqnikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan  untuk tujuan
tujuan meningkatkan meningkatkan kinerja secara
kinerja secara keseluruhan;
kesaluruhan 4.2 Menuangkan pemikiran/

konsep yang multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;
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informasi
untuk
pemangku

Menyampaikan
secara persuasif
mendorong
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi p‘ada hasil

Mendcrong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unithya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

‘Mampu memonitor,

mengevaluasi,
meinperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu -
isu jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif
dan profesional

4.1

4.2

4.3

‘Memahami  dan

memberi
perhatian - kepada = isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuztan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif,  transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi; g
Menjaga  agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, ‘idak

.memihak, tidak diskriminatif,

serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
netrel, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh  kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Fengembangan diri dan

orang lain

Menyusun program
pengembangan

4.1

Menyusun program

pengembangan jangka




jangka panjang
dalam rangka

mendorong
manajemen
pembelaiaran

4.2

4.3

panjang bersuma-sama
dengan bawghan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman [ainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan v
pendidikan / pengembangan
«ompetensi dan karir;

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola p<rubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterankan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

gty

- 9. Perekat Bangsa |

' Mendava

Menyelesaikan
masalah yang
i mengandung risiko
tinggi,

mei-gantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

qunakan’
perbedazn  secara
konstruktif -dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

141
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4,2

4.3

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penvelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan  -solust  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan |
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
Membuat keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi
risiko).

Menginisiasi . - dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persauan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbecaan




10 Advokasi kbjakn
. - bidang Pendidikan

- Mampu

- mengembangkan
strategi advokasi

bidang pendidikan
yang tepat sesuai
kondisi

4.2

~ dalam kehidtipan
bermasyarakat;
Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,

4.3

4.1

4.2

4.3

preferensi

agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
Mampt  membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
politik.

Mampu mengevaluasi teknik,
metode strategi advokasi yang
ada saat ini menganalisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbzgai  teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
efektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakehoider;

Mampu mengembangkan
norma, standar, kriteria,
pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi  dan

pelaksanaan advokasi yang
efektif serta monitoring dan
evaluasi advokasi kebijakan

pengembangan bidang
pendidikan;

Memampukan stakeholder
untuk mengembangkan
strategi  advokasi  bidang
pendidikan yang tepat untuk
diri mereka sendiri,
mengidentifikasi hambatan

difingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi
meneinukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan bidang
pendidikan. ‘

11. Perencanaan
Penyediaan sarana
dan Prasarana
Pendiciikan

‘Mamnu

mengevaluasi
perencanaan
penyediagan sarana
pendidikan

4.1

4.2

Mampu mengevaluasi
perencanaan penyediaan
sarana pendidikan yang ada
sesuai dengan jumlah can
sebaran serta proyeksi anak
usia sekolah;

Mampu m2anyusun pedoman
dan petunjuk teknis
penyusunan perencaraan
penyediaan sarana Pendidikan;




4.3

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
pemangku kepentingan
terhadap perencanaan
penyediaaan sarana pendidikan
dan realisasinya dalam
penyediaaan sarana
pendidikar,

12. Perencanaan - SDM
Pendidik dan
Kependidikan dan
Pemenuhannya

Mampu mengevaluasi
perencanaan SDM
pendidik dan
kependidikar: dan
pemnenuhannya

4.1

4,2

4.3

Mampu mengevaluasi
Perencanaan SDM Pendidik dan
Kependidikan yang ada sesuai
dengan jumiah dan sebaran
serta proyeksi anak usia
sekolah;

Mampu menyusun pedoman
dan petunjuk teknis
Perencanaar SDM Pendidik
dan Kependidikan;
Mampu  meyakinkan  dan
memperaleh dukungan darj
pemangku kepentingan |
terhadap Perencanaan SDM |
Pendidik dan Kependidikan dan|
pemenuhannya. :

12, Menajemen Pendidikan

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan
manajemen
pendidikan

4.1

4.2

43

Mamp mengevaluasi
pelaksanaan perencanaan,
pelaksanaan, can  evaluasi
manajemen pendidilkan;
Mampu menyusun
teknik/metode perbaikan
pelaksanaan manajemen
pendidikan; :
Mampu
stakeholder

pelaksanaan
pendidikan.

meyakinkan
dalam
manajemen

14. Pengawasan
Penyelenggaraan
Pend!dikan

Mampu mengevaluasi

pelaksanaan
pengawasan
penyelenggaraan
pendidikan

4.1

4.2

4.3

Mampu - mengevaluasi
pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan  pendidikan
serta menemu kenali kelebihan
dan kelemahan pengawasan

penyelenggaraan pendidikan;

Mampu menyusun - teknik,
metode, dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam
menganalisis pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan
pendidikan; ]
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh. dukungan dari
stakeholder terkait
pengembangan teknlk,
metode, dan kapasitas SDM
terkait pengawasan
penyelenggaraan pendidikan.

15. Acvokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi

4.1

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang




daerah yanc tepat dijalankan dengan kelompok

sesuiai kondisi. sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku- kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri

dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

A. Pendidikan. | 1. Jenjang . 'Sar]ana / oploma v _ -~
oo 2. Bidang Iimu Timu PE"ldldlkdn/ Manajemen Pendldlkan

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama
2. Teknis Diklat ieknis terkait
pendidikan v ‘
3. Fungs onal - vV
C. Pengalaman Keria 1. Memiliki v

peagalamean
jabatan  dalam
bidang
Pendidikan/Pelati
han secara
kumuiatif  paling
kurang 5- (lima)
tahun '
2. Sedana atau
pernah menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional v
jenjang  ahli
madya paling
singkat 2 (dua)

tahun
D.'Pangka't - . | F Pemblna (1V/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan angka partisipasi sekolah;

2. Kualitas pendidikan;




Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kcde Jabatan
. RIS S

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

JABATAN PIMPINAN TINGGI

KEPENDUDUKAN ‘

Ve

Memimpin dan melaksanakan fungsi pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga:
Berencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana secara efisien dan

efektif.

" 1. Tntegritas

-4 Mampu menciptakan| 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi  kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong

kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika |
yang tinggi, serta Dberani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi

kepatuhan  pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Merabangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
’ komitmen  tim, kerja di linckup instansi yang
sinergi dipimpin; ’

4.2 Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari’ unit kerja
lain sehincga tercipta sinergi
dalam raigka pencapaian
target kerja organisasi;

4,3 Mengembanqkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja

_ organisasi.

3. Lomunikas:; 4 Mampu ‘ 4.1 Mengintegrasikan informasi
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pinak lain untuk
muitidimensi secara mendapattan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk - mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan untuk  tujuan
tujuan meningkatkan meningkatkan kinerja secara
kinerja secara keseluruhan;
keseluruhan 4.2 Menuangkan pemikiran/

konsep yang multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;
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Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil

Mendorong  unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempaten, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebuiuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau’ kekuatan politik . yang
mempengaruhi Qrganisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan
professional  dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh - kepentingan
pribadi/kelompok.




perubahan pada unit
kerja

6. Pengemb‘angan diri dan Men-usun program | 4.1 Menyusun program
orang lain pengembangan pengembangan jangka panjang
jangka panjang bersama-sama dengan
dalam rangka bawahan, termasuk didalamnya
menciorung penetapan tujuan, bimbigan,
Tangjemen penugasan dan pengalaman
pembelajaran lainnya, serta mengalokasikan
waktu untuk - mengikuti
pelatihan / pendidikan /
pengembangen kcmpetensi dan
Kkarir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
eveluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk: pnsisi-posisi di

, : . _ unit kerjanya. N ‘
7. Mengelola perubahan Memimpin 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk

lebih siap dalam menghadapi

. perubahan termasuk memitigasi

4.2

4.3

risiko yang mungkin terjadi;
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit kerjanya secara
berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan  jprogram-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

- 9. Perekat Bangsa |

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak
keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

R i

Mendayagunakan.

perbedaan secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan

4.1

4.2

4.3

iiko). |

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapa/seluruh

fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya {mitigasi

.1 Menginisiasi ' dan

merepiesentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan

efektiﬁtars Organisasi

dan kesatuan dalam




10. Advokasi
Bicang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

mengembangkan
strategi advokasi

bidang pengendalian
penduduk dan
keluarga berencana
yang tepat sesuai
kondisi

4.2

4.3

4.2

4,3

refersi

keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalarn . kehidupan
bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan,  suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi  politk  untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/keparcayaan,  Suku,
jender, sosial  ekonomi,
politik

Mengevaluasi strategi
advokasi vang ada saat ini,
menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
vang dijalankan  dengan

kelompok  sasaran  yang
berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,

pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi  advokasi
kebijakan bidang
pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan

strategi advokasi yang dapat
dijalankan  oleh  mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan bidang
pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.

" 11. Pengendzlian Penduduk

" Mampu

mengevaluasi  dan
menyusun ~ petunjuk
teknis pengendalian
penduduk

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi

terhadap ‘pengendalian
kuantitas pertumbuhan
penduduk dan pemetaan
nerkiraan pengendalian

penduduk, menemu kenali
kelebihan dan kekurangan,
melakukan  pengembangan
atau perbaikan pengendalian

kuantitas penduduk dan
pemetaan perkiraan
pengendalian penduduk

yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis dan cara kerja
pengendalian kuantitas
penduduk dan pemetaan
perkiraan pengendalian
penduduk;




4.3

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pengendalian
kuantitas  penduduk  dan
pemetaan perkiraan
pengendalian penduduk dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain

atau stakeholder  terkait
pengendalian kuantitas
penduduk dan pemetaan

perkiraan pengendalian
— e ____penduduk.

- 12. Pengelolaan Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
Pelayanan dan mengevaluasi  dan pelaksanaan pengelolaan
Pembinaar Keluarga menyusun  petunjuk pelayanan dan pembinaan

teknis dan prosedur

Berencana

pengelolaan
pelayanan  dan
pembinzan keiuarga
berencana

4.2

4.3

keluarga berencana, menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengelolaan
pelayanan dan pembinaan
keluarga berencana yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun petunjuk
teknis dan prosedur
pengelolaan pelayanan dan
pembinaan keluargs
berencana;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari

stakeholder terkait
Pengelolaan Pelayanan dan
Pembinaan Keluarga

Berencana dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengelolaan pelayanan

dan pembinaan  keluarga
berencana.

13 Komunikesi, Informasi, Mampu 4.1 Mampu melakukan  evaluasi
dan Edukasi mengevaiuasi pelaksanaan komunikasi,
kependudukan keluarga pelaksaraan informasi dan edukasi
beren:ana dan komunikasi, kepencudukan keluarga
pembangunan keluarga informast  edukasi berencana dan pembangunan
(kkbpk) kependudukan keluarga (Kkbpk);

keluarga berencana
dan pembangunan -
keluarga (kkbpk)

4.2

4.3

Mampu mengembangkan
strategi komunikasi, inforimasi
dan edukasi kependudukan
keluarga berencana ~ dan
pembangunan _keluarga
(kkbpk) menyusun;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder terkait dengan

pelaksanaan komunikasi,
informasi dan edukasi
kependudukan keluarga




berencana dan pembangunan

keluarga (kkbpk) dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada stakeholder
terkait: lainnya.

14. Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

Mampu dan
mengevaiuasi
menyusun petur
teknis dan prosedan
ketahanan
kesejahteraan
keluarga

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap  ketahanan dan
kesejahteraan keluarga,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan
ketaranan dan kesejahteraan
keluarga yang lebih efektif dan
efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis dan cara kerja
ketahanan dan kesejahteraan
keluarga berencana; dan
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder ketahanan dan
kesejahteraan keluarga
berencana dan - memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait ketahanan dan
kesejahteraan keluarga
berencana.

i5. Advokas‘i Kebijakan
Otonomi Daerah

'
1 :

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebiiakan otonomi
daerah vang tiepat
sesuai kondisi.

4.1

4.2

4.3

otonomi daerah.

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mengembzngkan norma
standar, prosedur,  Kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi  advokasi
kebijakan otonomi daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat

dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan

o

‘A Pendidikan | 1. Jenjang _

2. Bidang Ilmu

/ Sosiologi

-Sa'tjahe / Diplbma 1V " B - _
Timu Sosial / Psikologi / Kesehatan Masyarakat / Manajemen

B. Pelatihan | 1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratamz

v

2. Teknis

1. Pelatihan
pengendalian
penduduk

2. Pelatihan
penyuluh keluarga
berencana




3. Pelatihan
kesehatan
reproduksi

4. Dixlat pergadaan
barang/ jasa
pemerintah

C. Pengaléman Kélj'a

3. Fungsional

1. Memiliki

pengalaman
jabatan
bidang
kesehatan
masyarakat/
kependudukan
secara  kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun
2. Sedang atau
pernah menduduki
| jabatan
administrator  atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun:

dalam
social/

D. Pangkatv

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

2. Kualitas

kontrasepsi;

dan

1. Terkendalinya jumlah pertumbuhan penduduk;
pangelolaan

keluarga berenczna;
3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat

pembinaan




Nama Jabatan t  KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah ! PERHUBUNGAN
Kode Jabatan : ‘

i

Memimpin, membina, mengoordinasiken, memfaslitasi, menyelenggarakan, mengawasi~ dan »
mengendahkan kegiatan di bidang perhubungan berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan
_Perundang-Undangan yang berlaku. '

ot

. , o 1 } *
1. Integritas Mampu’ menciptakan| 4.1~ Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluiuh pemangku
merdorong kepentingan mematuhi nilai,

kepatihan pada
nilgi, norma, dan
etika organisasi

norma, dar. etka organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode
etik/nifainilai yang clilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasema ' 4 Membargun | 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim kerja di lingkup instansi yang

sinergi dipimpin; e

4.2 Memfasilitasi kepentingan

yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi,

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja

_ ; o organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak ' lin  untuk
muitigimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku

[_ kesepakatan dengan kepentingan untuk tujuan




tujuan meningkatkan| 4.2 meningkatkan kinerja secara

kinerja secara keseluruhan; Menuangkan

keseluruhan pemikiran/konsep yang
multidimensi  dalam bentuk
tulisan formal;

4,3 Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan

R _ _ _kinerja secara keseluruhan. _

4. Orientasi pada hasil Mendorong unit | 4.1 Mendorong unit kerja di tingkat

‘ kerja mencapai instansi  untuk  mencapai
target yang kinerja yang melebihi target
dltetaplgan . ata_u yang ditetapkan;
melebihi hasil kerja :
sebelumnya 4.2 Memantau dan mengevaluasi

hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

4.2 Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan

L — v efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor,| 4.1 Memahami dan  memberi
mengevaluasi, perhatian  kepada  isu-isu
memperhitungkan jangke panjang, kesempatan
dan meng_aptus_npgsx atau kekuatan politik yang
dampak dari isu - isu . o
jangka ~ panjang, mempengaruhi organisasi
kesempatan, atau dalam hubungannva dengan
kekuatan politik dunia luar, memperhitungkan
dalam hal pelayanan dan mengantisipasi dampak
kebutuhan terhadap pelaksanaan tugas-
pemangku tugas pelayanan publik secara
lt(;pnes';g?g:n o\’;ggtif, objektif, ~ transparan, ~dan
dan profesi’onal profestsmr_xal dalam lingkup

' organisasi;
4.2 Menjaga agar  kebijakan

pelayanan publik yang
diseler.ggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
vang objektif, netral, tidak
memibak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partei politik;




4.3

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
menagikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh  kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan
orang lain ‘

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka

mendorong
manajemen
pembelaiaran

4.1

4.2

4.3

Menyusun
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk

evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;

program

Mengembangkan orang-orang
disekitararnya secara
konsicten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada
unit- kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yanc
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
keria.

8. Pengambilan keputusan

Menyelesaikan
masaieh yang
mengandung risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan

4.1

4.2

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah  yang




"9, Perekat Bangsa |

Lintas Angkutan Jalan

10. Advokasi Kebijakan Lalu] 4 |

pengamanan;
mitigasi risiko

[
.

.
Mendayagu
perbedaan  secara
konstruxtif ~ dan
kreatif untuk

meningkatkan

efektifitas Qrganisasi

mengembangkan
strategi acvokasi
Kebijakan Lalu
Lintas Angkutan
Jalan

nakan |

4.3

4,1

4,2

4.3

4.1

4.2

4.3

. teknis

kompleks, terkait dengan
bidang ker’anya yang
berdamipak pada pihak lain;

Membuat kepuiusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi
risiko).

SR 3 :
‘Menginisiasi . dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segalz  bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi palitik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

‘Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Meng ambangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
strategi advokasi
Kebijakan Lalu Lintas Angkutan
Jalan;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan Kebijakan Lalu
Lintas Angkutan Jalan.




11. Manajemen lalu lintas
Angkutan Jalan

Mampu

mengeveluasi  dan
meryusun

perangkat  norma
standar prosedur
Manajemen latlu
lintas angkutan jalan

4.2

4.3

4.1

Mampu melakukan evaluasi
manajemen lalu lintas yang
ada, menemu kena!i kelebihan
dan kekurangan manajemenr
lalu lintas angkutan jalan
menjadi lebih effektif/effisien;
Mampu melakukan perbaikan,
menyusun petunjuk
operasional pelaksanaan
manajemen alu I'ntas
angkutan jalan, manajemen
dan rekayasa lalu lintas;
Mampu = meyakinkan  dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait
perbaikan manajemen lalu
lintas angkutan jalan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau s-akehnlder terkait dalam
menerapkar perbaikan
dimaksud.

12. Penyusunan rencana
induk jaringan LLAJ

Mampu
mengevaluasi
jaringan lalu lintas
dan menyusun
rencana induk
jaringan LLAJ

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
jaringan lalu lintas yang ada,
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan  pengembangan
atau perbaikan manajemen
kerja menjadi lebih
effektif/effisien;

Mampu  menyusun rencana.
induk jaringan LLAJ sesuai
dengan aran pembangunan
daerah dan pembangunan
wilayah sekitarnya (regional);

Mampu  meyakinkan  dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait dengan
rencana induk jaringan LLAJ
dan implementasinya, serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepaca instansi lain
atau stakeholder terkait dalam
menerapkan perubahan
dimaksud.

13. Audit Keselamatan LLAJ.

‘Mampu

mengevaluasi  hasil
audit keselamatan
LLAJ dan menyusun
rekomendas’

4,1

Mampu melakukan evaluasi
hasil audit keselamatan LLAJ
(jumiah kecelakaan, jumiah
korben, sumber penyebab),
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
manajemen kerja menjadi lebih

_effektif/eff'sien;




peningkatan
keselamatan LLAJ

4.2

4.3

Mampu  menyusun pedoman
petunjuk teknis, standar dan
prosedur, untuk infrastruktur
dan operasi keselamatan LLAJ;

Mamp . meyakinkan dan mampu
memperoleh  dukungan dari
stakeholder terkait perubahan
dan memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait dalam
menerapkan perubahan
dimaksud,

14. Analisis
trayek
umum,

kendaraan berm

angkutan barang, dan

kelayakan 4
angkutan

taksi,

otor

Mampu
mengevaiuasi  hasil
analisis  kelayakan
trayek angkutan
umuem, taksi,
angkutan  barang,
dan kendaraan
bermotor.

4.1

4.2

4.2

Mampu melakukan evaluasi hasil
analisis kelayakan trayek
angkutan umum, taksi, angkutan
barang, dan kendaraan
bermotor, menemu  kenali
kelebihan dan kekurangan;
Mampu menyusun rekomendasi
ijin trayek angkutan umum,
taksi, angkutan barang, dan
kendaraan bermotor;
Mampu meyakinkan
memperolehi  dukungan  dari
stakeholder terhadap hasil
analisa keiayakan kelayakan
trayek angkutan umum, taksi,
angkutan barang, dan
kendaraan  bermotor  serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
kelayakan trayek angkutan
umum, taksi, angkutan barang,
dan kendaraan bermotor.

dan

1. Advokasi
Otonomi Daarah

A, nidikan

~ Kebijakan

“T1. Jenjang

| Sarja'xa/ D;plorna v |

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan  dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mengeinbangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat

dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

| 2. Bidang Iimu

Teknik

Imu Transpo-tasi / Ilmu Ménajemen TransportaSI / Ilmu




B. Pelatihan 1, Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

2. Teknis

1. Diklat Manajemen
Angkutan Umum

2. Diklat Penyusunan
Anatisis Dampak
Lalu Lintas

3. Diklat Manajemen v
Transportasi
Perkotaan

4.Diklat Pengelola | | v
Perlengkapan
Jalan

5. Diklat  Rencana o v
Induk Lalu Liatas
dan Angkutan
Jalan

" 6. Diklat Transport N
Oriented
Development

7. Diklat Sistem v
Manajemen
Keselamatan

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki v
pengalaman
jabatar  dalam
bidang
perhubungan/tran
sportasi secara
kumuiatif  paling
kurang 5 (lima)

tahun

2. Sedang  atau
pernah menduduki v
jabatan

administrator atau
jaba*an fungsional
jenjeng  ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

| D. Pangkat

Pembina (TV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas manajemen lalu lintas angkutan jalan;

‘|2,  Kualitas rekomendasi trayek angkutan jalan;

3. Kualitas pengelolaan sarana transportasl.
i




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
ode Jabatan

KEPALA DINAS PERIKANAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
PERIKANAN

»
s

.

“Membantu Bupati dal_ém melaksanakan penyelenggaraan u'rg’sén. peméfintahan dibidan'g' kéla 'dah

perikanan yang menjadi kewenangan da

‘1. Integritas

4 | Mampu menciptakan

erah dan tu
Tt A :

situasi kerja vyang
menacerong
kepatuhan  pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.2

4.3

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah |

L2

Menc ptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta Dberani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
tinglcup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

4 Membangun 4.1

komitmen tim,
sinergi

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam’
rangka pencapaian target kerja

_organisasi.

WS. Kohunikasi

—

4 | Mampu b1

mengemukakan
pemikiran
rrultidimensi  secara
lisan can tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara |4.2
keseluruban

Mengintegrasikan  informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku kepentingan
untuk tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan;

Menuangkan pemikiran/
konsep yang muitidimensi

dalam bentuk tulisan formal;




4.3

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-tangkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4. Orientasi pada hasil

Mendorong  unit

kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebini hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk - mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya &gar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dari  mengantisipasl
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profecional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau - kekuatan politk yang
memoengaruhl organisasi
dalam hubungannya dergan
dunia luar, emperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik  yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objekif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh  kepentingan
_ _ pribadi/kelompok.
6. Pengembangan diri dan Menyusun program| 4.1 Menyusun program
orang lain

pengembangan

pengembangan ~ jargka




jangka panjang

dalain rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.2

4.3

panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk 2osisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Merige!ola péfubahan

Memimpin

perubathan pada unit

kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

" 9. Perekat Bangsa

Menyelesaikan

masalah

yang

mengandung risiko

tinggi,

mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan

pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

Organisasi

| R

4.1

4.1

4.2

4.3

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah -yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan = solusi  dari
berbegai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
Membuat keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi

risiko).

Menginisiasi s dan

merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatyan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima

segala___bentuk  perbedaan




iy

10, Advokasi
Bidang Kelautan dan
Perikanar S

N

kéﬁﬁékéhfiuﬂww'bﬂdwvuw

3
.

Mampu ,
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan bidang
kelautan dan
nerikanan

dalam kehidupan
bermasyarakat;

4,2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, - sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapalan tujuan organisasi;

4.3 Mampu membuat program

yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang

agama/kepercayaan, suku,
ekonomi,

jender, sosial
_preferensi politik.

4.1 Mampu rnelakukan evaluasi
terhadap ' teknik/
metode/sistem cara  kerja,
mengetahui - kelebihan dan
kekurangan, serta melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
bidang kelautan dan perikanan
yang lebih efektif dan efisie;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma, standar,
prosedur, kriteria pelaksanaan
penyusunan keb.jakan bidang
kelautan dan perikanan;

43 Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan dari

stakeholder " terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebijakan bidang kelautan dan
perikanan, serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait penyusunan kebijakan

bidang kelautan dan
perikanan.

11. Pembinaan Nelayan Kecil Mampu mengevaluasi | 4.1 Mampu melakukar: evaluasi
dan Pengelolaan tempat dan menyusun terhadap teknis/metode/
pelayanan ikan perangkat  norma sistem cara kerja, menemu

standar prosedur kenali kelebihan dan

AN kekurangan melakukan
kriterie delam pengembangan atau perbaikan
melakukan cara kerja pembinaan nelayan

pembinaan nelayan
kecil dan pengelolaan
tempat pelayanan
ikan

kecil dan pengelolaan tempat
pelayanan ikan vyang lebih
ofektif/efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pembinaan
nelayan kecil dan pengelolaan
tempat pelayanan ikan;




4.3 Mampu

meyakinkan  dan
memperoieh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pembinaan nelayan kecil dan
pengelolaan tempat pelayanan
ikan  dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pembinaan nelayan
kecil den pengelolaan tempat
pelayanan ikan.

12. Pemetaar. potensi
kelautan cdan perikanan

Mampu
mengevaiyasi  dan
menyusun
perangkat  norma
standar  prosedur,
kriteria  Pemetaan
potensi kelautan dan
perikanan

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknis/metode/sistem

cara  kerja menemukenali| -
kelebihan dan  kekurangan
melakukan pengembangan

atau perbaikan cara ketja
terkait Pemetaan  potensi
kelautan dan perikanan yang
lebih efektif dan efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Pemetaan potensi
kelautan dan perikanan;
Mampu meyakinkan  dan
mampu memperoleh dukungan
dari stakeholder pelaksanaan
Pemetaan potensi  usaha
kelautan dan perikanan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait
Pemetaan potensi kelautan
dan perikanan serta mampu
mengambil keputusan dalam
pemecahan masalah teknis
operasional yang timbul dalam
Pemetaan potensi kelautan
dan perikanan.

13. Pemberdayaan Nelayan
Kecil dan Usaha Kecil

Perikanan

Mampu -
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat rorma
standar  prosedur,
kiiteria program
pemberdayaan
nelayan kecil dan
usaha kecil
perikanan

141

4.2

4.3

__mampu mempercleh dukungan

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja, menemukan
kelebihan dan kekurangan,
serta mampu melakukan
pengembarigan atau perbaikan
cara kerja  pemberdayaan
nelayan kecil dan usaha kecil
perikanan yang lebih efektif dan
efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, kriteria pelaksanaan
pemberdayaan nelayan kecil
dan usaha kecil perikanan;

Mampu meyakinkan dan




" dari stakeholder pelaksanaan

pemetaan peluang investasi
usaha kelautan dan perikanan
dan memberikan bimbingan
serta fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pemberdayaan nelayan  kecil
dan usaha kecil perikanan, serta
mampu mengambil keputusan
dalam pemecahan masalah
teknis operasional yang timbul
dalam pemberdayaan nelayan
kecil dan usaha kecil pe-ikanan.

14. Pengawasan
Pengelolaan Sumber
Daya Perikanan

Mampu  menyusun
konsep kebijakan dan
rekomendasi
cerkait
jpengawasan
Penangkapan ikan,
pengawasan
Pembudidaya  ikan
dan pengawasan
pengolahan hasil
perikanan

4.1.

4.3.

Mampu menyusun pedoman,
petunjulc teknis, cara kerja vang
dijadikan intrumen pelaksanaan
pengawasan Penangkapan ikan,
pengawasan Pembudidaya ikan
dan pengawasan pengolahan
hasii  perikanan  mencakup
pengawasan asal bahan baku
yang masuk ke unit pengolahan
ikan (UPT);

4.2. pengawasan penggunaan bahan

taimbahan pangan berbahaya
pada produk perikanan di UPI,
sentra perikanan, pasar
tradisional, pasar modern, dan
pemeriksaan dokumen perijinan

dan non perijinan  sektor
perikanan;
Mampu mengevaluasi

penerapan standar kompetensi
dan kualifikasi di - bidang
pengawasan Penangkapan ikan,
pengawasan Pembudidaya ikan
dan pengawasan pengolahan
hasil petikanann, serta mampu
menjadi mentor dan rujukan
penyelesaian masalah perihal |
pengawasan pengeloan hasil
perikanan. Mampu
merekomendasikan  kebijakan
hasil pengawasan asal bahan
baku, pengawasan penggunaan
bahan  tambahan  pangan
berbahaya, dan pemeriksaan
dokumen perijinan non perijinan
pada UPIL

15. Advokesi Kehijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strat- gi zdvokasi
kebijakan otonomi

daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.2

4.1 Mengevaluasi strategi advokasi

yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan
standar, prosedur,

norma
kriteria,




‘pedoraan, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
- pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
_daerah. :

g

A. Pendidikan 1. Jenjang _ ' arjaa/'iploa' _IV
_ 12, Bidang limu Iimu Perikenan dan Kelautan
B. Pelatihan 1, Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
‘ ___| Pratame “ _
2. Teknis 1. Diklet Budidaya | v
Perikanan
2. Diklat v
Pemberdayaan
Nelayan kecil dan
usaha kecil
perikanan
__| 3. Fungsional I |
C. Pengalaman Keria 1. Memitiki . v
| pengalaman

jabatan dalam
bidang perikanan/
kelautan  secara
kumulatif  paling
kurang & (lima)
tahun

2. Sedang atau
pernah menduduki 4
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun:

D.Pangkat | Pembina (IV/a) _ |
E.'Indikator_ Kinerja Jabatan 1. Peninckatan Produksi Perikanan Tangkap

2. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Petani Budidaya
ikan )




Nama Jabatan KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Keloimpok Jabatan  : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode Jabatan

R

LT Y

Melaksanakan - sebagian tugas Bupati dioidang perpustakaan - dan. eaipan "dengan cara
merencan;kan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas di bidang perpustakaan
_dan kearsipan agar tercapai sesual dengan perencanaan.

1, Integritas

e Ml

Mampu menciptakan

situasi  kerja vyang
mendorong
kepatuhar, pada
nila;, norma, dan
etika organisasi

4.2

4.3

Menciptakan ‘situasi kerja yang |

mendorong seluruh pemangku
kepentingan meamatuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangin kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja sezingkat instansi
meskipun ada resiko.

2, Kerjasama

Membangun
komitmen iim,
sinergi

4.1

4.2

4.3

‘Membangun sinergi antar. unit

kerja di fingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitas. kepentinigan
yang berbada dari unit kerja
lain sehingga tercip’a sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya = sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja
orgariisasi.

_'-3. Komunikasi

Mampu -
mengemukakan
pemikirar
multidimensi secara
lisan  dan tertulis
untuk

mendorong
kesepakatan dergan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan '

4.1

4!2

Mengintegras‘kan informasi
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan  untuk tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan; Menuangkan
pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;




43

informasi
untuk

Menyampaikan
secar3i persuasif
mendorong . pemangku
kepentingen sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
Kinerja secara keseiuruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dar mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar

unit kerja dalam rangka
menir.gkatkan efektifitas dan

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan - menganisipasi
dampak dari isy - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan potitik
dalam hal pelayanan
keb-ituhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

41

4.2

4.3

efisiensi pencapaian target.

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu |
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara

objektif,  transparan, dan
professional dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standa: pelayanan

yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhar:
pemangku keperitingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh kepentingan
» pribadi/k_eIompok. »
6. Pengembangan diri dan Menyusun program| 4.1 Menyusun program
orang lain pengembangan pengembangan jangka




jangka panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.2

4.3

panjang bersama-sama dengan
bawahan, termasuk didalamnya
penetapan tujuan, bimbigan,
penugasan dan pengalaman
lainnya, serta mengalokasikan
waktu untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan i
pengembangan kompetensi dan
karir;

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan  orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi~posisi di
urit kerjanya.

7. Mengelola pérubahan

Memimpin‘ perubahan
pada unit kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah

_diterapkan secara aktif di

fingkungan unit kerjanya secara
berkala;
Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

i

Mendayagunakan

~ Menyelesaikan

masalah yang
mengandung risiko
tinggi,

mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas
Organisasi

4.1

4.2

4.3

a1

Menginisiasi ~ dan

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi dari
berbagai masalan yang
kompleks, terkalt dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
kerjanya yang berdampak|
pada pihak lain; Membuat
keputusan  dan mengantisipasi

dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan penanganannya

mitigasi risiko).

merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menetima
segala bentuk perbedaan




10. Advokasi j
Bidang Perpustakaan
dan Kearsipan

S N TSR Nt

Mampu

mengevalhiasi,

mengembangkan
dan menyusun
strategi advokasi

kebijakan di bidang
Perpustakaan dar
Kearsipan

4.2

4.3

4.2

4.1

* dalam kehidupan
bermasyarakat;
Mampu mendayagunakan
nerbedaan latar belakang,
agama/Kkepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi peitik untuk
mencapai kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program

yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang

agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial
_preferensi politik.

ekonomi,

a

1 Mengevaluasi strategi advekasi |

yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi  advokasi
kebijakan bidang perpustakaan
dan kearsipan;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan bidang
perpustakaan dan kearsipan.

10. Pangelolaan
Perpustakaan

Mampu
mengembangkan
perangkat norma
standar  prosedur
dan mengevaluasi
pengelolaan
perpustakaan

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
pelaksanaan pengelolaan
perpustakaan serta
menemukan kelebihan dan
kekurengan dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
pelaksanaan pengelolaan
Perpustakaan dan Kerarsipan
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun perbaikan/
pedoman operasional
pengelolaan sarana dan
prasarana Perpustakaan dan
Kearsipan;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan datri
stakeholder terhadap
pengelolaan sarana  dan
prasarana Perpustakaan dan
Kearsipan serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
kepada instansi setiap unit
iainnya atau stakeholder




terkait pengelolaan sarana dan
prasarana Perptistakaan dan
Kearsipan;

12, Pelestarian Koleksi
Nasional dan Naskah
Kuno

Mampu
mengevaiyasi  dan
menyusun perangkat

norma standar
prosedur Kelayakan
pelestarian  Koleksi

Nasional dan Naskah
Kuno

41
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4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/ metode/
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja Studi Kelayakan
Pelestarian Koleksi Nasional
dan Naskah Kuno yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen prosedur
Kelayakan Pelestarian Koleksi
Nasional dan Naskah Kuno;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh du<ungan dari
stakeholder terkait prosedur
Kelayakan Pelestarian Koleksi
Nasional dan Naska Kuno serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada  instansi
lainnya atau  stakehoider
terkait Kelayakan Pelestarian
Koleksi Nasional dan Naskah

Kuno;

13, Pengelolaan Arsip Mampu 4.1 Mampu melakukan evaluasi
mengeveiluasi terhadap teknis/ metode/
menyusun sistem cara kerja menemukan
perangkat standar kelebihan dan kekurangan
instrumenit dalam melakukan

pengelolaan arsip
dan rorma prosedur

4.2

4.3

pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengelolaan arsip
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengelolaar: arsip;

Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
pengelolaan teknologi,
informatika dan manajemen
data serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengembangan
pengelolaan arsip;

14. Perlindungan dan

Penyelamatan Arsip

1 Mampu

mengevaluasi  dan
menyusun

perangkat norma
standarr  prosedur
perlindungan dan
penyelamatan arsip

4.1,

4.2,

Mampu melakukan evaluasi
pelaksanaan perlindungan dan
penyelamatan arsip, serta
menemukan kelebihan dan
kekurangan dalam melakukan
perlindungan dan
penyelamatan arsip yang lebih
efektii/efisien;

Mampu menyusun pedoman,




4.3.

petunjuk teknis, cara ketja yang
dijadikan norma  standar,
prosedur, instrument
perlindungan dan penyelamatan
arsip;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan  dari
stakeholder, pelaksanaan
penyelamatan dan perlindungan
arsip, serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholden
terkait perlindungan
penyelamatan dan perlindungan
arsip;

15. Advokasi Kebijakan 4 Maimpu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi advokasi kekuatan dan  kekurangan

kebijakan  otonomi berbagai metode yang

dijalankan dengan kelompok

daerah vang tepat
! sesuai kondisi. sasaran yang berbeda;
Mengambangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah; ’
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

4.2

4.3

Sanana/ Diploma v

| Sastra Indonesna/ Iimu Bahasa/ Tata Naskah

Pelatihan )

Kepemimp:nan v

L Pratama_ v

2. Teknis 1. Diklat Teknis ' v

Perpustakaan dan

Kearsipan

3. Furgsional -

C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki Y
pengalaman
jabatan dalam
bidarg
Perpustakaan/
Kearsipan secara
kuraulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahin

2. Sedang atau v
pernah menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling sihgkat 2
(dua) tahun,

1, Jenjnéj 7
2. Bidang Iimuy
1. Manajerial

A. Fendidikan

" B. Pelatihan




| D.Fangkat . __| Pembiria (IV/a) .
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas pengelolaan perpustakaan, pelestarian koleksi
nasional dan/atau naskah kuno;
2. Kualitas pengelolaan arsip dan penyelamatan arsip.




Nama Jabatan : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah : PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Jabatan E

Melaisanakan . sebagian tugas Bupati di bidang pertariian dan-ketahanan pangan dengan’ car

merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan tugas di bidang pertanian dan
tahanan panJan agar tercapai sesuai dengan visi dan misi
g :,.‘,,.n ] B T v '

4

= e . LR TN Sy J.; o o N &-‘,;L.‘
1. Integritas Mampu menciptakan| 4.1 ‘Menciptakan situasi kerja yang
situasi  kerja yang mendorong selurui pemangku
mendorong

kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi; "
4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika |
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

2. Kerjasama 4 Membathn 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen  tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan

yang berbeda dari unit kerja
lasin sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergic dalam
rangka pencapaian target kerja

v o ‘ _ organisasi.

3. Komunikas: 4 Mampu 4,1 Mengintegrasikan  informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain untuk
mu'tidimensi  secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan untuk tujuan
tujuan meningkatkan meningkatkan kinerja secara
kinerja secara keseluruhan;
keseluruhan - | 42 Menuangkan pemikiran/

konsep yang multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;




4.3

Menyampaikan informasi
secars persuasif untuk
mendorong pemangku

kepentingan = sepakat pada
fangkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebini hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong tinit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai |
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapajen target.

5. Pelayanan Fublik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak cari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transoaran, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan
professional dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diseleriggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, nefral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai poiitik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskrininatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.

6. Pengembangan diri dan

Menyusun program

4.1

Menyusun prografn
pengembangan jangka panjang

orang lain

pengernbangan




7, Mengelola perUbahén

;angka
dalam rangka

mendorong
manaiemen
pembelajaran

panjang|

4.2

4.3

bersama-sama dengan
bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk pasisi-posisi di
unit kerjanya.

Menmiimipin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan terma:uk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

9. Perekat Ba,ngs‘ -

Mendayagunakan

Menyelecaikan
masalah yang
mengandung  risiko
tinggi, mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat - tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

¥

perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
afektifitas

Organisasi

141

4.2

4.3

4.1

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasitkan  solusi  dari
berbagai masalah vang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak fain;

Membuat  kepuiusan dan
mengantisipasi dampak

keputusanpya serta
tindakan
(mitigasi

menyiapkan
penanganannya

Menginisiasi ‘dan
merepresentasikan

pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima

segala bentuk perbedaan




dalam ‘ kehidupan
bermasyarakat; '

4.2 Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender,  sosial,  ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4,3 Mampu membuat program
yang . mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik

10. Advokasi kebijakan  © | Mampu .1 Mampu. .melakukan evaluasi
Bidang Pertanian dan : mengembangkan terhadap teknik/
gg:?r?:fannpangan dan strategi  advokasi metode/sistem cara  kerja,

kebijakan bidang mengetahui  kelebihan dan
Pertanian, kekurangan, serta melakukan
Ketapanan  Pangan pengembangan atau perbaikan
dan peternakan teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
Pertanian dan Ketahanan

Pangan yang lebih efektif dan
efisien;

4.2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma, standar,
prosedur, kriteria pelaksanaan
penyusunan kebijakan
Pertanian dan Ketahanan
Pangan;

4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebijakan ~~ Pertanian dan
Ketahanan Pangan, serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder  terkait
penyusunan - kebijakan bidang
Pertanian dan  Ketahanan
Pangar.

11, Analisis Kelayakan Izin 4 | Mampuy 4,1 Mampu melakukan evaluasi
Usaha Pertanian dan mengevaluasi terhadap teknis/metode /sistem
peternakan pelaksanaan analisis cara kerja menemu kenali
' perizinan dan kelebihan dan  kekurangan
meyakinkan . melakukan pengembangan
, stakeholcier terkait atau perbaikan cara kerja
i hasil analisis analisis kelayakan izin usaha
kelayalan perizinan pertanian dan peternakan yang
lebih efektif/ efisien;




4.2

4.3

Mampu memberikan petunjuk
teknis dan memecahkan
permasalahan dalam
pelaksanaan analisis perizinan;
Mampu meyakinkan ~ dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
analisis kelayakan izin usaha
pertanian dan peternakan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitesi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait analisis
kelayakan izin usaha pertanian
dan peternakan.

12. pengendalian dan
penanggulangan
bencana pertanian
dan peternakan

Mampu

mer Jevaluasi dan
memecahkan
masalab dalam
pelaksanaan
pengendaiian  dan
penanggularigan
hama seria bencana
pertanian dan
peternakan

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap - teknis/metode/
sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengendalian dan
penanggulangan hama serta
bencana pertanian yang lebih
efektif/efisien termasuk
pengawasan internal khusus;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kefja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengendalian dan
penanggulangan hama serta
bencana pertanian;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pengendalian dan
penanggulangan hama. serta
bencana pertanian dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pengendalian&penanggulangan
hama dan bencana pertanian
dan peternakan.

13. Pengawasan
perggunaan sarana
prasarana pertanian
dan peternakan

Mamptu

mengevaluasi dan
memecahkan
masalan dalam
pelaksanaan
pengawasan
penggunzan sarana
prasarana pertanian
dan peternakan

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/
sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengawasan
penggunaan sarana prasarana
pertanian/ peternakan yang
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengawasan
penggunaan sarana prasarana
pertanian dan peternakan;
Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari




stakeholder pelaksanaan
pengawasan penggunaan
sarana prasarana pertanian
dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
pengawasan penggunaan
sarana prasarana pertanian
dan peternakan.

14. Pen‘ingk—at—an

peternakan

pertanian, pangan dan

produksi 4

Mampu
mengevaluyasi dan
memecahkan
masalah dalam
pelaksanaan
penyediaan sarana
dan prasarana,
penyediaan  bibit,
pupuk, dan pakan

4.1.

4.2,

4.3.

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/
sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja peningkatan
produksi ternak, pertanian dan
pangen yang tebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
peningkatan produksi ternak,
pertanian dan pangan;

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
peningkatan produksi
pertanian dan pangan serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait
peningkatan produksi ternak,
pertanian dan pangan,

15, Advokasi

Kebijakah 4
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi

daeraty yang tepat
sesyai kondisi.

4.1

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan uituk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat

dijalankan oleh merexa sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

Sarjana / Diplomalv .~ .

Pertanian / Peternakan / Teknologi Pertanian/Penyuluh dan
Komunikasi /Pertanian/Teknologi Industri Benih/Teknologi
Industri Pertanian/Ilmu Hama darn Penyakit Tumbthan/
Agrobisnis/Mikrobiologi Pertanian/Agronomi dan Holtikultura

1v.‘ Jenjang ;
2. Bidang Iimu

A. Pendidikan




B. Pelatihan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama

2. Teknis

1.

Dikiat Budidaya
Peﬂkanan

>

Riklat
Pemberdayaan
Nelayan kecil dan
usaha kecil
perikanan

3. Fungsional

C. Pengalaman Kerja

Memiliki
pengalaman
jabatan dalam
bidangPertanian /
Tekrologi
Pertanian/
Penyuluh dan
Komunikasi/
Pertanian/
Teknologi Industri
Benih/ Teknologi
Industri
Pertanian/ Imu
Hama dan
Penyakit
Tumbuhan/
Agrobisnis/
Mikrohiologi
Pertanian/
Agronomi dan
Holtikultura secara
kumulatif  paling
kurang 5 ‘lima)
tahun

Sedang atau
perriah menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2
{..ua) tahun:

D. Pangkat

Pembina (1v/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Prosentase peni'r‘l'gkatan"produksi pertanian dan péhgan;
2. Kecepatar. pengendalian bencana terkait pertanian dan

pangan,




Nama Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

DAN PERTANAHAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Kelompok Jabatan H
Uirusan Pemerintah

Kode Jabatan

e . ! L) i ' : oa - '
‘Mem.bantu Bupati dengan cara memimpin, merumuskan. kebijakan daerah, menetapkan kebijakan
teknis, mengkoordinasikan, menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan, serta- mengendalikan
tugas pada bidang perumahan rakyat, Kawaran permukiman dan pertanahan yang menjadi
kevienangan daerah,

[AERS R T

St . 3 T : |

4.1 Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tatanan lingkup
kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko,

Mampu renciptakan
situast  kerja yang
mendorong ‘

kepatuhan pada

nilai, norma, dan
etika organisasi

© 1.Integritas - | a

Membargun 4.1 Membangun sinergi antar unit

komitmen tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipte sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi.

2. Kerjasama 4

informasi

mengemukakan
peinikiran
muitidimeansi secara
lisan dan tertulis
untt< mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan

3. Komunikasi 4 | Mampu | 4.1 Mengintegrasikan

informasi penting hasil diskusi
dengan  pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk  tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;




kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

Menuangkanbpemikiran/konsép
yang multidimensi  dalam
bentuk tulisan formal;

Menyampaikan informasi
secara - persuasif untuk
mendorong pemangku
kepeniingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil

Men-orong unit
kerja mencapal
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya
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4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapzian target.

5, Pelayanan Publik

Mampu  memonitor,
menge\valiasi,
memperhitungkan
dan engantisipasi
dampak dari isu-isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadep pelaksanaan tujas-
tugas  pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselengqgarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,

netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak




terpengaruh  kepentingan
pribadi/kelompok.

€. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka

mendorong
manajemen
pembelajaran

4.1

4.2

4.3

Menyusun program
pengembangan ~jangka
panjang ~ bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasen dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendicdikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Men irrpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikar. perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala; '
Memimpin dan memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

ket ansa‘

9. Pere

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung  risiko
tinggi, mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat  tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

Mendayagunakan
perbedaen  secara

konstruktif dan
kreatir untuk

4.1

4.2

4.3

4.1

‘Menginisiasi

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seliiruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasitkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak |
keputusannya serta
menyiapkar. tindakan

penanganannya
risiko).

. (mitigasi

*.

dan |

merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan

kerja dan masyarakat untuk



10, Advokasi
Pembangun Perumahan

Kebijakan | | Map

meningkatkan

efektifitas
Organisasi

mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
pembangun
perumahan yang

tepat sesuai kondisi

4.2

4.3

4.2.

4.3,

_pembangur perumahan;

. Méngevaluasi stra‘teg‘i advokasi

senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, - sosial,  ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan - latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan ' kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
stander, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi  advokasi
kebijakan pembangun
perymahan; ‘
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan

11, Perencanaan
Pembangunan .
Kewasan Permukiman

Mampu
mengevaluasi
konsep
prosedur di
perumahan

danr
bidang

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terdadap . teknis/metode/ -
sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
perencanaan pembangunan
Kawasan permukiman yang
lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk  teknis, cara kerja
yang dijadikan norma
standar, prosedur, instrumen
pelaksanaan perencanan
pembangunan Kawasan
permukiman;

Mampu  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari-
stakeholder pelaksanaan
perencanaan pembangunan
kawsan permukiman dan
memberikan bimbingan dan




fagilitasi kepada instansi lain

atau stakehqlder terkait.

12. Pengawasan
pembangunan kawasan
permukiman dan
perumahan .

Mampu - 4.1
mengembezngkan
strategi advokasi

kebijakan pertanahan
vang tepat sesuai

f o .

l kondisi 4.2

4.3

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi

kebijakan pertanahan;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkar: strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkarn kebijakan
pertanahan.

13. Advokasi kebijakan bidang
pertanahan

4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi  efektfifitas
penerapan prosedur di bidang
pertanahan;

Menguji  substansi  dasar
pertanahan dalam pelaksanaan
kegiatan di unit kerjanya;
Menjaga pelaksanaan prosedur
dan kebijakan di  biang
pertanahan dapat
terselenggara sesuai dengan
standar yang sudah
ditetapkan.

" 14. Analis Kelayakan
Pembangunan Kawasan
dan Pendirian Bangunan

Mengembangkan 4.1
konsep, teori,
kebijakan, dan
menjadi sumber
rujukan untuk
implementas!  serta
pemecahan masalah
pembangunan sarana
dan prasarana 4.2

Mengidentifikasi, menganalisis,
teori, konsep, kebijakan
pembangunan sarana dan
prasarana serta
pelaksanaannya
menernukenali kelebihan dan
kekurangan dan rekomendasi
perbaikanya;
Mengembangkan teori, konsep
dan kebijakan pembangunan
sarana dan prasarana,
meyakinkan stakeholder dan
shareholder terkait untuk
menerima konsep, teori dan

kebijakan yang
dikembangkan;

4.3 Menjadi sumber  rujukan
utama  (nasional) dalam
implementas: kebijakan dan
pemecahan masalah dalam
pembangunan sarana dan

L ‘ ‘ prasarana. ‘

15. Advokasi ~ kebijakan Mampu 4.1 Mengevaluesi strategi
Otonomi Daerah mengembangkan advokasi yang ada saat inl,
strategi advokasi menganalisis kekuatan

kebijukan  otonomi dankekurangan berbagai

daeran yang tepat metode yang  dijalankan

sesuai kondisi. dengan kelompok sasaran

yang berbeda;
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,




B - 4 pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi  advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

A. Penciidikan 1. Jenjang Sarjana / Diploma IV-
, , 2. Bidang Ilmu | Teknik Sipil / Planologi / Agraria / Arsitektur / Geodesi
B. Pelathan 1. Manajerial | Pelatihan , '
Kepeminipinan v
| Pratama _
2. Teknis Diklat Konstruksi v
Bangunan ]
_ | Diklat Pertanahan iV
» 3. Fungs onal . e
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki
pengalaman

jabatan  dalam
bidang perumahan v
rakyat/ Kawasan

permukiman/pert
anahan/ tata
ruang secara

kumulati¢  paling
kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang atau
pernah menduduki

jabatan
administrator atau
jabatan
fungsional v
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
_ — _ tahun
D. Pangkat Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinherja Jabatan 1. Kualitas Penataan Kawasan Perumahan

2. Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni
3. Kualitas Penyelesaian Sengketa Tanah




Nama Jabatan KEPALA DINAS SOSIAL

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintahan : BIDANG SOSIAL
Kode Jabatan :

Menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan
1 Jaminan Sosial rdasa.rkan asas desn_ralisasi;dan tugas pembantuan

1. Integritas : 4 , Mampu menciptakan| 4.1 ‘Menciptakan situasi kerja yang
S situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku

&%;ég;gr"g ad kepentingan mematuhi nilai,
paca norma, dar etika organisas’

nilai, norma, dan dal | tuasi d
etika organisasi a am segala situasi an
kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggur:g korsexuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode etik/nilai
nilai yang dilakukan oleh orang
lain, pada tatanan lingkup
kerja setingkat instansi

- . ‘ meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4,1 Membangun sinergi antar unit

komitmen  tim, kerja di lingkup instansi yang

sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja

‘ v organisasi. v
3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi
mengemukakan informasi penting hasil diskusi |.
pemikiran dengan pihak lain untuk
multidimensi secara| mendapatkan pemahaman
lisan dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk  mendorong dengan pemangku
kesepakatan dengan kepentingan  untuk tujuan
tujuan meningkatkan meningkatkan kinerja secara
kinelja secara kese]uruhan;

keseluruhan 4.2 Menuangkan pemikiran/

’ konsep yang multidimensi

dalam bentuk tulisan formai;




4.3

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapal
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama  antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu-isu

janigka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalen hal
pelayanan
kebutuhan
pemangku

kzpentingan yang
transparan, objaktif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara

objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
grganisasi;

Menjaga  agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan

yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  fidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan

pemangku kepentingan dalam
menyusun  kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh  kepentingan
, - ‘ ____pribadi/kelompok.
6. Pengembangan diri dan Menyusun  program! 4.1 Menyusun program

orang lain

pengembangan

pengembargan jangka




dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

jangka panjang

4.2

4.3

panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnyz penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman  lainnya, serta
mengalokasikan waktu unfuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan

kompetensi dan karir;

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan baiik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi~posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola pérubahan

Memimpin
perubahan
unit kerja

pada

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
fingkungan - unit  kerjanya
secara berkala; ‘
Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputuéan

9. Perekat Bangsa

t

MehYe!esaikan '

masalah

yang

mengancung risiko

tinggi,

mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan

Den jamanan;
mitigasi risiko

Mendaaguaka

perbedaar . secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

Organisasi

4.1

4.2

43
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‘Menginisiasi ~ dan

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan  solusi  dari
berbagat masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
Membuat  keputusan  dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi

risiko).

merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan




~ Kesejahteraan Sosial

*

Advokasi . kebijakan 4

- Mampu
mengembar.gka‘nsesuai :

Strategi
Xesejahteraan
Scsial yang tepat
kondisi

vokasi

4.2

4.3

[ 41

4.2

4.3

_ preferensi politik.

dalam kehidupan
bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan,  suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan,  stuku,
jender, sosial ekonomi,

Mengevaluasi teknik, metiode
strategi advokasi yang ada
saat ini menganailisis
kelemahan dan kekurangan
serta mengembangkan
berbagai  teknik, metode
strategi advokasi yang lebih
ofektif dan efisien dari
berbagai kondisi stakeholder.
Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis  strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan kesejahteraan
sosial.

Memampukan stakeholider
untuk mengembangkan
strategi advokasi yaing tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan mereka sendiri
dalam penerapan kebijakan;
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan
kesejahteraan soslal,

11,

Perencanaan 4
Pembangunan
Kawasan Permukiman

Mampu
mengevaluasi  konsep
dan prosedur di bidang

perumahan/
permukiman

4.1

4!2

4.3

Mengevaluasi efektifitas
penerapan prosedur di bidang
perumahan/permukiman;

Menguji  substansi  dasar
perumahan/ permukiman
dalam pelaksanaan kegiatan di
unit kerjanya;

Menjaga pelaksanaan
prosedur dan kebijakan di
bidang perumahan dapat
terselenggara sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan _




12. Manajemen
Pengembangan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial

Menyustn petunjuk
teknis dan prosedur
penerapan
manajemen
Pengembangan

Potensi sumiber
kesejahteraan sosial

4.1

4.2

4.3

Mampu mengidentifikasi
kelemahan dan kekurangan
pedoman, petunjuk teknis
pelaksanaan Manajemen
Pengembangan Potensi
sumber kesejahteraan sosial
yang ada.

Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis dalam
penerapan Manajemen

Pengembangan Potensi

sumber kesejahteraan sosia.
Memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada pengelola

Bantuan Organisasi
Masyarakat  Scsial  dalam
penerapan  pedoman dan

petunjuk teknis parencanaan
SDM sistem informasi
Manajemen Pengembangan

Potensi sumber kesejahteraan
sosial Daerah Kabupaten

— -
13. Pemetaan
Sosial

masalah

Mampu
mengevaiuasi  hasil
pemetaan masalah
sosial dan menyusun
petunjuk teknis dan
prosedur pemetaan
masalah sosial

4,1

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi hasil
pemetaan, teknik metode
pemetaan dan menemukenali
kelemahan dan kelebihan
prose  pemetaan  masalah
sosial;

Mampu membuat perbaikan
teknik metode pemetaan
masalah sosial dan menyusun
petunjuk teknis/prosedur
pemetaan masalah sosial;
Mampu meyakinkan . dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  terkait  hasil
pemetaan masalah sosial dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi  kepada  instansi
terkait dengan penerapan
intervensi sosial.

14. Manajemen Rehabilitasi
Sosial

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
rehabilitasi  sosial
dan menyusun
petunjuk teknis dan
prosedur Rehabilitasi
sosial

4.1

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi hasil
pemetaan, teknik metode
pemetaan dan menemukenali
kelemahari dan kelebihan
rehabilitasi sosial;

Mampu membuat perbaikan
teknik metode pemetaan
masalah sosial dan mesnyusun

petunjuk teknis/prosedur
rehabilitasi sosial;
Mampu  meyakinkan  dan

memgeroleh dukungan dari
stakeholder terkait
manajemen rehabilitasi sosial
dan memberikan bimbingan




dan fasilitasi kepada instansi
terkait dengan rehabilitasi

sosial.

15. Advokasi  Kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi advokasi kekuatan dan  kekurangan
kebijekan  otonomi berbagai metode yang
daetah yang tepat dijalankan dengan kelompok

sesuai kondisi. sasaran yang berbeda;
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

P i v
A.Pendidikan | 1. Jenjang | Sarjana / Diploma IV _ .

: 2. Bidang Ilmu IImu Kesejahteraan Sosial/ Sosiatri/ Sosial/Pernbangunan

Sosial dan Kessjahteraan

B. Pelatihan 1. Manajerial Felatihan

Kepemimpinan v

Pratama

2. Teknis 1. Diklat Pekerja
Sosial

2. Diklat manajemen
rehabilitasi sosial

3. Fungsional -

C. Pengalaman Kerja - 1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang sosial/
pembangunan
marusic  secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang atau v
pernah menduduki
jabatan
administrator atau
jabatar: fungsional
jenjang anli madya
paling ~cingkat 2
(dua) tehun:

| D.Pangket ] pembina av/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan ' 1. Peningkaten Kesejahteraan Sosial
2. Kualitas pelayanan rehabiltasi sosial




Nama Jabatan
Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah
Kode Jabatan

Memimpin,

membina, mengoordinasikan,

KEPALA DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI

JABATAN PIMPINAN TINGGI

BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

memfasilitasi,

ményeleriggarakavn',

mengawasi dan .

mengendalikan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi berdasarkan kebijakan’ Bupatx

_dan Peraturan Perundang-

1. Integritas

Undangan yang berlaku.

situasi  kerja
mendorong
kepatuhan pada
nilei, norma, dan
etika organisasi

yang

4 Mampu mencibtakan

4.1

4.2

4.3

Menciptakan situasi kerja yang |
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta Dberani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

4 Mermbangun
komitmen tim, sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sirergi  dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi,

3. Komunikasi

4 Mampu

mangemukakan
pemikiran
multidimensi
lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinetja secara
keseluruhan

secara

4.1

4.2

Mengintegrasikan informasi
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
vang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untu< tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan pemikiran/
konsep yang multidimensi
dalam bentuk tulisan formal;




4.3

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya '

4'1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengeva‘uasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerje dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Peléyanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal palayanan
xebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan = memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhacap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif,  transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya.  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak . terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada -
pementuhan kebutuhan
pemangku <epentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,

netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengarun kepentingan
pribadi/kelompok.
6. Fengembangan diri dan Menyusun program 4.1 Menyusun program

orang iain

pengsmpangan

pengembangan jangka




‘ jangka ‘

panjang
dalam rangka
mendorong
manajemen
pembelajaran

4.2

43

panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan lkarir;

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.2

4.3

1 Mengarahkan unit kerja untuk

lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

" 9. Perekat

Ban

8. Pengambilan keputusan

gsa

L g
Mendayaguriakan

Menyelesaikan
masalah yang
menganduny risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanar;
mitigasi risiko

perbecaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkun
efektifitas

Organisusi

4.1

4,2

43

_risiko).

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberzpa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasitkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang ' kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;

Membuat keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penariganannya (mitigasi

.1 Menginisiasi o dan

merepresentasikan

pemerintailan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuyan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima

segala  bentuk  perbedaan




dalam kehidupan
bermasyarakat;
4.2 Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
43 Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan © latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.,

SE TN R

10, Advokasi. Kebijakan | . 4 Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik, metnde
Tenaga Kerja dan ' rnengembangkan strategi advokasi yang ada saat
Transmigrasi strategi  zdvokasi i menganailisis kelemahan

Kebijakan  Tenaga dan kekurangan serta

Keria dan mengembangkan berbagai

Transmigrasi  yang teknik, metode strategi

tepat sesuai kondisi advokasi yang lebih efektif dan
efisien dari berbagai kondisi
stakeholder;

4.2 Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk teknis strategi
komunikasi dan pelaksanaan
advokasi yang effektif serta
monitoring evaluasi advokasi
Kebijakan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi; v

4.2 Memampukan stakeholder
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang tepat
untuk diri mereka sendiri;
mengidentificasi hambatan di
lingkungan mereka  sendiri
dalam penerapan kebijakan;
serta mengidentifikasi
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan Kebijakan Tenaga

, _ _ Kerja dan Transmigrasi.

11. Penempatan  Tenaga 4 Mampu mengevaluasi | 4.1 Mampu . - melakukan evaluasi
Kerja dan menyusun terdadap teknis/metode/sistem

perangkat norma cara kerja menemu kenali

standar prosedur kelebihan dan  kekurangan
instrument melakukan pengembangan
atau perbaikan cara Kerja

Penempatan Tenage Kerja yang

lebih efektif/efisien;

4,2 Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja




4.3

yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
Penempatan Tenaga Kerja;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder Penempatan
Tenaga Kerja dan memberikan

bimbingari dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait

Penempatan Tenaga Kerja.

12. Hubungan industrial dan
penyelesaian perselisihan
hubungan
industrial

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terdadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemu kenali
kelebihan dan kekurangan
melakukan - pengembangan
atau perbaikan cara kerja
Hubungan industrial  dan
penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
peturjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Hubungan
industrial dan penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial ;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakehoider pelaksanaan
Hubungan industrial  dan
penyelesaian perselisihan
hubungan incustrial  dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait
Hubungarn  industrial  dan
penyelesaian perselisinan
hubungan industrial.

13. Pelatihan dan
produktivitas Tenaga
karja

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangket norma
standar prosedur
instrument

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/
sistem cara kerja menemu
kenali ikelebihan dan
kekurangen melakukan
pengembangan .- atau
perbaikan carz kerja  Studi
Kelayakan  Pelatihan  dan
produktivitas Tenaga Kerja
yang lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja

yang dijadikan norma standar,




4.3

prosedur, instrumen
pelaksanaan Pelatihan dan
produktivitas Tenaga Kerje;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan . dari
stakeholder pelaksanaan
Pelatihan dan produktivitas
Tenaga Kerja dan memberikan
bimbngan dan tasilitas
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait Pelatihan
dan  produktivitas Tenaga
Kerja.

14. Penyiapan kawasan
transmigrasi  dan
penyediaan calon
transmigran

| Mampu mengevarana

penyiapan prasisan
kawa dan
transmigrasi, ~ <alo"
penyediaan
transmigran

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukari evaluasi
terhadap teknis/metode/
sistem cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja penyiapan
kawasan transmigrasi dan
penyediaan calon transmigran
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara keria
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan penyiapan
kawasan transmigrasi dan
penyediaan calon
transmigran;

Mampu  meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
penyiapan kawasan
transmigrasi dan penyediaan
calon transmigran dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait
penyiapan kawasan
transmigrasi dan penyediaan
calon transmigran.

" 15. Advokasi kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu :
mengembangka
strategi  advokasi
kebijakan  otonomi
daerah yang tepat
sesuai kendisi,

4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada seat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang’
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi .- yang dapat

dijalankan oleh mereka sendiri
dalam menerapkan kebijakan
otonomi daerah,




A Pendidikan - " 11. Jenjang

Sarjana / Diploma IV

2. Bidang Iimu

"B. Pelatihan

Hukum / Administrasi Negara / Ekonomi ManaJeman /
Psikologi / Manajemen / Nimu Pemerintahan

1. Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama

2. Teknis

Pelatihan dasar y
ketenagakerjaan

Pelatihan pembinaan _
hubungan mdustrl \

Pelatihan

Peningkatan dan .
Produltivitas Tenaga v
Kerja

Pelatihan penyelesaian|
perselisihan hubungan
industrial

3. Fungs onal

C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki

2. Secang atau

pengalaman
jabatan dalam
bidang
ketenagakerjaan/ v
ketransmigrasian
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahvn

pernah menduduki
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional v
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun

D. Pangkat

Pembina (IV/a)

" E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Presentase peningkatan kualitas layanan antar kerja;

2. Presentase penyelesaian perselisihan hubungan
industrial;

3, Kualitas penyediaan kawasan transmigrasi dan calon
transmigran,




Nama Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMUNG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah : BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MLSYARAKAT

ode Jabata

Memimpin, . merumuskan,

‘ penagqulangan Kebakaran.

Syt ovie .

‘1. Integritas |

| membina, mengendalikan, mengkoordinasikan  dan |
mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan Jdan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
_penegakn peraturan daerah menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan

£ *

‘ ’Mérﬁb(: rﬁenciptakéﬁ '

situasi kerja vyang

- mendorong

kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

1 Menciptakan situasi kerja yang

4.2

4.3

mendorong selurth pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan mererapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensiaya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode
etik/nitainilai  yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi

2. Kerjasama

Membangun
komitmen tim, sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit

meskipun ada resiko.

kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kenja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi. :

multidimensi secara
lisan can tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan
meningkatkan

3. Komunikasi Mampu ' 4,1 Mengintegrasikan ,
‘ mengemukakan informasiinformasi penting
pemikiran hasil diskusi. dengan pihak lain

untuk mendapatkan
pemahaman vyang sama;
Berbagi informasi  dengan
pemangku kepentingan untuk
tujuan - meningkatkan Kkinerja
secara keseluruhan;




kinerja secara
keseluruhan

4.2

4.3

Menuangkan pemikiran/konsep
yang  multidimensi ~ dalam
bentuk tulisan formal;

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langk:ih-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4, Orientasi pada hasil

Mendorong  unit
ker:a mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yanqg meléebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dslam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Pubhk

Mampu memcenitor,
mengevaluasi,
mempertitungkan
dan  mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, ataus
kekyatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yarg
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4,2

4.3

Memahami - dan  memberi
perhatian ~ kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk yang
mempengaruhi Qrganisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan ‘mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netfral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif,
nefral, tidak memihak, fidak

diskriminatif, transparan, tidak




terpengaruh

kepentingan
pribadi/kelompok. ‘

6. Pengembangah diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka

mendorong
manajemen
pembelajaran

IS

4.2

4.3

4.1

Menyusun
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, peaugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

program

7. Mengelola perubahan

Memimpin
perubahan pada unit
kerja

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahian sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala; ,
Memimpin dan memastikan

penerapan program-program
perubahan selaras antar unit

8. Pengambilan keputusan

»

"9, Perekat Bangsa

Menyelesaikan
masalah yang
mengandung  risiko
tinggi,
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

¥

Mendayagunakan
perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk

141

4.2

4.3

41

kea. I
Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya vang

berdampak pada pihak lain;

Membuat  keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi

risiko).

]

Menginisiasi = dan
merepresentasikan :
pemenntahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk




- :":,;

" 10. -Pehgénalian Ketertiban |

meningkatkan
efektifitas Organisasi

~senantiasa menjaga persatuan

4.2

4.3

“lan

‘Mampu - melakukan evaluasi

dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
iender, sosial, ekonomi,
preferensi pnlitik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
Mampy membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, = sosial ekonomi,
preferensi politik.

,y‘ ¥

Mampu
Umum mengevaluasi terhadap '
pelaksanaan teknis/metode/sistem  cara
Ee?g:ndahan kerja dan menemu kenali
gtertiban umur kelebihan dan kekurangan
pelaksanaan Pengendalian
Ketertiban Umum;

4.2 Mampu menyusun teknik,
metode, dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam
Pengendalian Ketertiban
Umum;

4.3 Mampu meyakinkan - dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait
pengembangan teknik, metode,

« dan kapasitas SDM
Pengendalian Ketertiban
- _ ) Umum, »
11. Penanganan dan Mampu rnengevaluasi| 4.1 Mampu melakukan evaluasi
pengendalian Kebakaran dan menyusun terhadap
' derangkat norma teknis/metode/sistem  cara
standar prosedur keja  menemu  kenali
instrument .
Kemampuan kelebihan dan kekurangan
mengumpulkan melakukan. pengembgngan
/mengidentifikasi atau perbaikan cara kerja
semua usaha yang Penangana?n dan
dilakukan  urntuk pengendal’an Kebakaran dan
mencegah, peqyelama_tan .K._orban yang
menyiagakan, lebih efektif/efisien;
4.2 Mampu menyusun pedoman,

memadainkan dan
penanganan akibat
kebakaran

petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma
standar, prosedur, instrumren
Penanganan dan
pengendalian Kebakeran;




4.3

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder  Penanganan
dan pengendalian
Kebakaran dan fasilitasi
kepada instansi lain atau
stakeholder terkait
Penanganan dan
pengendalian  Kebakaran
ctonomi daerah.

12. Pemetaan Potensi

Kerawanan Pelanggaran
Ketertiban Umum

Mampu  mengevaluasi

pelaksanzan
Potensi
Kerawanan
Pelanggaran

Pemetaan

Ke*ertiban Umum

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/

sistem pengumpulan,
pengolahan, dan analisis
Pemetaan Potensi

Kerawanan Pelanggaran
Ketertiban Umum;

Mampu menyusun teknik,
metode, dan
mengembangkan kapasitas
SDM  dalam memetakan

Poiensi Kerawanan
Pelanggaran Ketertiban
Umum;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait hasil
pemetaan potensi
kerawanan pelanggaran

ketertiban umum.

'13. Pemetaan potensi

banaya kebakaran

| Mempu

pelaksanaan
Pemetaan

mengevaluasi

Potensi

bahaya kebakaran

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/
sistem pengumpulan,
pengolahan, dan analisis
Pemetaan Potensi bahaya
kebakaran;

Mampu menyusun teknik,
me‘ode, dan
mengembangkan kapasitas
SDM dalam memetakan
Potensi bahaya kebakaran;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait hasil
petnetaan potensi bahaya
kebakaran.

14,

Penvuluhan
pencegahan
kebakaran dan
pelanggaran
ketertiban

Mampu
nelaksanaan
pe.ace:-ahan
dan
pelanggaran

mengevaluasi
penyuluhan
kebakaran

ketertiban

4.1

4.2

Mampu melakukan evaluasi
efektifitas penyuluhan
pencegahan kebakaran dan
pelanggaran ketertiban;
Mampu menyusun teknik
metode / media penyuluhan
yang lebih efektif dan efisien
terkait pencegahan
kebakaran dan pelanggaran
ketertiban;




4.3 Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terhadap

ﬁ’ metode dan media

penyuluhan pencegahan

kebakaran dan pelanggaran
ketertiban serta
meningkatkan kapasitas

SDM penyuluhan.

15. Advokasi kebijakan| 4 Manipu - {41 Mengevaluasi strategi
Otonomi Daerah mengembangkan advokasi yang ada saat ini,
strategi advokasi menganalisis kekuatan dan

kebijakan otohomi kekurangan berbagai

daerah yang t i
kond;si_ya ¢ tepat sesual metode  yang ' dijalankan

dengan kelompok sasaran
yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau
petunjuk  teknis  strategi
advokasi Kkebijakan otonomi

daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembanjkan

strategi advokasi yang dapat
dijalankan oleh  mereka
sendiri dalam menerapkan
bijakan otonomi daerah.

A Pendidikan | 1. Jenjang SarJana / Dlploma v
2, Bidang Ilmu | IImu Hukum/ Pemenntahan/ Administrasi Negara / Ilmu Sosial
I /_Komunikasi 1
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
; Pratama . o
2.Teknis | Diklat Pengendalian| v
Massa _
Diklat Penyidik pegawai v
negeri sipil ( PPNS)
Diklat Pemadam ' v
Diklat Dasar Pol-PP v
L 3. Fungsional - |




C. Pengalamar Kerja ‘

1. Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidaing
kepamongprajaan/
linmas/pemadaman
kebakaran secara
kumulatif  paling
kurang 5 (Ima)
tahun

2, Sedang atau
pernah  menduduki
japatan
administrator atau v
jabatan fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2

_D. Pangkat

(dua) tahun
Pembina (I‘//a)

E. Indikalor Kinerja Jabatan

1. Peningkatan Ketertiban Umum;
2. Penurunan Pelanggaran Perda;

3. RPenurunan KasLs Kebakaran._




Nama Jabatan

Kelompok Jahatan
Uiusan Pemeriitah

ode Jabata

Memimpin,

membina, mengoordinasikan,

KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA
JABATAN PIMPINAN TINGGI

BIDANG KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

memfasiiitasi,

" menyélenggarakan, -

mengawasi ‘dan’

mengendahkan .lgeglatan di bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manus:a

1. Integritas -

4 Mampu menciptakan
situasi- kerja vyang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1

4.2

4.3

danPeraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Menciptakan situasi kerja yang
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;
Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode
etik/nilainila® yang difakukar:
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama

4 | Membangun
komitmen tim, sinergi

4.1

4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
fercapainya. sinergi  dalam
rangka pencaraian target kerja
grganisasi.

3. Komunikasi

4 Mampu

mengemukakan
pemikiran
multidimensi
lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

secara

4.1

4.2

Mengintegrasikan  informasi
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain  untuk
mendapatkan pemahaman
yang sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk = tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan pemikiran/ konsep
yang multidimensi  dalam
bentuk tulisan formal;




4.3

Menyampaikan informasi
secara persyasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4. Orientasi pada hasil

Mendorong uhit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
meiebihi hasil keria
sebelumnva

4.1

4.2

4.3

efisiensi pencapaian target.

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi; :
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan

5. Pelayanah Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memoerhitungkan
dan  mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
keseinpatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politk vyang
mempengarishi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia {uar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan
professional dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar - kebijakan
pelay inan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengarut
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangkal
panjang yang berfokus pada
pemenuhan  kebutuhan
pemangku kepentingan -dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar  objekiif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.




€. Pengembangan diri dan| 4 Menyusun program 4.1 Menyusun program

orang lain pengembangan ' pengembangan jangka
jengka panjang panjang bersama-sama

dalam rangka dengan bawahan, termasuk

mendorong didalamnya penetapan tu,uan,

manajernen bimbigan, penugasan dan

pembelajaran pengalaman lainnya, serta

mengalokesikan waktu untuk

mengikuti pelatihan /

pendidikan / pengembangan

kompetensi dan karir;

| 4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanai organisasi;

43 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konisisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi
di unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan 4 Memimpin 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
perubahan pada unit lebih siap dalam menghadapi
kerja perubahan termasuk

memitigasi risiko yang

mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit kerjanya
secara berkalg;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit |

kerja.

8. Pengambilan keputusan 4 | Menyelesaikan 4,1 Menyusun dan/atau
masaiah yang memutuskan konsep
mengandung  risiko penyelesaian masalah yang
tinygi, melibatkan beberapa/seluruh
mengyantisipasi fungsi dalam organisasi;
dampak kepucusan,| 4.2 Menghasitkan  solusi  dari
membuat  tindakan berbagai masalah yang
pengamanan; kompieks, terkait dengan
mitigasi risike bidang kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;
4.3 Membuat keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
meny‘apkan - tindakan
penanganannya (mitigasi

risiko).

9. Perekat Bangsa ‘ ‘4 | Mendayagunakan - | 4.1 'ng"i_ri_isiési o dan

peroedaan secara|  merepresentasikan
konstruk*if dan pemerintahan di lingkungan

kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam

kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Crgenisasi




.»‘.‘:,‘:;» R
10. Advokasi
Kepegawaian

kebijakan Mampu |41

1.2

43

1
mengembangkan
strategi advokasi
Kebijakan
kepegewaian vyang
tepat sesuai kondisi.
42

4.3

‘Mengevaluasi strategi advokasi |

keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran

pencapaian ‘ujuan organisasi;

Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

L4 .

yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berteda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi

kebijakan di bidang
kepegawaian;

Meningkatkan kapasitas
pemangkuy kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan  «ebijakan  di

'11. Manajenen SDM

Menyusun perangkat| 4.1

norma standar
prosedur instrumen
penerapan

manajemen SDM
4.2

4.3

bidang kepegawaian,

Mampu mengidentifikasi
kelemahan dan kekurangan
pedoman, petunjuk  teknis
pelaksanaan manajemen SDM

yang adg;

Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis dalam
penerapan manajemen SDM
(perencanaan kebutuhan,
rekruitmen, penempatan,
mutasi dan promosi,
pengembangan kariler dan
kompetensi, manajemen

penilaian kinerja, remunerasi,
penghargaan dan  disiplin,
pemberhentiaan dan pensiun);
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari

stakeholder pelaksanaan
manajemen ASN (perencanaan
kebutuhan, rekruitmen,

penempatan, mutasi ~ dan
promosi, pengembangan karier
dan kompetensi, manajemen
penilaian kinerja, remunerasi,




penghargaan dan  disiplin,
pemberhentiaan dan pensiun).

12, Pengembar.gan
Kompetensi

Mampu  menyusun
norma, standar,
prosedur, pedoman
dan petunjuk teknis
pengembdangan

kompetersi dan atau

mengkoordinasikan

4.1

Mampu menganalisis
perencanaan  pengembangan
kompetensi, proses dan hasil
pelaksanaan  pengembangan
kompetensi serta sistem
evaluasi dan evaluasi
pengembangan kompetensi

yang ada pada saat ini

dan Pelatihan

dan menyusun
perargkat norma
standar prosedur
instrument

Manajemen
Pendidikan dan
Pelatinan

4.2

4.3

penyusunan menenukenali kelemahan dan
perencaanan kell<ebihar(1j yang atc)la )Saan mebuat
rekomendasi perbaikan;
pengembargali Menyusun F:\?arma standar,
kompeterisi, kriteria ,prosedur pedoman,
pelaksanaan dan | 42 petunjuk teknis penyusunan
evaluasi perencanaan  pengembangan
pengembangan kompatensi, pelaksanaan dan
kompetensi  ditingkat evaluasi pengembangan
instansi kompetensi;

4,3 Mampu mengkoordinasikan
menyusunan perencanaan
pengembangan kompetensi
secara instansional.

13. Manaiemen Pendidikan Mampu mengeveluasi | 4.1 Mampu melakukan evaluasi |

terdadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemui kenali
kelebihan dan  kekurangan
melakukan pengembangan atau
perbaikan cara kerja
Manajemen Perdidikan dan
Pejatihan yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma  standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Manajemen
Pendidikan dan Pelatihan;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh - dukungan dari
stakehnlder pelaksanaan
Manajemen Kebijakan
Pendidikan dan Pelatihan dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi Ilain
atau stakeholder terkait
Manajemen Pendidikan dan
Pelatihan.

14, Manajemen Kinerja
Pegawai

Menyusun perangkat
norma standar
prosedur  instrument
penerapan
manajemen
pegawai

kinerja

41

42

43

Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis dalam penerapan
manajemen kinerja SDM
(perencanaan kinerja,
pelaksanaan, pengumpulan data
kineria, analisis dan penilaian,
rekomendasi dan tindak ‘anjut
untuk  berbagai  kepentingan
kepegawaian;

Mampu mengembangkan istem
informasi manajemen kinerja
yang lebih effektif dan effisien;
Memberikan  bimbingan  dan
fasilitasi kepada pengeloia




kepegawaian dalam penerapan
pedoman dan petunjuk teknis

dan sistem informasi
v _ _ pengelolaan kinerja. _

15.. Advokasi kebijakan 4 Mampu 4.1 Mengevaiuasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi  advokasi kekuatan dan kekurangan
gebu_akan otonomi berbagai metode yang
aera_h yang tepat ditalank d kel K
sesuai kondisi. jalankan dengan kelompo

sasaran yang berbeda;
4.2 Mengembangkan norma

standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah,

N :

1. Jenjang _' |'Sa‘rjana /Diploma v - -
2. Bidang Ilmu Manajemen SDM/ Kebijakan Publik/ Administrasi Negara/
_ L ' : Iimu Scsial dan Politik/ Iimy Pemerintahan

B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan v
Pratama

2.Teknis | Oiklat Analisis Jabatan

Dikiat Analisis
_kebutuhan diklat
Diklat, Manajemen
Kinerja ,
Diklat teknis terkait
‘ ‘ kepegawaian

3. Fungsional Analis Kepegawaian

‘ Auditor kepegawaian
Assesor kepegawaian |

C. Pengalaman Kerja 1. ‘Memiliki v
pengalaman
jabatan dalam
bidang
kepegawaian
secara  kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun

2, Sedang atau
pernah menduduki
jabatan
administrator atau
jabatar, fungsional
jenjang  ahli v
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun

A, Pendidikan -

Tl < <] <<




D. Pangkat _

Pembinz (1V/a)

£, Indikator kinerja Jabatan

1.
2.

3.

Indeks Profesionalitas ASN;

Persentase kasus aduan yang diselesaikan sesuai
standar;

Persentase pegawai vyang memenuhi standar
kompetensi;

Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur sesuai
dengan Kebutuhan dan Kompetensinnya;
Meningkatnya kualitas informasi dan layanan
kepegawaian.




Nama Jabatan : : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kelompok Jabatan H JABATAN PIMPINAN TINGGI
Urusan Pemerintah H KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kode Jaba i

Melaksanakan sebagian tugas Bupati dibidang pengawasan penyelenggaraan p_em‘ef'inta.h daerah’
dengan cara merencanakan, mengloordinasikan, inelaksanakan dan mengendalikan tugas di bidang
kesatuen bar.gsa dan politik dalam negeri agar tercapai sesuai dengan perencanaan.

%

1. Integritas

a4 Mampu menciptakan| 4.1 Menciptakan situasi kerja yang
situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendcrong kepentingan mematuhi nilai,

kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

norma, .dun etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika |
yang tinggi, -serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai yang dilakvkan
oleh orang lzin, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Yerjasama ' 4 Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen  tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

| 4.2 Memfasilitasi kepentingan

yang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk - memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja

organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan informasi
, mengemilkakan informasi penting hasil diskusi
?' pemikiran dengan pihak lain untuk

multidimensi secara mendapatkan pemahaman
lisan dan tertufis yang sama; Berbagi informasi
untuk dengan pemangku
mendorong kepentingan untuk tujuan
kes~pakatan- dengan meningkatkan kinerja Ssecara
tujuan meningkatkan keseluruhan:
kinerja secara | 4.2 Menuangkan pemikiran/
keselurunan konsep yang multidimensi

dalam bentuk tulisan formal;




4.3

informasi
untuk

Menyampaikan
secara persuasif
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-laingkah bersama
dengen tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi jada hasil

Mendorong  unit
keija mencapai
target yang
Jite-apkar: atau
melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi  untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluas
hasit kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka

meningkatkan efektifitas dan
gfisiensi pencapa’an target.

"5, Pelayanan Publik

‘Mampu memonitor,

mengevaluasi,
memperhitungkan
dan  mengantisipasi
dampag dari isu-isu

- jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik

dalam hal pelayanan
kebutihan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami ~dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau - kekuatan nolitik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara

objektif,  transparan, dan
professional  dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan

yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang vyang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
Pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh  kepentingan
_ pribadi/kelompok.
6. Pengembangan diri dan Menyusun program| 4.1 Menyusun program
orang lain pengemtangan pengembangan jangka




jangka panjang
dalam rangka

mendorong
manajemen
pembelajaran

4.2

4.3

panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman fainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan

kompetensi dan karir;

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanva.

7. Mengelola perubahan 4

Meminipin
perubahan rada unit
kena

4.1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
iebih siap dalam menghadapi
perubahan ‘termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja,

8. Pengambilan keputusan ' 4

B 9. Perkat g

sa . | 4

Menyelesaikan
masalah yang
mengancung risiko
mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat  tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

uIN

' Mendayagunakan

perbedaan secara
konstrukdf dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas

Organisasi

4.1

4.2

4.3

4.1

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan ~ solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdarpak pada pihak lain;
Membuat  keputusan  dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tinclakan
penanganannya (mitigasi

Menginisiasi

dan
merepresentasikan '
pemerintahan di lingkungan

kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjage persatuan
dan kesatuan dalam |
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan




10. Adyoka.'
bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik

t
Mampu-
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan bidang
Kesatuan Bangsa
dan Politik

4.2

4.3
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4.2

4.3

dalam kehidupan bermasyarakat

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik urituk
mencapai kelancaran

pencapaian tujuan organisasi;

Mampu ~membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik,
.. L t‘~ ik

Mengevailasi teknik, metode
strategi advokasi yang ada
saat ini serta menganallisis
kelemahan dan kekurangan
dalam mengembangkan
berbagai  teknik, metodle
strateji advokasi yang lebih
efektif dan = efisien dari
berbagai kondisl stakeholder;

Mengembangkan norma
standar, kriteria, pedoman,
petunjuk  teknis strategi

komunikasi dan pelaksanaan |
advokasi yang efektif serta
monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik;

Mendorong stakeholder untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang tepat untuk
instansi terkait;
mengidentifikasi hambatan di
lingkungan instansi terkait
dalam penerapan kebijakan,
serta mengidentifikasi dalam
menemukan akses ke sumber
daya yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan;

11. Pengembangan -
Nilai kehangsaan

Nilai

‘Mampu mengevaluasi

dan  menyusun

perangkat norma
standar prosedur]
instrument

Pengembangan Nilai-
Nilai kebangsaan

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode /
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
carakerja serta Pengembangan
Nilai-Nilai kebangsaan yang
lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedomarn,
petunjuk teknis, cara kerja yang

dijadikan norria standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan Pengembangan

Nilai-Nilai kebangsaan;

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
_pengelolaan informasi publik




dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
Pengembangan Nilai-Nilai
kebanqgsaan;

" 12. Penguatan Kewaspadaan
Nasional

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat
stanclar
instrumenrt
Pengembangan

norma
prosedur

. Nilai-Nilai

kebangsaan

1 4,1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode /
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
melakukan pengembangan
atau perbaikan cara kerja
penguatan kewaspadaan
nasional yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrument
penguatan kewaspadaan
riasional; )
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder, pelaksanaan
pelayanan komunikasi publik
serta memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi
lain atau stakeholder terkait
penguatan kewaspadaan
nasional.

13. Pengembangan Budaya
Politik

Mampus
mengevaluasi dan
menyusun
perangkat
standar
instrument
pengembhangan
budaya politik

ncrma
prosedur

14,1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode /
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangap
dalam melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja pengembangan
budaya politik yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,

‘petunjuk teknis, cara kerja

vang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pengembangan budaya politik
dan kinerja perangkat daerah;
Mampu  meyakinkan  dan

- memperoleh dukungan dari

stakeholder, pelaksanaan
pengelolaan teknologi,
informatika dan manajemen
data dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait pengembangan budaya
politk dan kinerja perangkat
daerah;

14, Penguatan Nilai-Nilai
Jdeologi Wawasan
Kebangsaan

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument
penguatan nilai-nilai
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Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis / metode /
sistem cara kerja menemukan
kelebihan dan kekurangan
dalam , melakukan
pengembangan atau perbaikan

cara kerja penguazan nilai-nilai




ideologi  wawasan
kebangsaan

4.2

4.3

ideologi wawasan kebangsaan
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun
pedoman, petunjuk teknis, cara
kerja yang dijaedikan norma
standar, prosedur, instrumen
penguatan nilai-nilai  ideologi
wawasan kebangsaan;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukuagan darf
stakeholder, pelaksanaan
pengelolaan teknologi,
informatika dan manajemen
data dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait penguatan nilai-nilai
ideologi we.wasan kebangsaan.

15. Advokasi

| A. Pendidikan

L Jenja_nc_:j

Kebijakan 4
Otonomi Daerah

' Sal'jaha /

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah vang tepat
| sesuai kondis'.

4.1

Mengevaluasi strategi

~ advokasi yang ada saat Ini,

4.2

4.3

DiplomaIv._ "~

menganalisis kekuatan dan
kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan
kelompok sasaran yang
berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis  strategi  advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam

menerapkan kebijakan otonomi
daerah.

» 2, Bidang Timu_| Politik/Pemerintanan/Administrasi Negara/Timu Hukum
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan ' ei}
Kepemimpinan v
» Pratama

2. Teknis Dikiat Bidang Kesatuan v
Bengsa
dan Politik ’
Dikiat Advokasi v
Otonomi Daerah,
Diklat Wawasan v
Kebangsaan

- Diklat Budaya Politik v

L 3. Fungsional -




C. Pengalaman Kerja

1. Memiliki penga'aman v

- iabatan dalam
bidang peraerintahan/
hukum/ politik secara
kumulatif paling
kurang 5 (lima) tahun

2. Sedang  atau pernah
menduduki jabatan
administrator atau
jabata. fungsional
jenjang ahli madya
paling singkat 2 (dua) v
tahun:

TL;.—Pangkét |

' 7 PémbhaTIV/é)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas pengembengan nilai-nilai wawasan kebangsaan;
2. Tingginya tingkat kewaspadaan nasional;
3, Kualitas pangembangan budaya politik;




Nama Jabatan
Kelompck Jabatan
Urusan Pemerintah

Kode Jabatan |

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JABATAN PIMPINAN TINGGI

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT ‘

- 1

Memimpin.“ pelaksanaan tugas Badan Pénangguléngén' Bencana ‘D'a'erah dalam m’embiha,
mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan

| kegiatan di bidang penanggulangan bencana secara terinte
darurat dan pasca bencana sesuai deng

1. Integritas -

situasi kerja yang
mendornng
kepatuhan  pada
nilgi, norma,  dan
etika organisasi

an peraturan perundang

| ‘Mampu menciptakan! 4.1

4.2

4.3

grasi meliputi pra bencana, saat tanggap
-undangan yang berlaku.

Menciptakan situasi kerja yang-
mendorong seluruh pemangku
kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta Dberani
menanggung konsekuensinya;

Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh oranc lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

i

2, Kerjasama

4 | Membangun
komitmen tim, sinergi
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4.2

4.3

Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi kepentingan
vang berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja
Qrganisasi.

l——“ Komunikasi

4 Mampu
mengemukakan
pemikiran
muitidimensi secara
lisan dan tertulis
untuk  mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseiuruhan

4.1

4.2

Mengintegrasikan = informasi
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman
yany sama; Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan; :
Menuangkan pemikiran/ konsep
yang multidimensi  dalam
bentuk tulisan formai;
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Menyampalkan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-fangkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan,

4. Orientasi pada hasil

Mendoronﬁ Tnif

W MW

target yang
ditetapkan atau
melebini hasil kerja
sebelumnya

fi

4.2

4.3

_efisiensi pencapaian target.

g T T it
T U e

kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras
dengan sasaran  strategis
instansi;

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,

mengevaluasi,
memperhitungkan
dan  mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatar, atau
kekua*tan politik

dalam hal pelayanan|

kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, - dan
professional dalam  lingkup
organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yanq
diselenggarakan nleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang obj2ktif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/

kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang ‘berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskritninati®, transparan, tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/kelompok.




6. Pengembangan dirl dan| 4 | Menyusun program | 4.1 Menyusun ~ program

orang lain ' pengembangan pengembangan jangka
jangka : panjang panjang bersama-sama

dalam rangka dengan bawahan, termasuk

mendorong didalamnya penetapan tujuan,

manajemen bimbigan, penugasan dan

pernbelajaran pengalaman lainnya, serta

mengalokasikan waktu untuk

mengi‘wti pelatihan /

pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;

4.3 Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan 4 Memimpin 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
perubahan pada unit lebih siap dalam menghadapi
kerja perubahan termasuk

memitigasi risiko yang

mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan  unit  kerjanya
secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras entar unit

kerja.

8. Pengambilan keputusan 4 Menyelesaikan 4.1 Menyusun " dan/atau
masalah yang memutuskan konsep
mengandung  risiko penyelesaian masalah yang
tinggi, : melibatkan beberapa/seluruh
mengantisipasi fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan,| 4.2 Menghasilkan  solusi  dari
membuat ~ tindakan berbagai masalah yang
pengamanan; kompleks, terkait dengan
mitigasi risiko bidarg kerjanya yang

berdampak pada pihak lain;
43 Membuat keputusan dan

mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan

penanganannya (mitigasi

LR ‘ ".’.‘”Lu
K3 N

8. P

¥ ’ B 4

tBangsa 4 Mendayagunakan | 41 Menginisiasi - . dan

ereka
perbedaan  secara merepresentasikan
konstruktif dan pemerintahan di lingkungan
kreatif untuk kerja dan masyarakat untuk
meningkatkan senantiasa menjaga persatuan

dan kesatuan dalam

efektifitas Organisasi
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10, Pencegahan dan - -
" . Kasiapsiigaan Bencana

| Mampu

4.2

4.3

mengevaluasi  dan
menyusun
perangkat.  norma
standar  prosedur
serta petunjuk teknis
pencegahan dan
kesiapsiagaan

bencana. ‘ 4.2

4.3

~ keberagaman dan menerima

segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan
bermasyarakat;

Mampu mendayagunakari
perbedaan latar belakzng,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial,  ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

Mampu - melakukain evaluasi

terhadap teknis/metode/
sistem/cara kerja meremu
kenali keieb'han dan
kekurangan malakukan

pengembangan atau perbaikan
cara kerja pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana yang
lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun - pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana;
Mampu meyakinkan dan
mampu memperoleh dukungan
dari  instansi lain  dan
masyarakat terhadap
pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana. ;

11. Pemetaan Potensi
kerawanan Bencana

Mampu  melakukan| 4.1
eveluasi dan
mengoordinasikan
penyvsunan
perencanaan
pemetaan potensi
kerawanan bencana

4,2

4.3

Mampu - melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/
sistem cara kerja, pemetaan
potensi kerawanan bencana,
menemukenali kelebihan dan

kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
perencanaan pemetaan

potensi kerawanan bencana
yang lebih efektif/efisien;
Mampu  nmengoordinasikan
penyusunan pemetaan potensi
kerawanan bencana;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
strakholder pelaksanaan
perericanaan pemetaan
potensi kerawanan bencana
dan memberikan  bimbingan
serta fasilitasi kepada instansi




lain atau terkait pemetaan|
potensi kerawanan bencana.

12. Penanganan Darurat

‘Mampu

mengevaluasi  dan
menyusur: perangkat

norma standar
prosedur serta
petunjuk teknis

penanganan darurat
bencana

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/
sistem cara kerja
menemukenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja teknis
penanganan darurat bencana
yang lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan teknis
penanganan darurat bencana;
Mampu  ineyakinkan  dari
mampu memperoleh
dukungan dari instansi lain dan
masyarakat terhadap teknis
penanganan darurat bencana

13. Pengelolaan Distribusi
Logistik '

‘Mampu

mengevaluasi  dan
menyusun perangkat

norma standar
prosedur serta
petunjuk teknis
pengelolean

distribusi hogistik.

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/ sistem
cara kerja menemukenali
kelebihan dan  kekurangan
melakukan pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pengelolaan distribusi logistik|
yang lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengelolaan
distribusi Logistik;

Mampu  meyakinkan  dan
mampu memperoleh
dukungan dari instansi lain
terhadap pelaksanaan
pengelolaan distribusi logistik.

14, Rehabilitas(i dan
Rekonstruksi

Mampu
mengevaluasi  dan
menyusun perangkat
norma standar
prosedur

serta petunjuk teknis
pengelnlaan
rehabilitasi dan
rekonstruxsi.
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4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/ sistem
cara kerja  menemukenali
kelebihan dan  kekurangan
melakukan pengembangan atau
perbiikan cara ketjal
pengelolaan rehabilitasi  dan
rekonstruksi yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
yang dijadikan norraa standar,
prosedur, instrumen
pelaksanaan pengelolaan
rehabilitasi dan rekonstruksi;
Mampu- meyakinkan  dan
mampu memperoleh
dukungan darl instansi lain
terhadap pelaksanaan
pengelolaan rehabilitasi dan
rekonstruksi.

15, Advokasi  kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu

4,1

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis

mengembangkan



strategi  advokasi kekuatan can kekurangan

kebijakan  otonomi berbagai metode yang

daerah yang tepat dijalankan dengan kelompok
sesuai kondisi. sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi daerah;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi

advokasi yang dapat

dijelankan oleh mereka sendiri

dalam menerapkan kebijakan
___otonomi daerah.

A. Pendidikan |1, JenJang -| Sarjana / Dlploma v : ' B ‘
» 2. Bldang Iimu Bidang Iimu Pertanahan / Mana]emen / Psnkologn / Qosnal /

Teknik / Kesehatan dan Keselamatan Kerja/ Pemerintahan/

. , » Planologi/ Ekonomi/ Teknik/ Geodesi dan Astronomi-

B. Pelatiheain 1. Manajerial | Pelatihan

Kepemimpinan v

| Pratame

2. Teknis ‘ Diklat teknis terkait v

penanggulangan

bencana daerah

3. Fungsional -

C. Pengalaman Kerja {1, Memiliki
pengalaman
jabatan dalam
bidang
penanggulangan
bercana/ v
ketentraman dan
ketertiban umum/
perlindungan
masya-akat/
social secara
kumulatif  paling
kurang 5 (lima)
tahun

2. Sedang  atau
pernab
menduduki
jabatan
administrator atau v
jabatan fungsional
jenjanyg ahli
madya paling
singkat 2 (dua)

7 tahun

D. Pangkat ' ’ Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan

' ‘ bencana; ’

2. Kualitass manajemen pengelolaan rehabilitasi dan
rekonstruksi.




Nama Jabatan : KEPALA BADAN FENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINZN TINGGI

Urusan Pemerintah : BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kode Jubatan : '

Memimpin, - mengkoordinasikan, merumuskan dar menetapkan bahan' kebijakan bidang urusan
gelltbingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan Pemerintah
aerah. , _ ~

e e

o Xl

1. Integritas - ~|" 4 | Mampu menciotakan| 4.1 Menciptakan situasi kerja  yang
situasi = kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi nilai, |

kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode
etik/nilainilai  yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2. Kerjasama : 4 Mémbangun - 4,1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4,2 Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi;

4,3 Mengembangkan sistem yang
menghargal kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya = sinergi  dalam
rangka pencapaian target kerja

S ————. S N ., ‘ organisasi. . ‘
3. Komunikasi . 4 Mampu 4.1 Mengintegrasikan  informasi
mengemukakan informasi - penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
muiltidimensi  secara mendapatkan pemahaman yang
lisan dan tertulis sama; Berbagi informasi dengan
untuk mendorong pemangku kepentingan untuk
kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja
tujuar. meningkatkan secara keseluruhan;
kinerja secara 4.2° Menuangkan pemikiran/konsep
keseluruhan yang multidimensi dalam bentuk

tulisan formal;




4.3

Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secata keseluruhan.

4, Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

ditetapkan atau
melebini hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja
yang melebihi target vyang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

B g

instansi;

Mendoronyg pemenfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

Mampu memotiitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
dampak dari isu - isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami  dan  memberi
perhatian kepada isu-isu jangka
panjang, kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi dalam
hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objekitif, transparan, dan
professional  dalam  lingkup
organisas;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak
terpengaruh kepentingan
pribadi/ kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
Pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak

terpengaruh kepentingan

pribadi/kelompok.
6. Pengembangan diri dan MenydJsun program 4,1 Menyusun program
orang lain pei’gembanrgan pengembangan jangka panjang
jangka panjang bersama-sama dengan

dalam rangka
mendorong

bawahan, termasuk didalamnya
penetapan tujuan, bimbigan,




mangjemen

———— ooy

pembelajaran

4.2

4.3

NGRS Gan pengalamen
lainnya, serta mengalokasikan
Waktu untuk mengikut pelatinan

/ pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tatanan
organisasi; ,
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara konsisten,
melakukan kaderisasi  untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelole perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4,1

4.2

4.3

Mengarahkan unit kerja untuk
lebih siap dalem menghadapi
perubahan termasuk memitigasi
risiko yang mungkin terjadi;
Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara - aktif di
lingkungan uni* kerjanya secara |
berkala;

Memimpin  dan  memastikan
penerapan  program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

" 9. Perekat Bangsa

Menyelesaikan
masaiah yang
mengandung risiko
tinggi,Mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan;
mitigasi risiko

T e

" Mendayagunakan |

perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
Meningkatkan
efektifitas Organisasi

4.1

4.2

4.3

4.2

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian masilah  yang
melibatkan  beberapa/seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkzit dengan bidang
kerjanya yang berdampak pada
pihak lain;

Membuat keputusan dan
mengantisipasi . dampak
keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya
(mitigast risiko).

.1 Menginisiasi ~ dan

merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar  belakang,
agama/kepercayaan, suku,

jender, sosial, ekonomi,

preferensi politik untuk




10. Advokasi
urusan

.ﬁv’::' T

pemerintahan

bidang Penelitian dan
Pengembangan

mengembangkan
strategi  advokasl
kebljakan urusan
pemeriniahen
bidang  Penelitian
dan Pengembangan
yang tepat sesuai
kondisi

S

4.3

4.2

4.3

‘Mengevaluasi strategi advokasi

_penelitian dan pengembangan.

mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

*

yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan  kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan penelitian dan
pengembangan;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh merzka sendiri dalam
menerapkan kebijakan

11, Pengelclaan
Pelaksanaan
dan Pengembangan

Penelitian

“Mamgpu

mengevaluasi
pelaksanaan -
penelitian dan
pengembangan.

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
perencanaan, pengelolaan,
administrasi, dan  realisusi
penelitian dan pengembangan,
serta menemu kenali kelebihan
dan kelemahan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan;
Mampu  menyusun pedoman
petuniuk teknis tata cara
penelitian dan pengembangan;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder t*erkait perbaikan
tata cara penelitian  dan
pengembangan,

12. Analisis
Kebijakan

Penyusunan

Mampu
mengavaluasi
pelaksarnaan analisis
kebijakan yang
disusun,

4.1

4.2

4.3

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan analisis kebijakan
pemerintah daerah serta
meneiny kenali kelebihan dan
kelemahan rancangan
kebiiakan;

Mampu  menyusun  teknik,
metode, dan mengembangkan

kapasitas SDM dalam
menganalisis rancangan
kebijakan;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh  dukungan  dari
stakeholder terkait

pengembangan teknik, metode,
dan kapasitas SDM analisis
rancangan kebijakan.




13. Pengembangan Fasilitasi
dan Inovasi Daerah

Mampu
mengevaluasi
pelaksenaan
pembinaan fasilitasi
dan inovasi daerah.
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4.2

4.3

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan pembinaan,
penyelenggaraan, dan efektifitas
fasilitasi dan inovasi daerah serta
menemu kenali kelebihan dan
kelemahan efektifitas
penyelenggaraan fasilitasi dan
inovasi daerah; ‘

Mampu menyusun - teknik,
metode pembinaan dan
pengembangan fasilitasi dan
inovasi daerah, serta

mengembangkan kapasitas SDM
dalam fasilitasi dan inovasi
daerah; :
Mampu meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder terkait
pengembangan teknik, metode,
dan kapasitas SDM  untuk
pembinaan dar pengembangan
fasilitasi dan inovasi daerah. '

daerah vyang tepat
sesuai kondisi.

4.2
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14. Analisis Kelayakan Ijin Mampu 4.1. Mampu mengevaluasi
Penelitian mengevaluasi pelaksanaan analisis ljin
pelaksanzan analisis penelitian serta menemu kenali
kelayakan izin kelebihan dan kelemahan
penelitian. analisis kelayakan ijin penelitian;

4.2 Mampu menyusun teknik,
metode, dan mengembangkan
kapasitas SDM dalam
menganalisis kelayakan ijin
penelitian;

4.3 Mampu meyakinkan  dan
memperoleh  dukungan dari
stakeholder terkait
pengernbangan teknik, metode,
dan kapasitas SDM analisis
kelayakan ijin penelitian,

15. Advokasi  Kebijakan Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi advokasi
Otonomi Daerah mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
strategi advokasi kekuatan  dan kekurangan

kebijakan  otonomi berbagai metode yang dijalankan

dengan kelompok sasaran yang
berbeda;

Mengembangkan norma standar,
prosedur,  kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk teknis strategi
advokasi  kebijakan otonomi
daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi
daerah.




I

o

‘A-Pendidikan - |1.Jenjang - |Sarjenc / Uiplomalv -
2. Bidang Iimu Pemerintahan/ Teknik/ Pertanian/ Ekonomi/ AGministrasi/
L I Hukum, Agama/ Manajemen/ Pendidikan
B. Pelatihan 1. Manajerial Pelatihan '
Kepemimpinan v
_ ‘ ! Pratama -
2. Teknis '1. Diklat Pengadaan R 1Y)
Barang dan Jasa ,
2. Pelathan = v
manajemen  Krisis
dan mitigasi risiko
3. Diklat Penelitian YA
dan
Pengembangan
3 Fun'gsional _ -
C. Pengalaman Kerja 1. Memiliki v
pengalaman

jabatan dalam
bideng penelitian
dan
pengembangan
sacara kumulatif
paling kurang 5
(limg) tahun

2. Sedang atau
pernah menduduki |V
jabatan
administrator atau
jabatan fungsional

jenjarg ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun:

D. Pangkat

L E. Indikator Kinerja Jabatan

' Pembina (1v/a) _
1. Kualitas hasil penelitian dan pengembangan bagi penyusunan

kebijaxan pemerintah daerah.



Nama Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
. DAERAH

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMFINAN TINGGI

Urusan Pemerintah H BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Koderatan :

.Meminipin, mengkoordinasikan, - merumuskan dan menetapkan - bahan “kebijakan bidang’ urusan
pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah sesual dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
demi tercapainya tujuan Pemenntah Daerah

Mampu menciptakan| 4.
situasi lerja yang
mencdorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

"Menciptakar situasi kerja 7ang

mendorong seluruh pemangku
kepentingan memetuhi nilai,
norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan kode
etik/nilainitai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi

meskipun ada resiko.

2. KerjaSama ' o 4 Mémbéngun 4.1 Membangun sinergi antar unit
' komitmen  tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2 Memfasilitasi kepentingan
yang berbeda dari unit kerja
jain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4,3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /
semangat untuk memastikan
tercapainya sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja

organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu | 4.1 Mengintegrasikan informasi
mengemukakan informasi penting hasil diskusi
pemikiran dengan pihak lain  untuk
multidimensi sacara mendapatkan pemahaman
lisan  dan tertulis yang sama; Berbagi informasi
untuk dengan pemangku

" mendorong kepentingan untuk  tujuan
kesepakatan dengan meningkatkan kinerja secara
tujuan meningkatkan keseluruhan; Menuangkan
kinerja secara | 4.2 pemikiran/  konsep  yang
keseluruhar multidimensi dalam  bentuk

tulisan forrnal;




—

4.3

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendoron( pemangku
kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

' Mehdorong ~ unit
keria mencapai
farget vang

ditetapkan atau
melebiti hasil kerja
sebelumnya

4.1

4,2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk  mencapai
kinerja yang melebihi target
yang ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan evektifitas dan
efisiensi pencapaian target.

5. Pelayanan Publik

" Mampu memonitor,

mengevaluasi,
memperbitungkan
darn  mengantisipasi
dampak dari isu-isu
jangka panjang,
kesempatan, atau
kekuatan - polick
dalam hal pelayanan
kebutuhan
pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profasional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau . kekuatan politik yang
mempengaruhi organisasi
dalam hubiingannya dengan
dunia iuar, memperhitungkan
dan mengantisipasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan
professional . dalam lingkup
organisasi;

Menjaga agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oieh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, netral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta  tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai politik;
Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif,
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh  kepentingan
pribadi/kelompok.




6. Pengembangan diri dan' 4

Menyusun progrém

4.1 Menyusuh

"9, Perekat Bangsa -~ © | 4

. program
orang lain pengembangan pengembangan jangka
iangka nanjang panjang bersama-sama
dalam rangka dengan bawahan, termasuk
mendorong didalamnya penetapan tujuan,
manajemen bimbigan, penugasan dan
pembelajaran pengalaman lainnya, serta
mengalokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendidikan / pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2 Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;

4.3 Mengembangkan orarg-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di

- , ____unit kerjanya.

7. Mengelola perubahan 4 Memimpin 4.1 Mengarahkan unit kerja untuk
perubahan pada unit lebih siap dalam menghadapi
kerja perubahan termasuk

memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

4.2 Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit  kerjanya
secara berkala;

4.3 Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

‘8. dengambilan keputusan 4 Menyelesaikan 4.1 Menyusun dan/atau
masalah yang memutuskan konsep
mengandung  risiko penyelesaian maselah yang
tinggi, melibatkan beberapa/seluruh
mengantisipasi fungsi dalam organisasi;
dampak keputusan,| 4,2 Menghasilkan  solust  dari
membuat  tindakan berbagai masalah yang
pengamanan; kompleks, terkait dengan
mitigasi risiko bidang kerjanya yang

® oy
¥

~Mendayagunakan -

perbedaan  secara
konstruktif dan
kreatif untuk
meningkatkan
efektifitas Organisasi

4.1 Menginisiasi

berdampak pada pihak lain;

4.3 Membuat keputusan dan
mengantisipasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi

risiko).

. *

dan’

merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan

kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam




10. Advokasi
Pengelolaan Keuangan
dan Pendaovatan Daerah

3 Kebijakan' 4 apu

mengembangkarn
strategi advokasi
kebijakan
Pengelolaan
Keuangan dan
Pendapatan Daerah
yang ‘t*epat sesuai
kondisi

42

4.3

4.1

4,2

4.3

keberagaman dan menerima

segala bentuk perbedaan
dalam kehidupan

bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan,  suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk

mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

Mampu membuat program
yang mengakomodasi
perbedaan latar  belakang
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai me'ode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan pengelolaan
keuangan dan pendapatan
daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembar.gkan strateg.
advokasi yang dapat dijalani<an
oleh- mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan’
pengelolaan  keuangan dan
pendapatan daerah.

11. Peryusunan Rancangan|

APBD

Mampu mengevaliyasi
pelaksanaan realisasi
APBD dain menyusun
rancangan APBD

4.1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluvasi |/
pelaksanaan realisasi APBD
serta menemu kenali kelebihan
dan kelernahan pelaksanaan
dan realisasi AP3D;

Mampu menyusun rancangan
APBD; '
Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakehnlder terkait rancangan
APBD.




12, Pengelolaan barang Milik

Negara (Aset Daerah)

- Mampu

mangevaluasi
pelaksanzar
pengelolaan dan
administrasi Barang

e
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Mampu melakukan evaluasi
perencanaan, pengelolaan,
pemanfaatan, realisasi,
administrasi, dan distribusi
Barang Milik Negara, serta
menemu kenali kelebihan dan

| :
elamenan pendélolsan dan

administra;i BMN;

4.2

4.3

Mampu - menyusun pedoman
petunjuk teknis tata kelola dan
administrasi Barang  Milik
Negara;

Mampu meyakinkan  dan
memperoleh aukungan dari
stakeholder terkait perbaikan
tata kelola dan administrasi
BMN  ‘serta peningkatan
kapasitas SDM pengelola BMN.

“13. Pengelolaian Keuangan

Daerah

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
pengelolaan
keuangan dasrah

4.1

4.2

4.3

Mampu me'akukan evaluasi
perencanaan, pengelolaan,
administrasi, dan realisasi
keuangan daerah, serta
menemu kenali kelebihan dan
kelemahan pengelolaan dan
administrasi keuangan daerah;
Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis tata kelola dan
administrasi keuangan daerah;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait perbaikan
tata kelola dan administrasi
keuangan daerah serta
peningkatan kapasitas SDM
pengelola keuangan daerah,

14. Penyusunan

Keuangan dan Aset
Caerah -

Laporan

Mampu

mengevaluasi
pelaksanaan
penyusunan laporan
keuangar. dan aset
daerah

4,1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
pengumpulan, pengolahan dan
penyajlan laporan Kkeuangan
dan aset daerah, serta menemu
kelebihan - dan  kelemahan
laporan keuangan daerah;
Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis penyusunan
laporan keuangan;
Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait pedoman
petunjuk t=knis penyusunan
laporan keuangan dan
peningkatan kapasitas SDM

'15. Advokasi

QOtonomi Daerah

Kebijakan

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  otonomi
daerah vyang tepat
sesuai kondisi.

4.1

4.2

penyusun laporan. ‘
Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan. kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan kelompok
sasaran yang besbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis strategi  advokasi

kebijakan otonomu daerah;




"A.Pendidikan 1. Jenjang

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi
advokasi yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri
dalam mencrapkan kebijakan
otonomi daerah.

- | Sarjana / D;ploma v

2. Bldang Ilmu

Ekonomi /Akuntansu/Keuangan/ Manajemen/’r eknik Industri

B.Pelatihan | 1. Manajerial

Peletihan
Kepemimpinan v

T

2. Teknis

1. Diklat Perencanaan A

‘2. Diklat Pengadaan | ‘ v

Barang/Jasa
Pemerintahan

3. Diklat v
Manajemen
Perencanaan

4. Diklat v
Pembangunan
Keuangan
Daerah

5. Diklat v
Manajemen
Stategis

3. Fungs&onal

C Pengalaman Kerja

1. Memiiiki
pengalaman
jabatan dalam
bidang keuangan v
secara kumulatif
paling «kurang 5
(lima) tahun

2. Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrator atau
jabataﬂ \/
fungsional
jenjang ahli
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun.

" D. Pangkat

' Pembma (v/a)

E. Indikator Kirierja Jabatan

. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
2 Kualitas pengelolaan barang mi.ik negara




Nama Jabatan H KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI

Urusan Pemerintah : PEREMCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Jabatan

“Memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitas, menyelenggarakan, mengawasan dan

mengendalkan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, serta penyusunan
-kebijakan teknis dan.pelaksanaan tugas dukungan teknis, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan
teknis fungsi-fungsi penunjang yang mencakuo perencanaan pemerintahan dan sosial, perencanaan
ekonom n prasarana , dan perencanaan pembanunan daerah

1. Integritas o | Mampu mencnptakan" .1 Menciptaken situasi kerja yang

sitvasi  kerja yang mendorong seluruh pemangku
mendorong kepentingan mematuhi  nilai,

kepetuhan  pada
nilai, norma, dan
etika orge nisasi

norma, dan etika organisasi
dalam segala situasi dan
kondisi;

4.2 Mendukung dan menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3 Berani melakukan koreksi atau
mengambil  tindakan  atas
penyimpangan ode
etik/nilainilai yang dilakukan
oleh orang lain, pada tatanan
lingkup kerja setingkat instansi
meskipun ada resiko.

2, Kerjasama | 4 | Membangun 4.1 Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, sinergi kerja di lingkup instansi yang

dipimpin;
4.2 Memfasilitasi kepentingan

yang berbeda dari unit kerja
fain sehingga tercipta sinergi
dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi;

4.3 Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar
unit, memberikan dukungan /

X0EC NI memaatian
wopng gy daam

rangka pencapaian target kerja

: — v - _» organisasi. ,
3, Komunilasi 4 Mampu 4.1 Mengmtegra5|kan informasi
mengemukakan informasi penting hasil diskusi

dengan pihak lain  untuk

pemikiran mendapatkan pemahaman
multidimensi - secara yang sama; Berbagi informasi
lisan dan tertulis dengan pemangku
untuk  menciorong kepentingan untuk  tujuan
kesepakatan dengan meningkatkan kinerja secara
tujuan meningkatkan keseluruhan;

kinerja secara [#2 Menuangkan pemikiran/

konsep yang

| keseluruhan




4.3

multidimensi dalam  bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan informasi
secara persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan cepakat pada
langkah-langkah bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

i a0l

melebihi hasil kerja
sebelumnya

4.1

4.2

4.3

Mendorong unit kerja di tingkat
instansl  untuk  mencapal
kinerja yang melebihi target

yang J!Lelapl(ar‘.;

Memantau dan mengevaluasi
hasil kerja unitnya agar selaras

dengan sasaran  strategis
instansi;
Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama antar
unit kerja dalam rangka
meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencapeaian target,

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan mengantisipasi
gampak dari isu-isu
jangka paniang,
kesempatan, atau
kekuatan politik
dalam hal
pelayanan
kebutithan
pemarigku
kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.1

4.2

4.3

Memahami dan  memberi
perhatian  kepada  isu-isu
jangka panjang, kesempatan
atau kekuatan politik yeang
mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan
dunia luar, memperhitungkan
dan mengantisivasi dampak
terhadap pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan publik secara
objektif, transparan, dan
professional dalam  lingkup
organisasi; :
Menjaga  agar  kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya  telah  selaras
dengan standar pelayanan
yang objektif, ~etral, tidak
memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/

_kelompok/ partai politik;

Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan  kebutuhan
pemangku kepentingan dalam
menyusun  kebijakan dengan
mengikuti  standar  objektif;
netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak
terpengaruh  kepentingan
pribadi/kelompok.




6. Pengembangan diri dan
orang lain

Menyusun program
pengembangan
jangka panjang
dalam rangka

mendorong
manajamen
pembelajaran

4.1

4,2

4.3

Menyusun
pengembangan
panjang bersama-sama
dengan bawahan, termasuk
didalamnya penetapan tujuan,
bimbigan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
menc alokasikan waktu untuk
mengikuti pelatihan /
pendiciikan / pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan balik pada
tatanan organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarannya secara
konsisten, melakukan
kaderisasi untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

program
jangka

7. Menilelola ferub?han

L)

perubahan pada unit
kerja

4.2

4.3

ENGOIT U 1T I

lebih siap dalam menghadapi
perubahan termasuk
memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;

Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di
lingkungan unit kerjanya
secara berkala;

Meminpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan keputusan

Mendayagunakan

‘Mer-yelasaikan

masalah
mengandung
tinggi,
raengantisipasi
dampeak kaputusan,
membuat  tindakan
pengamanan,
mitigasi risiko

yang
risiko

P

perbedaan  secara
konstruktif dan

kreatif untuk

meningkatkan
efektifitas Organisasi

4.1

4.2

4.3

risiko

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep |
penyelesaian masalah yang
melibatkan beberapa/seluruh

fungsi dalam organisasi,

Menghasilkan  solusi  dari
berbagai masalah yang
kompleks, terkait dengan
bidang kerjanya yang
berdampak pada pihak lain;
Membuat  keputusan dan
mengantis.pasi dampak
keputusannya serta
menyiapkan tindakan
penanganannya (mitigasi

Menginisiasi - dan
merepresentasikan
pemerintahan di lingkungan
kerja dan masyarakat untuk
senantiasa menjaga persatuan
dan kesatuan dalam




Bidang Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan

10. A okasi Kebijakan|

Mampu

mengermbangka
strategi advokasi
bidang perencanaan,
penelitian dan
pengembangan
daerah.

4.2

4.3

4.2

43

keberagaman dan menerima
segala bentuk perbedaan

dalam kehidupan
bermasyarakat;
Mampu mendayagunakan

perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku,
jender, sosial, ekonomi,
preferensi politik untuk
mencapai kelancaran
pencapajan tujuan crganisasi;

Mampu membuat program
yang mengakomaodasi
perbedaan latar - belakang
agama/kepercayaan, stiku,
jender, sosial ekonomi,
preferensi politik,

Mampu melakukan . evaluasi
terhadap teknik/ .
metodeysistem cara  kerja,
mengetahui  kelebihan  dan
kekurangan, serta melakukan
pengembangan atau perbaikan
teknik/metode/sistem cara
kerja penyusunan kebijakan
bidang perencanaan, penelitian
dan pengembangan daerah
yang lebih efektif dan efisien;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja
vang . dijadikan norma,
standar, prosedur, kriteria
pelaksanaan penyusunan
kebijakan bidang
perencanaan, penelitian dan
pengembangan daerah;
Mampu meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari

stakeholder - terhadap
pelaksanaan penyusunan
kebijakan bidang

perencanaan, penelitian dan
pengembangan daerah, serta
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain
atau  stakeholder  terkait
penyusunan kebijakan bidang
perencanaan, penelitian dan
pengembangan daerah.

11, Perencanaan v
Pembangunan Daersh

Mampu  melakukan
evaluasi dan
mengoordinasikan
penyusunar
perencanaan
pembangunan
daerah.

4.1

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metorie/

sistem cara kerja,
perencanaan  pembangunan
daerah, menemukenali

kelebihan . dan kekurangan,
melakukan  pengembangan
atau perbaikan cara kerja

perencanaan pembangunan



4.2

4.3

daerah vang  lebih
efektif/efisien;

Mampu . mengoordinasikan
penyusunan  perencanaan
pembangunan daerah;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan cari
strakholder pelaksanaan
perencanaan pembangunan
daerah dan  memberikan
bimbingan serta fasilitasi
kepada instansi lain atau
terkait. perencanaan
pembangunan daerah.

12. Penyusunan
RPIM/RPIP dan RRT

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
penyusunan
RPIM/RPIP dan RRT

4,1

4.2

4.3

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja penyusunan
RPIM/RPIP dan RRT,
menemukenali kslebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan
cara kerja penyusunan
RPIM;RPIP dan RRT yang lebih
efektif/efisien,

Mampu mengno:dinasikan
penyusunan RPIM/RPIP dan
RRT;

Mampu  meyakinkan  dan
memperoleh dukungan dari
strakholder pelaksanaan
penyusunan RPIM/RPIP dan
RRT dan memberikan
bimbingan serta fasilitasi
kepada instansi lain atau
terkait perencanaan

‘pembangunan daerah.

13. Pengembangan
Fasil'tasi dan Inovasi
Daerah

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
pembinaan fasilitasi
dan irovasi daerah.

4.1

4.2.

4.3.

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan pembinaan,
penyelenggaraan, dan
efektifitas fasilitasi dan inovasi
daerah serta menemu kenali
kelebihan dan kelemahan
efektifitas  penyelenggaraan
fasilitasi dan inovasi daerah;
Mampu menyusun teknik,
metode  pembinaan  dan
pengembangan fasilitasi dan
inovasi daerah, serta
mengembangkan  kapasitas
SDM dalam fasilitasi dan
inovasi daerah;

Mampu meyakinkan  dan
merr.peroleh dukungan dari
stakeholder terkait
pengembangan teknik,
metode, dan kapasitas SDM
untuk pembinaan'  dan
pengembangan fasilitasi dan
inovasi daerah.

14. Pengelolaan
Pelaksanaan Penelitian
dan Pengembangan

Mampu
mengevaluasi
pelaksaniaan

4.1

Mampu melakukan evaluasi
perencanaan, pengelolaan,
administrasi, dan realisasi
penelitian dan pengembangan,
serta menemu kenali kelebihan




penelitan  dan
pengembangan.

4.2

! 4.3

_pengembangan.

dan kelemahan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan;
Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis tata cara
penelitian dan pengembangan;
Mampu meyakinkan  dan
memperoieh dukungan dari
stakeholder terkait perbaikan
tata - cara penelitan dan

15. Advokasi
Ctonomi Daerah

A, Pendidikan

kebijakan

1, ‘jenja‘ng

Sa

. Mampu

mengembangkan
strategi 3dvokasi
kekbjakan otonomi

deerah yang tepat
sesyai kondisi.

o

o« &

riana /

4.1

4.'2

4.3

Diploma IV_______

__otonomi daerah.

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode . yang
dijalankan dengan kelompox
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau petunjuk
teknis . strateyi advokasi
kebijakan otonomi daerah;
Meningkatken kapasitas
pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strateqi
advokasi yang dapat dijalankan
oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan

2. Bidang TIimu

Timu Pemerintahan / Manajemen / Kebijakan Publik / Iimu

B, Pelatihan

1, Manajerial

Hukum / Sosial Politik / Iimu Administrasi / Teknik / Ekonomi

Pelathan
Kepemimpinan
Pratama

v

2.' Teknis

Diklat teknis terkait
perencanaan,
penelitian dan
pengemkbangan
daerah

v

3. Fungsional




C. Pengalaman Kerja

Memiliki
pengalaman
jabatan dalam
bidang
perencanaan/
penelitian/
pengembangan
secara kumulatif
paling kurang 5
(lima) tahun.
Sedang atau
pernah
menduduki
jabatan
administrator
atau jabatan
fungsional

lenja ahli
‘ma‘!}yr:ﬂpaling

sngkat 2 (dua)

tahun.

D. Pangkat

Pembina (IV/a).

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas

pembangunan;

pengelolaan

perencanaan program

2. Kualitas hasil penelitian dan pengembangan.

BUPATI MAROS,

A. S.

N

Y

DIR SYAM




